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PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

NOMOR :   643 /UN43/KU/PER/2012 
Tentang 

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN – BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 
 

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
Menimbang : a. 

 
 
 
 
 
 
 
b. 
 

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem 
akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi 
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI 
Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan khususnya untuk Satker 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menerapkan Badan Layanan 
Umum; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu disusun Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan 
Umum di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ditetapkan 
dengan Peraturan Rektor; 
 

Mengingat : a. 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
 
f. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum; 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; 
 

Memperhatikan : a. 
 
 
 
b. 
 
 
c. 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 
2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai 
Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 
November 2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI 
Nomor PER-36/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. 
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MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  
Pertama 
 
 
 
Kedua 
 

: 
 
 
 
: 
 

Menetapkan PERATURAN REKTOR tentang PEDOMAN AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) di 
lingkungan UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA; 
 
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM (PK-BLU) dimaksud terdiri dari 6 BAB dan 20 Sub-BAB, 
selengkapnya terdiri dari : 

 BAB I    PENDAHULUAN  
a. Latar Belakang 
b. Gambaran Umum UNTIRTA 
c. Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi 

 BAB II   KEBIJAKAN UMUM 
a. dan Tujuan Pelaporan Peranan 
b. Asumsi Dasar 
c. Prinsip Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

 BAB III  KEBIJAKAN AKUNTANSI 
a. Kebijakan Akuntansi Aset 
b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 
c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas 
d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 
e. Kebijakan Akuntansi Beban 

 BAB IV  LAPORAN KEUANGAN  
a. Format Laporan Keuangan 
b. Laporan Keuangan Pokok 
c. Penyajian Laporan Keuangan 

 BAB V   SUBSISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI 
a. Subsistem Akuntansi Penerimaan 
b. Subsistem Akuntansi Pengeluaran 
c. Subsistem Akuntansi Transaksi Aset 

 BAB VI  BAGAN AKUN STANDAR (BAS) 
a. Sistematika Bagan Akun 
b. Daftar Kode Akun 
c. Tatacara Penambahan Kode Akun; 

Ketiga 
 
 
Keempat 
 
 
 
Kelima 

: 
 
 
: 
 
 
 
: 

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM (PK-BLU) selengkapnya sebagaimana terlampir pada 
Peraturan ini. 
Biaya berkenaan dengan penyusunan PEDOMAN AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) ini 
dibebankan pada DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor DIPA-
0838/023.04.2.16/10/2012 tanggal 09 Desember 2011; 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. 

 
     Ditetapkan di :     Serang 

           Pada tanggal :     30  September 2012 
     Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 

 
 
         

           Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd 
           NIP  19580509 198403 1003 
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Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta. 
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta. 
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemdikbud di Jakarta. 
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Serang. 
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Serang. 
7. Saudara yang namanya disebut dalam Keputusan ini. 
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PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

NOMOR :   006 /UN43/KU/PER/2014 
Tentang 

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) 
PENGELOLAAN KEUANGAN – BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 
 

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
 

Menimbang : a. 
 
 
b. 
 
 
 
c. 

bahwa penilaian kinerja satuan kerja Badan Layanan Umum perlu 
ditinjau dari aspek keuangan dan aspek kepatuhan terhadap 
pengelolaan keuangan  Badan Layanan Umum; 
bahwa untuk memenuhi aspek kepatuhan pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum diperlukan antara lain penyusunan SOP 
pengelolaan kas – piutang – utang – pengadaan barang & jasa 
serta SOP pengelolaan Barang Inventaris; 
oleh sebab itu perlu ditetapkan peraturan tentang SOP 
Pengelolaan Kas – Piutang – Utang – Pengadaan Barang & Jasa 
serta Pengelolaan Barang Inventaris Dalam Rangka Pengelolaan 
Keuangan Satker BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan 
Peraturan Rektor; 
 

Mengingat : a. 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
 
f. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggungjawab 
dan Pemeriksaan Keuangan Negara; 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; 
 

Memperhatikan : a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 
Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara 
penuh; 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 
29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
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c. 
 
 
 
d. 

 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan RI Nomor PER-36/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan 
Layanan Umum. 
Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 643/ 
UN43/KU/PER/2012 tanggal 30 September 2012 tentang Pedoman 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PK-BLU Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa; 

 
MEMUTUSKAN  

Menetapkan :  
Pertama 
 
 
 
Kedua 
 

: 
 
 
 
: 
 

Menetapkan PERATURAN REKTOR tentang STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN KEUANGAN – BADAN LAYANAN 
UMUM (PK-BLU) di lingkungan  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 
 
SOP PK-BLU selengkapnya terdiri dari : 
A. PENGELOLAAN KAS : 

1. Arus Kas Masuk : 
a. SOP Penerimaan SPP Mahasiswa (SOP-A1a); 
b. SOP Penerimaan Hibah & Kerjasama (SOP-A1b); 
c. SOP Penerimaan APBN-RM (SP2D) (SOP-A1c); 

2. Arus Kas Keluar : 
a. SOP Pembayaran UP/TUP/GUP PNBP (SOP-A2a); 
b. SOP Pembayaran LS-Pegawai PNBP (SOP-A2b); 
c. SOP Pembayaran LS-Penyedia Jasa PNBP (SOP-A2c); 
d. SOP Pembayaran dengan SPBy (SOP-A2d); 
e. SOP Pembayaran LS-Rupiah Murni (SOP-A2e); 

3. Pembayaran UP/TUP/GUP Rupiah Murni : 
a. SOP Pembayaran UP/TUP Rupiah Murni (SOP-A3a); 
b. SOP Pembayaran GUP Rupiah Murni (SOP-A3b); 

4. SOP Investasi Jangka Pendek (SOP-A4); 
5. SOP Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SOP-A5); 

B. PENGELOLAAN PIUTANG : 
1. SOP Pengelolaan Piutang Layanan (SOP-B1); 
2. SOP Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi (SOP-B2); 

C. SOP Pengelolaan UTANG (SOP-C); 
D. PENGADAAN BARANG DAN JASA : 

1. SOP Pengadaan Barang/Jasa Lainnya diatas Rp 200 juta  
     (Metode Lelang Sederhana/Terbatas/Umum) (SOP-D1); 
2. SOP Pengadaan Jasa Konstruksi diatas Rp 200 juta  

(Metode Pemilihan Langsung/Lelang Umum) (SOP-D2); 
3. SOP Pengadaan Jasa Konsultansi sd Rp 200 juta (Metode Seleksi 

Sederhana) dan diatas Rp 200 juta (Seleksi Umum) (SOP-D3); 
4. SOP Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sd Rp 200 juta (Metode 

Pengadaan Langsung) (SOP-D4); 
5. SOP Pengadaan Jasa Konsultansi sd Rp 50 juta  

(Metode Pengadaan Langsung) (SOP-D5); 
E. PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS : 

1. SOP Perolehan Aset Tetap (SOP-E1); 
2. SOP Pengelolaan Aset Tetap (SOP-E2); 
3. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (SOP-E3); 

F. SISTEM AKUNTANSI BLU : 
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP-F1); 
2. SOP Penyusunan Laporan BMN (SOP-F2) 
3. SOP Grand Design SISTEM AKUNTANSI (SOP-F3); 
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Ketiga 
 
 
 
Keempat 
 
 
 
Kelima 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

SOP-SOP tersebut sebagai acuan dan merupakan bagian / tahapan 
dari serangkaian tata kelola keuangan dalam rangka Pengelolaan 
Keuangan Satker BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 
 
Biaya berkenaan dengan penyusunan SOP dibebankan pada DIPA 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor DIPA-023.04.2.663101/2014 
tanggal 05 Desember 2013; 
 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana 
mestinya. 

 
     Ditetapkan di :     Serang 

           Pada tanggal :     2 Januari 2014 
     Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 

 
 
 
         

           Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd 
           NIP  19580509 198403 1003 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta. 
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta. 
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemdikbud di Jakarta. 
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Serang. 
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Serang. 
7. Saudara yang namanya disebut dalam Keputusan ini. 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) ARUS KAS MASUK 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan keuangan kas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  

III. DEFINISI Arus Kas Masuk adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas).   
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai arus kas yang bersumber dari : a. penerimaan layanan pendidikan; b. penerimaan hasil Kerjasama/Hibah/Beasiswa; c. penerimaan APBN-RM  di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban arus kas masuk.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat lampiran SOP-1a, SOP-1b, dan SOP-1c)  
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VI. PENJELASAN   

A. SUMBER DANA LAYANAN PENDIDIKAN 1. Mahasiswa a. Mahasiswa mengisi form pembayaran untuk melakukan setoran SPP, dan kewajiban lainnya ke rekening Operasional Penerimaan melalui Bank yang telah ditunjuk. b. Form pembayaran yang telah diisi diserahkan kepada petugas loket di Bank. 2. Bank Yang Ditunjuk a. Petugas bank melakukan verifikasi atas kebenaran pengisian form pembayaran. 1) Apabila isian form pembayaran masih belum lengkap dan salah, maka form pembayaran tersebut dikembalikan kepada mahasiswa untuk dilakukan perbaikan. 2) Apabila semua isian form pembayaran sudah lengkap dan benar, maka petugas mengentry data isian form pembayaran tersebut beserta sejumlah uang  sesuai dengan yang tertera pada form pembayaran ke rekening Operasional Penerimaan BLU Untirta. b. Menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan BLU Untirta yang berasal dari mahasiswa kepada Pimpinan Untirta, beserta rekening korannya. 3. Bendahara Penerimaan a. Menerima dan mencatat laporan pembayaran mahasiswa dari Bank yang ditunjuk. b. Merekap dan mengelompokkan pembayaran mahasiswa tersebut berdasarkan prodi/jurusan, per tahun angkatan. c. Berdasarkan rekap tersebut di atas, Bendahara Penerimaan bersama Ka BUKK menentukan MP untuk masing-masing Unit Organisasi lingkup Untirta. d. Melaporkan/menginformasikan laporan pembayaran mahasiswa kepada Rektor, Dekan, Ka Prodi/Jurusan dan Unit-unit terkait lainnya. e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Bendahara) beserta ADK ke Bagian Umum c.q Operator SAKPA.        



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

3 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

 
B. SUMBER DANA DARI KERJASAMA/HIBAH/ BEASISWA 1. Lembaga Pemerintah/Dunia Usaha  Pihak Ketiga yang terkait kerjasama/hibah dengan unit kerja lingkup Untirta berdasarkan MOU/Berita Acara atas persetujuan Rektor, melakukan penyetoran /transfer:  a. ke rekening Dana Kelolaan BLU Untirta pada Bank yang ditunjuk.  b. ke rekening Bendahara Penerimaan khusus untuk kerjasama, sewa, dan penerimaan jasa lembaga keuangan. 2. Bank Yang Ditunjuk a. Menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dana kelolaan BLU Untirta yang berasal dari pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan. b. Atas dasar perintah Bendahara Penerimaan, Bank memindahbukukan seluruh/ sebagian dana kerja sama dari Rekening Dana Kelolaan ke Rekening BPP pada unit kerja terkait dan Rekening Mahasiswa khusus untuk beasiswa. c. Atas dasar perintah Bendahara Penerimaan, dalam hal dana kerja sama dimaksud tidak seluruhnya  (100%) dipindahbukukan ke Rekening BPP, maka sebagian dana dimaksud dipindahbukukan ke Rekening Bendahara Penerimaan. d. Menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dana kelolaan BLU Untirta yang berasal dari pihak ketiga beserta rekening koran kepada Bendahara Penerimaan. 3. Bendahara Penerimaan a. menerima dan mencatat setiap dana kerjasama dan/atau hibah. b. memerintahkan kepada Pihak Bank untuk memindahbukukan seluruh/ sebagian dana kerja sama dari Rekening Dana Kelolaan ke Rekening BPP. c. Dalam hal dana kerja sama dimaksud tidak seluruhnya  (100%) dipindahbukukan ke Rekening BPP, Bendahara memerintahkan  Pihak Bank untuk memindahbukukan sebagian dana dimaksud ke Rekening Bendahara Penerimaan. d. menyusun dan melaporkan penerimaan kerjasama dan/atau hibah kepada Rektor. e. Menyampaikan ADK kepada Operator SAKPA.         
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4 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

 
C. PENERIMAAN APBN-RM 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; b. Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP UP/TUP; c. Menerima bukti-bukti pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembuatan SPP GUP; d. Menguji kebenaran dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, yaitu: 1) Bukti perjanjian/kontrak 2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan 6) Berita Acara Pembayaran 7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau 10) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. e. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pemabayaran belanja pegawai. 1) Surat Keputusan 2) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas 3) Daftar penerima pembayaran; dan/atau  4) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. f. Menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara yaitu: 1) kelengkapan dokumen tagihan 
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5 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

2) kebenaran perhitungan tagihan 3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN 4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa 5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak 6) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara; dan 
7) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak g. Menolak tagihan yang diajukan Bendahara Pengeluaran, apabila tagihan tersebut belum benar dan belum lengkap; h. Menerbitkan SPP, apabila tagihan tersebut sudah benar an lengkap; i. SPP dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). 2. PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM) a. Menerima SPP dan dokumen pendukungnya dari PPK b. Melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK  yaitu: 1) Kelengkapan dokumen pendukung SPP; 2) Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; 3) Kebenaran pengisian format SPP; 4) Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 5) Ketersediaan pagu sesuai  BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana kerja anggaran satker; 6) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai;  7) Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8) Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 9) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 
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10) Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 11) Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian kontrak.  c. Memeriksa keabsahandokumen pendukung yaitu: 
1) Pembayaran tagihan kpd penyedia barang/jasa  a) Bukti perjanjian/kontrak b) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan f) Berita Acara Pembayaran g) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau j) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. 
2) Pembayaran tagihan kpd BP/pihak lainnya untuk keperluan pembayaran honorarium, an 

perjalanan dinas atas dasar surat keputusan a) Surat Keputusan b) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas c) Daftar penerima pembayaran; dan/atau  d) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. d. Menolak SPP tersebut, apabila terdapat kesalahan dan/atau belum lengkap dokumen pendukungnya; e. Menerbitkan dan menandatangani SPM, apabila SPP dan dokumen pendukungnya sudah benar dan lengkap.  
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f. SPM dan doukumen pendukungnya disampaikan kepada Kepala KPPN. 3. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)  a. Menerima SPM dan dokumen pendukungnya dari Rektor selaku KPA; b. Melakukan penelitian kebenaran SPM meliputi : 1) Meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM; 2) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah anga an huruf paa SPM; dan 3) Memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. c. Melakukan pengujian SPM meliputi: 1) Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban PNBP BLU yang tercantum dalam SPM, dengan melakukan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam SPM; 2) Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; 3) Menguji kesesuaian tagihan denan data perjanjian/kontark atau  SK/ST; 4) Menguji persyaratan pencairan dana, yang meliputi: a) Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan; b) Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui KPA; c) Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolving ari UP yang dikelola; d) Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data perjanjian/kontrak pada SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam kartu pengawasan; dan e) Menguji SPM LS  untuk honorarium dan perjalanan dinas berupa kesesuaian jumlah uang pada daftar nominatif dengan jumlah uang yang tercantum dalam SPM. 5) Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP.  d. Menolak SPM tersebut, apabila terdapat kesalahan dan/atau belum lengkap dokumen pendukungnya; e. Menerbitkan dan menandatangani SP2D, apabila SPM dan dokumen pendukungnya sudah benar dan lengkap; f. SP2D disampaikan kepada Bank Operasional dan KPA. 4. BANK OPERASIONAL a. Melakukan verifikasi / penelitian terhadap keabsahan tanda tangan yang tertera pada SP2D dan Rekap SP2D dengan specimen tanda tangan yang ada di Bank; 
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b. Melakukan pengecekan nomor rekening dan nama yang tertera di SP2D sama dengan nomor rekening dan nama yang ada di Bank;  c. Mengembalikan SP2D, apabila terdapat kesalahan dan ketidaka cocokan nomor rekening dan nama; d. Mencairkan/memindahbukukan sejumlah uang yang tertera di SP2D kepada rekening yang tertera di SP2D.  oooOooo 



PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS MASUK -  SOP PENERIMAAN SPP 

BEND. PENER REKTOR UNIT KERJA OPR. SAKPA

1

a Isian Form 
Pembayaran

-

-

b

-
Laporan dan 
Rekening Koran

- Apabila isian form pembayaran masih 
belum lengkap dan salah, maka form 
pembayaran tersebut dikembalikan kepada 
mahasiswa untuk dilakukan pembetulan.

- Apabila semua isian form pembayaran 
sudah lengkap dan benar, maka petugas 
mengentry data isian form pembayaran 
tersebut beserta sejumlah uang  sesuai 
dengan yang tertera pada form 
pembayaran ke rekening Operasional 
Penerimaan BLU Untirta.

- Menyusun dan menyampaikan laporan 
penerimaan BLU Untirta yang berasal dari 
mahasiswa kepada Pimpinan Untirta, 
beserta rekening korannya.

c -
Laporan 

penerimaan
- Menerima dan mencatat laporan 

pembayaran mahasiswa dari Bank yang 
ditunjuk.

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

KEGIATAN OUTPUT DOK

Form pembayaran yang telah diisi diserahkan 
kepada petugas loket di Bank

Sumber Dana Layanan Pendidikan 

BANK YANG DITUNJUK

MAHASISWA BANK SATUAN KERJANo. 
URUT

MAHASISWA

Mahasiswa mengisi form pembayaran untuk 
melakukan setoran SPP, dan kewajiban lainnya 
ke rekening Operasional Penerimaan  melalui 
Bank  yang telah ditunjuk Untirta.

Petugas bank melakukan verifikasi atas 
kebenaran pengisian form pembayaran.

BENDAHARA PENERIMAAN

Kredit ke Rekening 
Benahara 

Penerimaan

Form 
pembayaran

laporan dan 
Rekening 
Koran

START

Mengisi form 
pembayaran

Form 
pembayaran

Verifikasi 
form 

Menyusun dan 
mentampaikan laporan 

penerimaan beserta 
Rekening Koran

laporan dan 
Rekening 
Koran
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BEND. PENER REKTOR UNIT KERJA OPR. SAKPA
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
KEGIATAN OUTPUT DOKMAHASISWA BANK SATUAN KERJANo. 

URUT

- Merekap dan mengelompokkan 
pembayaran mahasiswa tersebut 
berdasarkan prodi/jurusan, per tahun 
angkatan.

- Berdasarkan rekap tersebut di atas, 
Bendahara Penerimaan bersama Ka BUKK 
menentukan MP untuk masing-masing Unit 
Organisasi lingkup Untirta.

- Melaporkan/menginformasikan laporan 
pembayaran mahasiswa kepada Rektor, 
Dekan, Ka Prodi/Jurusan dan Unit-unit 
terkait lainnya.

- Menyampaikan ADK kepada Operator 
SAKPA

Bukti Setoran

Mengelompokkan
Jenis Penerimaan 

Berdasarkan 
Prodi/Jurusan

Laporan 
Penerimaan

ADK

Menyusun dan 
Menyampaikan 

Laporan
Penerimaan

SERVER

END

Laporan 
Penerimaan

Laporan 
Penerimaan
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS MASUK -  SOP PENERIMAAN HIBAH KERJASAMA 

BEND. PENER REKTOR UNIT KERJA OPR. SAKPA

2 Bukti Setoran

a
-

- ke rekening Dana Kelolaan BLU Untirta 
pada Bank yang ditunjuk.

- ke rekening Bendahara Penerimaan khusus 
untuk kerjasama sewa dan penerimaan jasa 
lembaga keuangan.

b
Laporan dan 
Rekening Koran

-

-

-

-

C

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT DOK

Sumber Dana dari Kerjasama/Hibah/ 
Beasiswa

Fihak Ketiga yang terkait kerjasama/ hibah 
dengan unit kerja lingkup Untirta berdasarkan 
MOU/Berita Acara atas persetujuan Rektor, 
melakukan penyetoran /transfer:

LEMBAGA PEMERINTAH/DUNIA USAHA

PIHAK KETIGA BANK SATUAN KERJA

BANK OPERASIONAL

No. 
URUT

KEGIATAN

BENDAHARA PENERIMAAN

Menyusun dan menyampaikan laporan 
penerimaan dana kelolaan BLU Untirta yang 
berasal dari pihak ketiga kepada Bendahara 
Penerimaan.

Atas dasar perintah Bendahara Penerimaan, 
Bank memindahbukukan seluruh/ sebagian 
dana kerja sama dari Rekening Dana Kelolaan 
ke Rekening BPP pada unit kerja terkait dan 
Rekening Mahasiswa khusus untuk beasiswa.

Atas dasar perintah Bendahara Penerimaan, 
dalam hal dana kerja sama dimaksud tidak 
seluruhnya  (100%) dipindahbukukan ke 
Rekening BPP, maka sebagian dana dimaksud 
dipindahbukukan ke Rekening Bendahara 
Penerimaan. 

Menyusun dan menyampaikan laporan 
penerimaan dana kelolaan BLU Untirta yang 
berasal dari pihak ketiga beserta rekening 
koran kepada Bendahara Penerimaan.

Penyetoran Dana 
Kerjasama/ Hibah

MOU 
Kerjasama/ 

KREDIT KE REK. 
DANA KELOLAAN / 

SEJUMLAH

START

SEJUMLAH
DANA

LAPORAN DAN 
REKENING 

MENYUSUN DAN 
MENYAMPAIKAN 

LAPORAN DAN 
REKENING KORAN
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BEND. PENER REKTOR UNIT KERJA OPR. SAKPA
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOKPIHAK KETIGA BANK SATUAN KERJANo. 

URUT
KEGIATAN

- menerima dan mencatat setiap dana 
kerjasama dan/atau hibah.

Laporan 
penerimaan

- memerintahkan kepada Pihak Bank untuk 
memindahbukukan seluruh/ sebagian dana 
kerja sama dari Rekening Dana Kelolaan ke 
Rekening BPP.

- Dalam hal dana kerja sama dimaksud tidak 
seluruhnya  (100%) dipindahbukukan ke 
Rekening BPP, Bendahara memerintahkan  
Pihak Bank untuk memindahbukukan 
sebagian dana dimaksud ke Rekening 
Bendahara Penerimaan. 

- menyusun dan melaporkan penerimaan 
kerjasama dan/atau hibah kepada Rektor.

- Menyampaikan ADK kepada Operator 
SAKPA.

LAPORAN
PENERIMAAN

LAPORAN DAN 
REKENING 

MENGELOM-POKAN 
JENIS  PENERIMAAN 

BERDASARKAN 
PRODI/JURUSAN

MENYUSUN DAN 
MENYAMPAIKAN 

LAPORAN 
PENERIMAAN

SERVER

LAPORAN
PENERIMAAN

LAPORAN
PENERIMAAN

ADK

END

"SOP Pengelolaan Keuangan BLU Untirta 2014"  2



PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS MASUK -  SOP PENERIMAAN BLU dari SP2D RM 

BEND. PENGEL PPK PPSPM

3

a

-

b SPBy

-

-

-

-

-

-

-

b

-

-

Menolak tagihan yang diajukan Bendahara 
Pengeluaran, apabila tagihan tersebut belum 
benar dan belum lengkap.

Menerbitkan SPP, apabila tagihan tersebut 
sudah benar an lengkap.

SPP dan dokumen pendukungnya 
disampaikan kepada Pejabat 
Penandatangan SPM (PPSPM).

Menguji kebenaran materiil dan keabsahan 
surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada 
negara.

PPSPM

Menerima SPP dan dokumen pendukungnya 
dari PPK.

Melakukan pemeriksaan dan pengujian 
keabsahan SPP beserta dokumen 
pendukungnya.

No. 
URUT

KEGIATAN SATUAN KERJA KPPN

BENDAHARA PENGELUARAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

MEKANISME PENERIMAAN APBN-RM

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

BANK OPERASIONAL

Menerima bukti-bukti pengeluaran dari 
Bendahara Pengeluaran sebagai dasar 
pembuatan SPP GUP.

Menyampaikan bukti pengeluaran kepada 
PPK sebagai bahan untuk pembuatan SPP 
GUP/GUP Nihil.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Menyusun jadwal waktu pelaksanaan 
kegiatan termasuk rencana penarikan 
dananya.
Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP 
sebagai dasar pembuatan SPP UP/TUP.

SPP

SPP

Menyusun jadwal 
kegiatan, kebutuhan 
UP/TUP, dan  bukti-
bukti pengeluaran

START

Bukti-bukti 
pengeluaran

Bukti-bukti 
pengeluaran

Menguji bukti-
bukti 

pengeluaran
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BEND. PENGEL PPK PPSPM
No. 

URUT
KEGIATAN SATUAN KERJA KPPN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

BANK OPERASIONAL

-

-

-

c

-

-

-

-

-

d

-

 
-

-

Melakukan pengecekan nomor rekening dan 
nama yang tertera di SP2D sama dengan 
nomor rekening dan nama yang ada di Bank.

Mengembalikan SP2D, apabila terdapat 
kesalahan dan ketidaka cocokan nomor 
rekening dan nama.

Melakukan penelitian dan pengujian 
kebenaran SPM.

Menolak SPM tersebut, apabila terdapat 
kesalahan dan/atau belum lengkap 
dokumen pendukungnya.

Menerbitkan dan menandatangani SP2D, 
apabila SPM dan dokumen pendukungnya 
sudah benar dan lengkap.

BANK OPERASIONAL

Menyampaikan SP2D kepada Bank 
Operasional dan KPA.

Melakukan verifikasi / penelitian terhadap 
keabsahan tanda tangan yang tertera pada 
SP2D dan Rekap SP2D dengan specimen 
tanda tangan yang ada di Bank.

SPM dan doukumen pendukungnya 
disampaikan kepada Kepala KPPN.

Menerima SPM dan dokumen 
pendukungnya dari Rektor selaku KPA.

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA (KPPN)

Menerbitkan dan menandatangani SPM, 
apabila SPP dan dokumen pendukungnya 
sudah benar dan lengkap.

Menolak SPP tersebut, apabila terdapat 
kesalahan dan/atau belum lengkap 
dokumen pendukungnya.

Verifikasi

SPM

SPM

Verifikasi

SP2D

SP2D

Verifikasi

Memindah bukukan 
sejumlah uang sebesar 
yang tercantum dalam 
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BEND. PENGEL PPK PPSPM
No. 

URUT
KEGIATAN SATUAN KERJA KPPN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

BANK OPERASIONAL

- Mencairkan/memindahbukukan sejumlah 
uang yang tertera di SP2D kepada rekening 
yang tertera di SP2D.

yang tercantum dalam 
SP2D

SEJUMLAH 
UANGSEJUMLAH 

UANG

Mencatat
dalam BKU

END
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) ARUS KAS KELUAR 

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan keuangan kas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. 

III. DEFINISI 1. Arus Kas Keluar adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yan memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan angaran pada kemeterian negara yang bersangkutan. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan an/atau transaksi yang dapat mengakibatkan pengeluranan atas beban APBN. 4. Pejabat Penanda Tangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pegujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 5. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jwabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
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6. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada unit kerjanya 7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.  8. Nota Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut NPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara c.q. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBN-RM  sebagaimana yang tercantum dalam DIPA. 10. Nota Perintah Membayar yang selanjutnya disebut NPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari pendapatan BLU  sebagaimana yang tercantum dalam DIPA. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 12. Uang Persediaan yan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja/unit kerja atau membiayai pengeluaran yan menurut sifat dan tujuannya tidak mungin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 13. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat/Nota Perintah Membayar (SPM/NPM) Langsung. 14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Penerima untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan. 15. Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GUP adalah pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan dan permintaan kembali pembayaran Uang Persediaan. 16. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Rektor selaku KPA atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari kas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam cek/giro. 17. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.    
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IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengelolaan arus kas keluar di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban arus kas keluar untuk dana yang bersumber dari PNBP-BLU melalui UP/TUP/GU/GUP dan LS, sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBN-RM melalui SPBy . 
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-2a1, SOP-2a2, SOP-2a3, SOP-2a4 dan SOP-2a5) 

VI. PENJELASAN  

A. MEKANISME PEMBAYARAN UP/GUP/TUP 1. PPK Unit Kerja a. UP/TUP 1) Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan RBA termasuk rencana penarikan dananya; 2) Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan NPP UP/TUP; 3) Mengajukan UP kepada KPA sebesar kebutuhan operasional dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. 4) PPK dapat mengajukan TUP kepada KPA dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. 5) Berdasarkan jadwal/rencana pelaksanaan kegiatan, PPK Unit Kerja menyusun NPP dengan disertai:  a) Rincian Rencana Pengguna TUP; dan b) Surat Pernyataan dari KPA  bahwa TUP: 
 digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama  1 (satu) bulan sejak tanggal NPM diterbitkan; dan 
 tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. 6) Mengajukan NPP UP/TUP yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada KPA cq CSO. b. GUP 1) Atas dasar belanja/pengeluaran yang berasal dari UP/TUP, PPK menerbitkan NPP-GUP untuk pengisian kembali UP. 2) Penerbitan NPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; 
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b) Bukti pengeluaran;  c) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan d) faktur pajak (jika ada) 3) Mengajukan NPP GUP yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada KPA cq CSO. 2. Customer Services Officer (CSO) a. Menerima NPP dari PPK Unit Kerja. b. Melakukan pemeriksaan dan pengujian NPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK  yaitu: 1) kelengkapan dokumen pendukung NPP; 2) kesesuaian penanda tangan NPP dengan spesimen tanda tangan PPK; 3) kebenaran pengisian format NPP; 4) kesesuaian kode BAS pada NPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada NPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada NPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak. c. Melakukan penilaian atas pengajuan NPP UP/TUP 1) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS; 2) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Rekening Rektor. d. Menolak dan mengembalikan NPP, apabila NPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. e. Meneruskan NPP dengan bukti pendukungnya kepada Operator NPM. 
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3. Operator NPM a. Operator NPM menerima NPP dengan bukti pendukungnya dari CSO. b. Operator NPM menguji  NPP dengan bukti pendukungnya. 1) Apabila terdapat kesalahan pembebanan anggaran, ketersediaan dana sesuai MP, dst., maka NPP tersebut dikembalikan ke CSO untuk dilakukan perbaikan. 2) Apabila semua persyaratannya sudah lengkap dan benar, maka Operator NPM menerbitkan NPM dengan bukti pendukungnya disampaikan kepada PP NPM beserta ADK, dan ADK NPM disampaikan kepada Operator SAKPA. 4. Pejabat Penandatangan SPM/NPM a. PP NPM menerima  NPM dan bukti pendukungnya dari operator NPM. b. PP NPM menandatangani NPM dan menerbitkan Rekap Penerbitan NPM Harian. Selanjutnya menyampaikannya kepada PPK Universitas dan Bendahara Pengeluaran. 5. Bendahara Pengeluaran a. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban PNBP BLU yang tercantum dalam NPM, dengan melakukan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam NPM; b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada NPM; c. Menguji persyaratan pencairan dana, yang meliputi: 1) Menguji NPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan; 2) Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui KPA; 3) Menguji NPM GUP meliputi batas minimal revolving dari UP yang dikelola; d. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam NPM dengan nilai pada SSP. e. Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM Harian, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Cek disertai Rekap Cek yang ditandatangani oleh PPK Universitas dan Bendahara Pengeluaran. f. Bendahara Pengeluaran menyampaikan Cek disertai Rekap Cek ke Bank Operasional. g. Menerima Rekap Cek yang telah dibubuhi bukti validasi dan Rekening Koran dari Bank. h. Atas dasar Rekening Koran, Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam BKU. 6. Bank Operasional a. Melakukan verifikasi / penelitian terhadap keabsahan tanda tangan yang tertera pada Cek dan Rekap Cek dengan specimen tanda tangan yang ada di Bank yang ditunjuk. 
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1) Apabila masih ditemukan ketidakcocokan tandatangan pada Cek dan Rekap Cek,  maka Cek dan Rekap Cek tersebut dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki dan selanjutnya diajukan kembali ke Bank yang ditunjuk. 2) Apabila semua tanda tangan pada Cek dan Rekap Cek telah cocok dan benar, maka petugas Bank yang ditunjuk memindahbukukan sejumlah dana sesuai dengan yang tertera pada Cek dan Rekap Cek ke rekening BPP pada Unit Kerja (UP, TUP, GUP dan LS untuk pegawai). b. Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek setelah dibubuhi bukti validasi beserta Rekening Koran kepada Bendahara Pengeluaran. 
B. MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) KEPADA PEGAWAI 1. Penerima hak  Mengajukan tagihan kepada PPK atas Surat Keputusan/Surat Tugas berdasarkan bukti-bukti yang syah untuk memperoleh pembayaran. a. Surat Keputusan b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas c. Daftar penerima pembayaran; dan/atau  d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. 2. PPK Unit Kerja a. Menerima tagihan/invoice dari penerima hak yang disertai bukti-bukti yang syah; b. Atas dasar tagihan tersebut PPK melakukan pengujian atas: 1) Untuk pembayaran honorarium dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi: a) SK yg terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; b) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling seddikit nama orang, besaran honorarium, an nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditanatangi oleh KPA/PPK dan benaharan Pengeluaran; c) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran 2) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas  a) Daftar nominatif perjalanan dinas yang ditanatangi oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat; dan b) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. c. Berdasarkan hasil pengujian tagihan dari penerima hak, PPK Unit Kerja menyusun dan mengajukan NPP kepada KPA c.q CSO. 
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3. Customer Services Officer (CSO) a. Menerima NPP dari PPK Unit Kerja. b. Melakukan verifikasi terhadap NPP yang diajukan PPK Unit Kerja. 1) kelengkapan dokumen pendukung NPP; 2) kesesuaian penanda tangan NPP dengan spesimen tanda tangan PPK; 3) kebenaran pengisian format NPP; 4) kesesuaian kode BAS pada NPP dengan DIPA/POK/Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Kerja; 5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada NPP dengan DIPA/POK/Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Kerja; 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas; 7) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada NPP sehubungan dengan surat keputusan/surat tugas; 8) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 9) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan c. Menolak dan mengembalikan NPP, apabila NPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. d. Meneruskan NPP dengan bukti pendukungnya kepada Operator NPM. 4. Operator NPM a. Operator NPM menerima NPP dengan bukti pendukungnya dari CSO. b. Operator NPM menguji  NPP dengan bukti pendukungnya. c. Apabila terdapat kesalahan pembebanan anggaran, ketersediaan dana sesuai MP, dst., maka NPP tersebut dikembalikan ke CSO untuk dilakukan perbaikan. d. Apabila semua persyaratannya sudah lengkap dan benar, maka Operator NPM menerbitkan NPM dengan bukti pendukungnya disampaikan kepada PP NPM beserta ADK, dan ADK NPM disampaikan kepada Operator SAKPA. 5. Pejabat Penandatangan SPM/NPM a. menerima  NPM dan bukti pendukungnya dari operator NPM. 
b. melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK  yaitu: 
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c. menandatangani NPM dan menerbitkan Rekap Penerbitan NPM Harian. Selanjutnya menyampaikannya kepada PPK Universitas dan Bendahara Pengeluaran. 6. Bendahara Pengeluaran a. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban PNBP BLU yang tercantum dalam NPM, dengan melakukan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam NPM; b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada NPM; c. Menguji persyaratan pencairan dana, yang meliputi kesesuaian jumlah uang pada daftar nominatif dengan jumlah uang yang tercantum dalam NPM: d. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam NPM dengan nilai pada SSP. e. Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM Harian, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Cek disertai Rekap Cek yang ditandatangani oleh PPK Universitas dan Bendahara Pengeluaran. f. Bendahara Pengeluaran menyampaikan Cek disertai Rekap Cek ke Bank Operasional. g. Menerima Rekap Cek yang telah dibubuhi bukti validasi dan Rekening Koran dari Bank. h. Atas dasar Rekening Koran, Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam BKU. 7. Bank Operasional a. Melakukan verifikasi / penelitian terhadap keabsahan tanda tangan yang tertera pada Cek dan Rekap Cek dengan specimen tanda tangan yang ada di Bank yang ditunjuk. 1) Apabila masih ditemukan ketidakcocokan tandatangan pada Cek dan Rekap Cek,  maka Cek dan Rekap Cek tersebut dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki dan selanjutnya diajukan kembali ke Bank yang ditunjuk. 2) Apabila semua tanda tangan pada Cek dan Rekap Cek telah cocok dan benar, maka petugas Bank yang ditunjuk memindahbukukan sejumlah dana sesuai dengan yang tertera pada Cek dan Rekap Cek ke rekening BPP pada Unit Kerja.  b. Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek setelah dibubuhi bukti validasi beserta Rekening Koran kepada Bendahara Pengeluaran. 
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C. MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA 1. PENERIMA HAK  Mengajukan tagihan kepada PPK atas perjanjian/kontrak berdasarkan bukti-bukti yang syah untuk memperoleh pembayaran berupa: a. Bukti perjanjian/kontrak b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan f. Berita Acara Pembayaran g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. PPK Unit Kerja. a. Menerima tagihan/invoice dari pihak ketiga atas penyelesaian suatu pekerjaan berasarkan SPK b. Meneliti surat tagihan/invoice tersebut berikut kelengkapan: 1) kelengkapan dokumen tagihan; 2) kebenaran perhitungan tagihan; 3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban PNBP - BLU; 4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 6) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak mengenai hak tagih kepada negara; dan 
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7) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; c. Apabila masih ditemukan kesalahan dan atau ketiak lengkapan persyaratan, maka surat tagihan/invoice tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga  untuk diperbaiki yang selanjutnya diajukan kembali. d. Apabila semua persyaratannya sudah lengkap dan benar, maka PPK menerbitkan NPP.   e. Menyampaikan NPP dan data dukungnya kepada KPA c.q CSO, dan ADK kepada Operator SAKPA. f. Adapun data dukung NPP LS adalah sebagai berikut: 1) Bukti perjanjian/kontrak 2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan 6) Berita Acara Pembayaran 7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau 10) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. 3. CSO a. Melakukan verifikasi terhadap NPP yang diajukan unit kerja 1) kelengkapan dokumen pendukung NPP; 2) kesesuaian penanda tangan NPP dengan spesimen tanda tangan PPK; 3) kebenaran pengisian format NPP; 4) kesesuaian kode BAS pada NPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 
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5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada NPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada NPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak. b. Mengembalikan NPP dan dokumen pendukungnya ke Unit kerja terkait, apabila NPP dan dokumen pendukungnya terdapat kesalahan dan belum lengkap. c. Menyampaikan NPP dan bukti pendukungnya kepada Operator NPM, apabila semua persyaratannya sudah lengkap dan benar. 4. Operator NPM a. Operator NPM menerima NPP dengan bukti pendukungnya dari CSO. b. Operator NPM menguji  NPP dengan bukti pendukungnya. c. Mengembalikan NPP dan dokumen pendukungnya ke CSO, apabila NPP dan dokumen pendukungnya terdapat kesalahan dan belum lengkap. d. Menerbitkan NPM,  apabila semua persyaratannya sudah lengkap dan benar. e. Menyampaikan NPM dan dokumen pendukungnya kepaa PP SPM, dan ADK NPM kepada Operator SAKPA.   5. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) a. Menerima  NPM dan bukti pendukungnya dari operator SPM. b. Menandatangani NPM dan menerbitkan Rekap Penerbitan NPM Harian.  c. Selanjutnya menyampaikan NPM dan Rekap Penerbitan NPM Harian kepada PPK Universitas dan Bendahara Pengeluaran. 6. Bendahara Pengeluaran a. Menerima NPM dan Rekap Penerbitan NPM Harian berikut data pendukungnya. b. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban PNBP BLU yang tercantum dalam NPM, dengan melakukan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam NPM; 
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c. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada NPM; d. Menguji persyaratan pencairan dana, yang meliputi kesesuaian data perjanjian/ kontrak pada NPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam kartu pengawasan; e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam NPM dengan nilai pada SSP. f. Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM Harian, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Cek disertai Rekap Cek yang ditandatangani oleh PPK Universitas dan Bendahara Pengeluaran. g. Menyampaikan Cek disertai Rekap Cek ke Bank. h. Menerima Rekap Cek yang telah dibubuhi bukti validasi dan Rekening Koran dari Bank. i. Atas dasar Rekening Koran, Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam BKU. 7. Bank Operasional a. Menerima Cek dan Rekap Cek. b. Melakukan verifikasi / penelitian terhadap keabsahan tanda tangan yang tertera pada Cek dan Rekap Cek dengan specimen tanda tangan yang ada di Bank yang ditunjuk. c. Apabila masih ditemukan ketidakcocokan tandatangan pada Cek dan Rekap Cek,  maka Cek dan Rekap Cek tersebut dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki dan selanjutnya diajukan kembali ke Bank yang ditunjuk. d. Apabila semua tanda tangan pada Cek dan Rekap Cek telah cocok dan benar, maka petugas Bank yang ditunjuk memindahbukukan sejumlah dana sesuai dengan yang tertera pada Cek dan Rekap Cek ke rekening BPP pada Unit Kerja (UP, TUP, GUP dan LS untuk pegawai). e. Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek setelah dibubuhi bukti validasi beserta Rekening Koran kepada Bendahara Pengeluaran.  
D.  MEKANISME PEMBAYARAN MELALUI SPBy 1. PENERIMA HAK  Mengajukan tagihan/invoice kepada KPA cq PPK atas suatu transaksi/perjanjian/kontrak berdasarkan bukti-bukti pengeluaran berupa: a. Untuk pembayaran berdasarkan Uang Persediaan, berupa: 1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK berupa faktur pajak, dan SSP; dan 2) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.  
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b. Untuk pembayaran berdasarkan uang muka kerja, berupa: 1) Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 2) Rincian kebutuhan dana; dan 3) Batas waktu pertanggung jawaban penggunaan uang muka kerja; dari penerima uang muka kerja. 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) a. Menerima invoice dari penerima hak atas pembayaran suatu tansaksi; b. Melakukan pengujian terhadap invoice bukti-bukti pengeluaran; c. Apabila terdapat kesalahan pada bukti-bukti pengeluaran, maka penerima hak harus memperbaiki dan/atau melengkapi bukti-bukti pengeluaran tersebut; d. Apabila invoice dan bukti pengeluaran sudah benar dan lengkap, maka PPK menerbitkan SPBy; e. SPBy disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.      3. BENDAHARA PENGELUARAN a. Menerima SPBy yang sudah ditanda tangani oleh PPK atas nama KPA; b. Melakukan pengujian atas SPBy yang meliputi: 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 2) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pemebayaran; b) Nilai tagihan yang harus dibayar; c) Jadwal waktu pembayaran; dan d) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 3) Pemeriksaan kesamaan pencapaian keluaran atau specifikasi teknis yang disebutkan alam penerimaan barang/jasa dan specifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan 4) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata angaran peneluaran (akun 6 digit). c. Menolak melakukan pembayaran, apabila SPBy dan bukti-bukti pendukungnya masih terdapat kesalahan dan belum lengkap; d. Melakukan pembayaran atas SPBy yang suah benar dan lengkap;    e. Melakukan pungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke Kas Negara; f. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP; 
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g. BP selanjutnya menyampaikan bukti pengeluaran kepaa PPK sebagai bahan untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil.   
E. MEKANISME PEMBAYARAN LS APBN-RM  1. Penyedia Barang/Jasa Mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan, disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/ pendukung. a. Penyedia barang/jasa mengajukan tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. Misalnya setelah dilakukan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas penyelesaian suatu pekerjaan. b. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara, penerima hak belum mengajukan surat tagihan, PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan. c. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian surat pemberitahuan dari PPK, penerima hak belum mengajukan tagihan, penerima hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut. d. Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tidak lengkap dan benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/ pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) kerja setelah diterimanya surat tagihan.  2. Wakil Rektor II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Atas dasar tagihan dan bukti-bukti pengeluaran/pendukung, PPK melakukan pengujian dan penelitian materil dan formal tagihan, meliputi:  1) kelengkapan dokumen tagihan; 2) kebenaran perhitungan tagihan; 3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; 4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 6) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara; dan 7) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. 
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b. Apabila tidak memenuhi syarat, dokumen bukti-bukti pendukung dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa. c. Apabila memenuhi syarat, PPK  menerbitkan SPP-LS  beserta bukti pendukung atau bukti-bukti yang sah. 1) bukti pendukung atau bukti-bukti yang sah atas pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak meliputi: a) Bukti perjanjian/kontrak; b) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; f) Berita Acara Pembayaran; g) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK,  h) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau  j) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. 2) bukti pendukung atau bukti-bukti yang sah atas pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan/ surat tugas meliputi: a) Surat Keputusan; b) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; c) Daftar Penerima Pembayaran; dan/atau d) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. d. SPP-LS beserta bukti pendukung atau bukti-bukti yang sah disampaikan kepada PPSPM. 3. Pejabat Penanda Tangan SPM (PP SPM) a. Menerima SPP-LS beserta bukti pendukung dari PPK. b. PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan bukti pendukung, meliputi: 
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1) kelengkapan dokumen tagihan; 2) kebenaran perhitungan tagihan; 3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; 4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 6) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara;  7) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. dan 8) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. c. Apabila SPP-GUP dan bukti Pendukung tidak memenuhi syarat, PPSPM mengembalikan SPP-LS. d. Apabila SPP-GUP dan bukti Pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM-LS.   oooOooo 



PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN UP/TUP/GUP PNBP 

UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

1 MEKANISME PEMBAYARAN UP/TUP/GUP PNBP

a. NPP

-

-

-

b. 

-

-

NPM

-

-

c. NPM

-

-

-

SATUAN KERJA
No. 

Urut

Menyusun jadwal waktu pelaksanaan 
kegiatan berdasarkan RBA termasuk 
rencana penarikan dananya.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan 
kegiatan, PPK Unit Kerja menyusun dan 
mengajukan NPP kepada KPA c.q CSO.

CSO

UNIT KERJA

KEGIATAN
OUTTPUT 

DOKUMEN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN

Melakukan pemeriksaan dan pengujian 
NPP beserta dokumen pendukung, dan 
penilaian atas pengajuan NPP UP/TUP.

OPERATOR NPM

Menyusun perhitungan kebutuhan 
UP/TUP.

Menolak dan mengembalikan NPP, 
apabila NPP tidak memenuhi 
persyaratan untuk dibayarkan.

Meneruskan NPP dengan bukti 
pendukungnya kepada Operator NPM, 
apabila NPP sudah benar dan lengkap.

Menerima NPP beserta dokumen 
pendukungnya dari PPK Unit Kerja.

Menerima NPP dengan bukti 
pendukungnya dari CSO.

BANK YANG 
DITUNJUK

Menguji  kebenaran dan keabsahan NPP 
dengan bukti pendukungnya.

Menolak dan mengembalikan NPP, 
apabila NPP tidak memenuhi 
persyaratan untuk dibayarkan.

CETAK NPM 

Menyusun jadwal Rencana 
Kegiatan serta rencana 

penarikan dana

NPP

Jadwal Rencana Kegiatan 
dan penarikan dana

Verifikasi NPP

NPP

NPP

NPP

Verifikasi NPP

START
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UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

SATUAN KERJA
No. 

Urut
KEGIATAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

BANK YANG 
DITUNJUK

-

d.
Rekap NPM 
Harian

-

-

-

e. CEK/GIRO

-

-

-

f.
Rekening 

Koran
-

BENDAHARA PENGELUARAN

BANK OPERASIONAL

Meneruskan NPP dengan bukti 
pendukungnya kepada Operator NPM, 
apabila NPP sudah benar dan lengkap.

Menerima  NPM dan bukti 
pendukungnya dari operator NPM

PP SPM

Melakukan pengujian NPM.

Menerima cek dan rekap cek.

Menandatangani NPM dan menerbitkan  
Rekap Penerbitan NPM Harian. 
Selanjutnya menyampaikannya kepada 
PPK Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Melakukan pemeriksaan materiil dan 
pengujian NPM beserta dokumen 
pendukungnya.
Menolak dan mengembalikan NPP, 
apabila NPM tidak memenuhi 
persyaratan untuk dibayarkan.

Menerbitkan Cek disertai Rekap Cek 
yang ditandatangani oleh PPK 
Universitas dan Bendahara Pengeluaran.

Menerima Rekap Penerbitan NPM 
Harian.

Menyampaikan Cek disertai Rekap Cek 
ke Bank.

Menerima Rekap Cek yang telah 
dibubuhi bukti validasi dan Rekening 
Koran dari Bank.

Atas dasar Rekening Koran, Bendahara 
Pengeluaran mencatat ke dalam BKU.

CETAK NPM 

NPM

NPM

SERVER

ADK

Menandatangani 
NPM dan 

menerbitkan Rekap 
BPM

REKAP 
PENERBITAN 

REKAP 
PENERBITAN 

NPM

MENERBITKAN 
CEK DAN REKAP

CEK

Verifikasi NPM

Verifikasi
Rekap 
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UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

SATUAN KERJA
No. 

Urut
KEGIATAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

BANK YANG 
DITUNJUK

-

-

-

Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek 
setelah dibubuhi bukti validasi beserta 
Rekening Koran kepada Bendahara 
Pengeluaran.

melakukan verifikasi / penelitian 
terhadap keabsahan tanda tangan yang 
tertera pada Cek dan Rekap Cek dengan 
specimen tanda tangan yang ada di Bank 
yang ditunjuk.

Apabila masih ditemukan 
ketidakcocokan tandatangan pada Cek 
dan Rekap Cek,  maka Cek dan Rekap Cek 
tersebut dikembalikan ke Bendahara 
Pengeluaran untuk diperbaiki dan 
selanjutnya diajukan kembali ke Bank 
yang ditunjuk.

Apabila semua tanda tangan pada Cek 
dan Rekap Cek telah cocok dan benar, 
maka petugas Bank yang ditunjuk 
memindahbukukan sejumlah dana 
sesuai dengan yang tertera pada Cek dan 
Rekap Cek ke rekening BPP pada Unit 
Kerja (UP, TUP, GUP dan LS untuk 
pegawai).

Memindahbuku
kan sejumlah 

dana ke 

CEK DAN    
REKAP CEK

CEK DAN    
REKAP CEK

Verifikasi
Cek dan 

SEJUMLAH
DANA

SEJUMLAH
DANA

Mengembalikan 
Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

END

Mencatat dalam 
BKU

Mencatat 
dalam BKU
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN LS PEGAWAI

BPP UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

2 MEKANISME PEMBAYARAN LS PEGAWAI
a. NPP

-

-

b. 

NPM

- Apabila masih ditemukan kesalahan 
misal pembebanan anggarannya, 
ketersediaan dananya sesuai MP, 
dst., maka NPP tersebut 
dikembalikan ke PPK Unit Kerja untuk 
dilakukan perbaikan. Selanjutnya 
NPP hasil perbaikan diajukan ke CSO.

- Apabila semua persyaratannya sudah 
lengkap dan benar, maka CSO 
menyampaikan NPP dengan bukti 
pendukung kepada Operator NPM. 

c. NPM

-

-

OPERATOR NPM

Operator NPM menerima NPP dengan 
bukti pendukungnya dari CSO.

Operator NPM menguji  NPP dengan 
bukti pendukungnya.

BPP menerima surat keputusan, surat 
tugas atau surat perintah kerja lainnya 
melalui penerbitan Nota Perintah 
Pembayaran dari PPK 
Berdasarkan surat keputusan, surat 
tugas atau surat perintah kerja lainnya, 
BPP Unit Kerja menyusun dan 
mengajukan NPP kepada KPA c.q CSO.

CUSTOMER SERVICES OFFICER (CSO)

Melakukan verifikasi terhadap NPP yang 
diajukan PPK Unit Kerja.

UNIT KERJA

No. 
Urut

KEGIATAN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOK

BANK YANG 
DITUNJUK

SATUAN KERJA

Menerima SK, ST, dan 
atau SPK lainnya

NPP

Verifikasi

NPP

NPP

NPP

Verifikasi

START
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BPP UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

No. 
Urut

KEGIATAN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOK

BANK YANG 
DITUNJUK

SATUAN KERJA

- Apabila terdapat kesalahan 
pembebanan anggaran, ketersediaan 
dana sesuai MP, dst., maka NPP 
tersebut dikembalikan ke CSO untuk 
dilakukan perbaikan.

- Apabila semua persyaratannya sudah 
lengkap dan benar, maka Operator 
NPM menerbitkan NPM dengan bukti 
pendukungnya disampaikan kepada 
PP SPM, dan ADK NPM disampaikan 
kepada Operator SAKPA.

d.
Rekap NPM 
Harian

-

-

e. CEK/GIRO

-

-

-

-

f.
Rekening 

Koran

PP SPM menerima  NPM dan bukti 
pendukungnya dari operator NPM

PP SPM menandatangani NPM dan 
menerbitkan  Rekap Penerbitan NPM 
Harian. Selanjutnya menyampaikannya 
kepada PPK Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM 
Harian, Bendahara Pengeluaran 
menerbitkan Cek disertai Rekap Cek 
yang ditandatangani oleh PPK 
Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan 
Cek disertai Rekap Cek ke Bank.

PP SPM

Menerima Rekap Cek yang telah 
dibubuhi bukti validasi dan Rekening 
Koran dari Bank.

Atas dasar Rekening Koran, Bendahara 
Pengeluaran mencatat ke dalam BKU.

BENDAHARA PENGELUARAN

BANK OPERASIONAL

CETAK NPM 

CEK DAN    
REKAP CEK

NPM

NPM

SERVER

ADK

MENANDATANG
ANI NPM DAN 
MENERBITKAN 

REKAP 
PENERBITAN 

NPM

REKAP 
PENERBITAN 

NPM

MENERBITKAN 
CEK DAN REKAP

CEK
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BPP UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

No. 
Urut

KEGIATAN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOK

BANK YANG 
DITUNJUK

SATUAN KERJA

-

- Apabila masih ditemukan 
ketidakcocokan tandatangan pada 
Cek dan Rekap Cek,  maka Cek dan 
Rekap Cek tersebut dikembalikan ke 
Bendahara Pengeluaran untuk 
diperbaiki dan selanjutnya diajukan 
kembali ke Bank yang ditunjuk.

- Apabila semua tanda tangan pada 
Cek dan Rekap Cek telah cocok dan 
benar, maka petugas Bank yang 
ditunjuk memindahbukukan 
sejumlah dana sesuai dengan yang 
tertera pada Cek dan Rekap Cek ke 
rekening BPP pada Unit Kerja.

- Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek 
setelah dibubuhi bukti validasi beserta 
Rekening Koran kepada Bendahara 
Pengeluaran.

melakukan verifikasi / penelitian 
terhadap keabsahan tanda tangan yang 
tertera pada Cek dan Rekap Cek dengan 
specimen tanda tangan yang ada di 
Bank yang ditunjuk.

Memindahbukuk
an sejumlah 

dana ke 

CEK DAN    
REKAP CEK

Verifikasi
Cek dan 

SEJUMLAH
DANA

SEJUMLAH
DANA

Mengembalikan 
Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Mencatat 
dalam BKU

END

Mencatat 
dalam BKU
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN LS PENYEDIA JASA

UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM BEND. OPRS OPR. SAKPA

3 MEKANISME PEMBAYARAN LS PENYEDIA BARANG/JASA Tagihan/ 
Invoice

a.

b. NPP

-

-

-

-

c. NPM
-

-

-

-

d.

-

WAKTU YG 
Dibutuhkan

PENERIMA HAK

Mengembalikan NPP, apabila NPP dan 
dokumen pendukungnya belum benar 
dan/atau tidak lengkap.
Menyampaikan NPP dan dokumen 
pendukungnya kepada Operator SPM, 
apabila NPP dan dokumen 
pendukungnya sudah benar dan 
lengkap.

BANK OPERASIPENERIMA HAK
SATUAN KERJA OUTPUT 

DOK

PPK UNIT KERJA

mengajukan tagihan disertai dokumen 
pendukungnya atas penyelesaian suatu 
pekerjaan berdasarkan Surat Perintah 
Kerja (SPK) kepada PPK pada Unit Kerja.

Melakukan verifikasi terhadap NPP dan 
data pendukungnya.

OPERATOR NPM

Menerima NPP dengan bukti 
pendukungnya dari CSO.

Menerima dan menata usahakan NPP 
dari unit kerja. 

No. 
Urut

KEGIATAN

Menerima tagihan/invoice dari pihak 
ketiga atas penyelesaian suatu 
pekerjaan berasarkan SPK
Meneliti surat tagihan/invoice tersebut 
berikut kelengkapannya

CSO

Mengembalikan surat tagihan / invoice 
tersebut kepada pihak ketiga, apabila 
masih ditemukan kesalahan dan atau 
ketidak lengkapan dokumen 
pendukukungnya.
Menerbitkan NPP, apabila semua 
persyaratannya sudah lengkap dan 
benar untuk selanjutnya disampaikan 
kepada KPA c.q CSO.

NPP

NPP

SPK

Penyelesaian 
Suatu Pekerjaan

Menyusun laporan 
atas penyelesaian 
Suatu Pekerjaan

Tagihan/Invoice 
beserta dokumen 

pendukungnya
Tagihan/Invoice 

beserta dokumen 
pendukungnya

NPP NPP

START

Verifikasi 
atas  Tagihan 

Verifikasi 
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UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM BEND. OPRS OPR. SAKPA
WAKTU YG 
Dibutuhkan

BANK OPERASIPENERIMA HAK
SATUAN KERJA OUTPUT 

DOK
No. 

Urut
KEGIATAN

-

-

-

-

e.

-

-

c. CEK/GIRO

-

d. Pemindah 
bukuan

-

Bendahara Pengeluaran menyampaikan 
Cek disertai Rekap Cek ke Bank.

Menerima Rekap Cek yang telah 
dibubuhi bukti validasi dan Rekening 
Koran dari Bank.

Atas dasar Rekening Koran, Bendahara 
Pengeluaran mencatat ke dalam BKU.

Mengembalikan NPP, apabila NPP dan 
dokumen pendukungnya belum benar 
dan/atau tidak lengkap.

Menerbitkan NPM, apabia NPP dan 
dokumen pendukungnya sudah benar 
dan lengkap. 

NPM dan bukti pendukungnya 
disampaikan kepada PP SPM, dan ADK 
NPM disampaikan kepada Operator 
SAKPA.

melakukan verifikasi / penelitian 
terhadap keabsahan tanda tangan yang 
tertera pada Cek/Giro dengan specimen 
tanda tangan yang ada di Bank 
Operasional

BENDAHARA PENGELUARAN

BANK OPERASIONAL

Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM 
Harian, Bendahara Pengeluaran 
menerbitkan Cek disertai Rekap Cek 
yang ditandatangani oleh PPK 
Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Menguji  NPP dengan bukti 
pendukungnya.

PP SPM

PP SPM menerima  NPM dan bukti 
pendukungnya dari operator NPM

PP SPM menandatangani NPM dan 
menerbitkan  Rekap Penerbitan NPM 
Harian. Selanjutnya menyampaikannya 
kepada PPK Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

NPM

NPM

ADK

SERVER

NPP NPP

Verifikas

CETAK 

MENANDATANGAN
I NPM DAN 

MENERBITKAN 

REKAP 
PENERBITAN 

CEK DAN 
REKAP CEK

REKAP 
PENERBITAN 

MENERBITKAN 
CEK DAN REKAP

CEK DAN 
REKAP CEK
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UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM BEND. OPRS OPR. SAKPA
WAKTU YG 
Dibutuhkan

BANK OPERASIPENERIMA HAK
SATUAN KERJA OUTPUT 

DOK
No. 

Urut
KEGIATAN

-

- Apabila semua tandatangan pada 
cek/giro suah cocok dan benar, maka 
petugas Bank Operasional memindah 
bukukan sejumlah uang sesuai 
dengan yang tertera pada cek/giro 
kepada rekening pihak ketiga

Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek 
setelah dibubuhi bukti validasi beserta 
Rekening Koran kepada Bendahara 
Pengeluaran.

Apabila masih ditemukan ketidak 
cocokan tandatangan pada cek/giro,  
maka cek/giro tersebut dikembalikan ke 
Bendahara Operasional untuk 
diperbaiki dan selanjutnya diajukan 
kembali ke Bank Operasional.

Verifikasi Cek 
dan Rekap Cek

Memindahbukukan 
sejumlah dana ke Rek. 

SEJUMLAH
DANA

Mengembalikan Rekap 
Cek yang divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek 
yang 

divalidasi dan 

SEJUMLAH
DANA

END

Mencatat 
dalam BKU
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN DENGAN SPBy

PENERIMA HAK PPK BP/BPP

4 MEKANISME PEMBAYARAN MELALUI SPBy Tagihan/ Invoice

a.

b. SPBy

-

-

-

-

c. Uang
-

-

-

-

Menerima SPBy yang sudah ditanda 
tangani oleh PPK atas nama KPA

PENERIMA HAK

Mengajukan tagihan/invoice  atas suatu 
transaksi/perjanjian/kontrak berdasarkan 
bukti-bukti pengeluaran kepada KPA cq 
PPK.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Menerima tagihan/invoice suatu transaksi 
pengeluaran

Meneliti tagihan/invoice tersebut dan 
bukti-bukti pengeluaran.

BENDAHARA PENGEKUARAN/BPP

Apabila terdapat kesalahan dan atau 
ketidak lengkapan persyaratan, maka 
tagihan/invoice  tersebut dikembalikan 
kepada pihak ketiga  untuk diperbaiki 
yang selanjutnya diajukan kembali.

Apabila semua persyaratannya sudah 
lengkap dan benar, maka PPK 
menerbitkan SPBy dan disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.

Melakukan pengujian atas SPBy dan bukti-
bukti pengeluarannya.

Menolak melakukan pembayaran, apabila 
SPBy dan bukti-bukti pendukungnya 
masih terdapat kesalahan dan belum 
lengkap.

Melakukan pembayaran atas SPBy yang 
suah benar dan lengkap.

UNIT / PEJABATNo. 
Urut

KEGIATAN WAKTU YG 
Dibutuhkan

OUTPUT DOK

Verifikasi atas  
Tagihan/Invoice beserta
dokumen pendukungnya

SPBy

Tagihan/Invoice 
beserta dokumen 

Tagihan/Invoice 
beserta dokumen 

Verifikasi SPBy

START

SPBy

Pembayaran dan "SOP Pengelolaan Keuangan BLU Untirta 2014"  38



PENERIMA HAK PPK BP/BPP
UNIT / PEJABATNo. 

Urut
KEGIATAN WAKTU YG 

Dibutuhkan
OUTPUT DOK

-

-

Melakukan pungutan/pemotongan 
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam 
SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke 
Kas Negara.

 BP selanjutnya menyampaikan bukti 
pengeluaran kepada PPK sebagai bahan 
untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil

Atas dasar SPBy yang telah dibayarkan, 
Bendahara Pengeluaran mencatat ke 
dalam BKU.

Pembayaran dan 
pemungutan/pemotongan 

pajak/bukan pajak

Mencatat dalam 
BKU

Bukti 
Pengeluaran

Bukti 
Pengeluaran

END
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN LS - RUPIAH MURNI

PENYEDIA 
BARANG/JASA

PPK PP SPM

5 PEMBAYARAN TAGIHAN DENGAN MEKANISME LS-RM

a. 

-

b.

-

- kelengkapan dokumen tagihan

- kebenaran perhitungan tagihan

- kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pembayaran atas beban APBN

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam 
perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang 
diserahkan oleh penyedia barang/jasa

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada 
dokumen serah terima barang/jasa dengan 
dokumen perjanjian/kontrak

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen 
perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada 
negara; dan

PENYEDIA BARANG/JASA

Mengajukan tagihan atas penyelesaian Pekerjaan, 
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/ pendukung.

WAKIL REKTOR II selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK)

Atas dasar tagihan dan bukti-bukti 
pengeluaran/pendukung, PPK melakukan pengujian 
dan penelitian materil dan formal tagihan, meliputi:

No. 
URUT

KEGIATAN
UNIT / PEJABAT WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT 

DOKUMEN

Mulai

Bukti-Bukti 
Tagihan 

Pengujian

Ya

tidak

Bukti-Bukti 

Tagihan 
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PENYEDIA 
BARANG/JASA

PPK PP SPM
No. 

URUT
KEGIATAN

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMEN

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen 
perjanjian/kontrak

-

-

-

c. 

-

-

- kelengkapan dokumen tagihan

- kebenaran perhitungan tagihan

- kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pembayaran atas beban APBN

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam 
perjanjian/kontrak dengan barang/ jasa yang 
diserahkan oleh penyedia barang/ jasa.

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada 
dokumen serah terima barang/jasa dengan 
dokumen perjanjian/kontrak.

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/ 
kontrak mengenai hak tagih kepada negara.

Apabila memenuhi syarat, PPK  menerbitkan SPP-LS  
beserta bukti pendukung.

SPP-LS beserta bukti pendukung disampaikan kepada 
PPSPM.

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM (PP SPM)

Menerima SPP-LS beserta bukti pendukung dari PPK

PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan bukti 
pendukung, meliputi:

Apabila tidak memenuhi syarat, dokumen bukti-bukti 
pendukung dikembalikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa.

Pengujian

Ya

tidak

Bukti-Bukti 
SPP LS

Bukti-Bukti 
SPP LS
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PENYEDIA 
BARANG/JASA

PPK PP SPM
No. 

URUT
KEGIATAN

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMEN

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen 
perjanjian/kontrak.

- ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan 
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

-

-

Apabila SPP-GUP dan bukti Pendukung tidak 
memenuhi syarat, PPSPM mengembalikan SPP-LS.

Apabila SPP-GUP dan bukti Pendukung memenuhi 
syarat, PPSPM menerbitkan SPM-LS.

Bukti-Bukti 
SPM LS

"SOP Pengelolaan Keuangan BLU Untirta 2014"  42



PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN LS PEGAWAI

BPP UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

2 MEKANISME PEMBAYARAN LS PEGAWAI
a. NPP

-

-

b. 

NPM

- Apabila masih ditemukan kesalahan 
misal pembebanan anggarannya, 
ketersediaan dananya sesuai MP, 
dst., maka NPP tersebut 
dikembalikan ke PPK Unit Kerja untuk 
dilakukan perbaikan. Selanjutnya 
NPP hasil perbaikan diajukan ke CSO.

- Apabila semua persyaratannya sudah 
lengkap dan benar, maka CSO 
menyampaikan NPP dengan bukti 
pendukung kepada Operator NPM. 

c. NPM

-

-

OPERATOR NPM

Operator NPM menerima NPP dengan 
bukti pendukungnya dari CSO.

Operator NPM menguji  NPP dengan 
bukti pendukungnya.

BPP menerima surat keputusan, surat 
tugas atau surat perintah kerja lainnya 
melalui penerbitan Nota Perintah 
Pembayaran dari PPK 
Berdasarkan surat keputusan, surat 
tugas atau surat perintah kerja lainnya, 
BPP Unit Kerja menyusun dan 
mengajukan NPP kepada KPA c.q CSO.

CUSTOMER SERVICES OFFICER (CSO)

Melakukan verifikasi terhadap NPP yang 
diajukan PPK Unit Kerja.

UNIT KERJA

No. 
Urut

KEGIATAN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOK

BANK YANG 
DITUNJUK

SATUAN KERJA

Menerima SK, ST, dan 
atau SPK lainnya

NPP

Verifikasi

NPP

NPP

NPP

Verifikasi

START
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BPP UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

No. 
Urut

KEGIATAN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOK

BANK YANG 
DITUNJUK

SATUAN KERJA

- Apabila terdapat kesalahan 
pembebanan anggaran, ketersediaan 
dana sesuai MP, dst., maka NPP 
tersebut dikembalikan ke CSO untuk 
dilakukan perbaikan.

- Apabila semua persyaratannya sudah 
lengkap dan benar, maka Operator 
NPM menerbitkan NPM dengan bukti 
pendukungnya disampaikan kepada 
PP SPM, dan ADK NPM disampaikan 
kepada Operator SAKPA.

d.
Rekap NPM 
Harian

-

-

e. CEK/GIRO

-

-

-

-

f.
Rekening 

Koran

PP SPM menerima  NPM dan bukti 
pendukungnya dari operator NPM

PP SPM menandatangani NPM dan 
menerbitkan  Rekap Penerbitan NPM 
Harian. Selanjutnya menyampaikannya 
kepada PPK Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM 
Harian, Bendahara Pengeluaran 
menerbitkan Cek disertai Rekap Cek 
yang ditandatangani oleh PPK 
Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan 
Cek disertai Rekap Cek ke Bank.

PP SPM

Menerima Rekap Cek yang telah 
dibubuhi bukti validasi dan Rekening 
Koran dari Bank.

Atas dasar Rekening Koran, Bendahara 
Pengeluaran mencatat ke dalam BKU.

BENDAHARA PENGELUARAN

BANK OPERASIONAL

CETAK NPM 

CEK DAN    
REKAP CEK

NPM

NPM

SERVER

ADK

MENANDATANG
ANI NPM DAN 
MENERBITKAN 

REKAP 
PENERBITAN 

NPM

REKAP 
PENERBITAN 

NPM

MENERBITKAN 
CEK DAN REKAP

CEK
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BPP UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM
BENDAHARA 

PENGELUARAN
OPR. SAKPA

No. 
Urut

KEGIATAN
WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT DOK

BANK YANG 
DITUNJUK

SATUAN KERJA

-

- Apabila masih ditemukan 
ketidakcocokan tandatangan pada 
Cek dan Rekap Cek,  maka Cek dan 
Rekap Cek tersebut dikembalikan ke 
Bendahara Pengeluaran untuk 
diperbaiki dan selanjutnya diajukan 
kembali ke Bank yang ditunjuk.

- Apabila semua tanda tangan pada 
Cek dan Rekap Cek telah cocok dan 
benar, maka petugas Bank yang 
ditunjuk memindahbukukan 
sejumlah dana sesuai dengan yang 
tertera pada Cek dan Rekap Cek ke 
rekening BPP pada Unit Kerja.

- Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek 
setelah dibubuhi bukti validasi beserta 
Rekening Koran kepada Bendahara 
Pengeluaran.

melakukan verifikasi / penelitian 
terhadap keabsahan tanda tangan yang 
tertera pada Cek dan Rekap Cek dengan 
specimen tanda tangan yang ada di 
Bank yang ditunjuk.

Memindahbukuk
an sejumlah 

dana ke 

CEK DAN    
REKAP CEK

Verifikasi
Cek dan 

SEJUMLAH
DANA

SEJUMLAH
DANA

Mengembalikan 
Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Mencatat 
dalam BKU

END

Mencatat 
dalam BKU
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN LS PENYEDIA JASA

UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM BEND. OPRS OPR. SAKPA

3 MEKANISME PEMBAYARAN LS PENYEDIA BARANG/JASA Tagihan/ 
Invoice

a.

b. NPP

-

-

-

-

c. NPM
-

-

-

-

d.

-

WAKTU YG 
Dibutuhkan

PENERIMA HAK

Mengembalikan NPP, apabila NPP dan 
dokumen pendukungnya belum benar 
dan/atau tidak lengkap.
Menyampaikan NPP dan dokumen 
pendukungnya kepada Operator SPM, 
apabila NPP dan dokumen 
pendukungnya sudah benar dan 
lengkap.

BANK OPERASIPENERIMA HAK
SATUAN KERJA OUTPUT 

DOK

PPK UNIT KERJA

mengajukan tagihan disertai dokumen 
pendukungnya atas penyelesaian suatu 
pekerjaan berdasarkan Surat Perintah 
Kerja (SPK) kepada PPK pada Unit Kerja.

Melakukan verifikasi terhadap NPP dan 
data pendukungnya.

OPERATOR NPM

Menerima NPP dengan bukti 
pendukungnya dari CSO.

Menerima dan menata usahakan NPP 
dari unit kerja. 

No. 
Urut

KEGIATAN

Menerima tagihan/invoice dari pihak 
ketiga atas penyelesaian suatu 
pekerjaan berasarkan SPK
Meneliti surat tagihan/invoice tersebut 
berikut kelengkapannya

CSO

Mengembalikan surat tagihan / invoice 
tersebut kepada pihak ketiga, apabila 
masih ditemukan kesalahan dan atau 
ketidak lengkapan dokumen 
pendukukungnya.
Menerbitkan NPP, apabila semua 
persyaratannya sudah lengkap dan 
benar untuk selanjutnya disampaikan 
kepada KPA c.q CSO.

NPP

NPP

SPK

Penyelesaian 
Suatu Pekerjaan

Menyusun laporan 
atas penyelesaian 
Suatu Pekerjaan

Tagihan/Invoice 
beserta dokumen 

pendukungnya
Tagihan/Invoice 

beserta dokumen 
pendukungnya

NPP NPP

START

Verifikasi 
atas  Tagihan 

Verifikasi 
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UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM BEND. OPRS OPR. SAKPA
WAKTU YG 
Dibutuhkan

BANK OPERASIPENERIMA HAK
SATUAN KERJA OUTPUT 

DOK
No. 

Urut
KEGIATAN

-

-

-

-

e.

-

-

c. CEK/GIRO

-

d. Pemindah 
bukuan

-

Bendahara Pengeluaran menyampaikan 
Cek disertai Rekap Cek ke Bank.

Menerima Rekap Cek yang telah 
dibubuhi bukti validasi dan Rekening 
Koran dari Bank.

Atas dasar Rekening Koran, Bendahara 
Pengeluaran mencatat ke dalam BKU.

Mengembalikan NPP, apabila NPP dan 
dokumen pendukungnya belum benar 
dan/atau tidak lengkap.

Menerbitkan NPM, apabia NPP dan 
dokumen pendukungnya sudah benar 
dan lengkap. 

NPM dan bukti pendukungnya 
disampaikan kepada PP SPM, dan ADK 
NPM disampaikan kepada Operator 
SAKPA.

melakukan verifikasi / penelitian 
terhadap keabsahan tanda tangan yang 
tertera pada Cek/Giro dengan specimen 
tanda tangan yang ada di Bank 
Operasional

BENDAHARA PENGELUARAN

BANK OPERASIONAL

Berdasarkan Rekap Penerbitan NPM 
Harian, Bendahara Pengeluaran 
menerbitkan Cek disertai Rekap Cek 
yang ditandatangani oleh PPK 
Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

Menguji  NPP dengan bukti 
pendukungnya.

PP SPM

PP SPM menerima  NPM dan bukti 
pendukungnya dari operator NPM

PP SPM menandatangani NPM dan 
menerbitkan  Rekap Penerbitan NPM 
Harian. Selanjutnya menyampaikannya 
kepada PPK Universitas dan Bendahara 
Pengeluaran.

NPM

NPM

ADK

SERVER

NPP NPP

Verifikas

CETAK 

MENANDATANGAN
I NPM DAN 

MENERBITKAN 

REKAP 
PENERBITAN 

CEK DAN 
REKAP CEK

REKAP 
PENERBITAN 

MENERBITKAN 
CEK DAN REKAP

CEK DAN 
REKAP CEK
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UNIT KERJA CSO OPERATOR NPM PP SPM BEND. OPRS OPR. SAKPA
WAKTU YG 
Dibutuhkan

BANK OPERASIPENERIMA HAK
SATUAN KERJA OUTPUT 

DOK
No. 

Urut
KEGIATAN

-

- Apabila semua tandatangan pada 
cek/giro suah cocok dan benar, maka 
petugas Bank Operasional memindah 
bukukan sejumlah uang sesuai 
dengan yang tertera pada cek/giro 
kepada rekening pihak ketiga

Pihak Bank mengembalikan Rekap Cek 
setelah dibubuhi bukti validasi beserta 
Rekening Koran kepada Bendahara 
Pengeluaran.

Apabila masih ditemukan ketidak 
cocokan tandatangan pada cek/giro,  
maka cek/giro tersebut dikembalikan ke 
Bendahara Operasional untuk 
diperbaiki dan selanjutnya diajukan 
kembali ke Bank Operasional.

Verifikasi Cek 
dan Rekap Cek

Memindahbukukan 
sejumlah dana ke Rek. 

SEJUMLAH
DANA

Mengembalikan Rekap 
Cek yang divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek yang 
divalidasi dan 

Rekening Koran

Rekap Cek 
yang 

divalidasi dan 

SEJUMLAH
DANA

END

Mencatat 
dalam BKU
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN DENGAN SPBy

PENERIMA HAK PPK BP/BPP

4 MEKANISME PEMBAYARAN MELALUI SPBy Tagihan/ Invoice

a.

b. SPBy

-

-

-

-

c. Uang
-

-

-

-

Menerima SPBy yang sudah ditanda 
tangani oleh PPK atas nama KPA

PENERIMA HAK

Mengajukan tagihan/invoice  atas suatu 
transaksi/perjanjian/kontrak berdasarkan 
bukti-bukti pengeluaran kepada KPA cq 
PPK.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Menerima tagihan/invoice suatu transaksi 
pengeluaran

Meneliti tagihan/invoice tersebut dan 
bukti-bukti pengeluaran.

BENDAHARA PENGEKUARAN/BPP

Apabila terdapat kesalahan dan atau 
ketidak lengkapan persyaratan, maka 
tagihan/invoice  tersebut dikembalikan 
kepada pihak ketiga  untuk diperbaiki 
yang selanjutnya diajukan kembali.

Apabila semua persyaratannya sudah 
lengkap dan benar, maka PPK 
menerbitkan SPBy dan disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.

Melakukan pengujian atas SPBy dan bukti-
bukti pengeluarannya.

Menolak melakukan pembayaran, apabila 
SPBy dan bukti-bukti pendukungnya 
masih terdapat kesalahan dan belum 
lengkap.

Melakukan pembayaran atas SPBy yang 
suah benar dan lengkap.

UNIT / PEJABATNo. 
Urut

KEGIATAN WAKTU YG 
Dibutuhkan

OUTPUT DOK

Verifikasi atas  
Tagihan/Invoice beserta
dokumen pendukungnya

SPBy

Tagihan/Invoice 
beserta dokumen 

Tagihan/Invoice 
beserta dokumen 

Verifikasi SPBy

START

SPBy
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PENERIMA HAK PPK BP/BPP
UNIT / PEJABATNo. 

Urut
KEGIATAN WAKTU YG 

Dibutuhkan
OUTPUT DOK

-

-

Melakukan pungutan/pemotongan 
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam 
SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke 
Kas Negara.

 BP selanjutnya menyampaikan bukti 
pengeluaran kepada PPK sebagai bahan 
untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil

Atas dasar SPBy yang telah dibayarkan, 
Bendahara Pengeluaran mencatat ke 
dalam BKU.

Pembayaran dan 
pemungutan/pemotongan 

pajak/bukan pajak

Mencatat dalam 
BKU

Bukti 
Pengeluaran

Bukti 
Pengeluaran

END
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN LS - RUPIAH MURNI

PENYEDIA 
BARANG/JASA

PPK PP SPM

5 PEMBAYARAN TAGIHAN DENGAN MEKANISME LS-RM

a. 

-

b.

-

- kelengkapan dokumen tagihan

- kebenaran perhitungan tagihan

- kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pembayaran atas beban APBN

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam 
perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang 
diserahkan oleh penyedia barang/jasa

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada 
dokumen serah terima barang/jasa dengan 
dokumen perjanjian/kontrak

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen 
perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada 
negara; dan

PENYEDIA BARANG/JASA

Mengajukan tagihan atas penyelesaian Pekerjaan, 
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/ pendukung.

WAKIL REKTOR II selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK)

Atas dasar tagihan dan bukti-bukti 
pengeluaran/pendukung, PPK melakukan pengujian 
dan penelitian materil dan formal tagihan, meliputi:

No. 
URUT

KEGIATAN
UNIT / PEJABAT WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT 

DOKUMEN

Mulai

Bukti-Bukti 
Tagihan 

Pengujian

Ya

tidak

Bukti-Bukti 

Tagihan 
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PENYEDIA 
BARANG/JASA

PPK PP SPM
No. 

URUT
KEGIATAN

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMEN

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen 
perjanjian/kontrak

-

-

-

c. 

-

-

- kelengkapan dokumen tagihan

- kebenaran perhitungan tagihan

- kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pembayaran atas beban APBN

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam 
perjanjian/kontrak dengan barang/ jasa yang 
diserahkan oleh penyedia barang/ jasa.

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada 
dokumen serah terima barang/jasa dengan 
dokumen perjanjian/kontrak.

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/ 
kontrak mengenai hak tagih kepada negara.

Apabila memenuhi syarat, PPK  menerbitkan SPP-LS  
beserta bukti pendukung.

SPP-LS beserta bukti pendukung disampaikan kepada 
PPSPM.

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM (PP SPM)

Menerima SPP-LS beserta bukti pendukung dari PPK

PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan bukti 
pendukung, meliputi:

Apabila tidak memenuhi syarat, dokumen bukti-bukti 
pendukung dikembalikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa.

Pengujian

Ya

tidak

Bukti-Bukti 
SPP LS

Bukti-Bukti 
SPP LS
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PENYEDIA 
BARANG/JASA

PPK PP SPM
No. 

URUT
KEGIATAN

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMEN

- ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah 
terima barang/jasa dengan dokumen 
perjanjian/kontrak.

- ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan 
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

-

-

Apabila SPP-GUP dan bukti Pendukung tidak 
memenuhi syarat, PPSPM mengembalikan SPP-LS.

Apabila SPP-GUP dan bukti Pendukung memenuhi 
syarat, PPSPM menerbitkan SPM-LS.

Bukti-Bukti 
SPM LS
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(A3)   : Pedoman SOP Pembayaran UP/TUP/GUP–RM  

(A3a) : Pembayaran UP/TUP Rupiah Murni 

(A3b) :   Pembayaran GUP Rupiah Murni 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)  
MEKANISME PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) 

RUPIAH MURNI 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pembayaran tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif dan efisien.  

III. DEFINISI 1. Pembayaran Uang Persediaan (UP) adalah pembayaran yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang tertentu sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). 2. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). 
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3. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 4. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: a. Belanja Barang b. Belanja Modal, dan c. Belanja Lain-lain.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur pembayaran tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), dengan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-A3a)  

VI. PENJELASAN   a. Penyedia Barang/Jasa Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga mengajukan tagihan kepada PPK, disertai bukti pendukung, berupa: 1. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SPP; dan 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.   b. Wakil Rektor II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. PPK melakukan pengujian atas tagihan UP. Pengujian UP oleh PPK meliputi: a) kesesuaian dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. b) ketersediaan pagu anggaran dan kesesuaian dengan besaran UP yang dikelola. c) kelengkapan bukti pengeluaran dan/atau dokumen pendukung lainnya.  2. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy). 3. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tagihan UP dengan dokumen pendukung dikembalikan. 4. SPBy beserta bukti pendukung disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.  
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 c. Bendahara Pengeluaran 1. Menerima SPBy beserta bukti pendukung, berupa: a) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SPP; dan b) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, maka pengajuan SPBy oleh penerima uang muka kerja dilampiri: 1) rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 2) rincian kebutuhan dana; 3) batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja. 2. Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian SPBy beserta bukti pendukung, meliputi: a. kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK. 
b. ketersediaan dana/pagu anggaran; c. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi; 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; dan 4) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. d. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan e. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). f. Setelah memenuhi syarat SPBy dibayar oleh Bendahara.   oooOooo 



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

47 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN 

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)  
PEMBAYARAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (GUP) 

RUPIAH MURNI 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pembayaran tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif dan efisien.  

III. DEFINISI 1. Penggantian Uang Persediaan (Ganti UP) adalah pengeluaran/belanja yang dilakukan bersifat penggantian dana UP (revolving UP) yang telah dipakai atau sebagai pertanggungjawaban UP yang telah membebani APBN. 2. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. 
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3. Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%.   
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur pembayaran tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), dengan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-A3b)  

VI. PENJELASAN   a. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti-bukti pengeluran kepada PPK.  b. Wakil Rektor II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian, meliputi: a) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta fatur pajak dan SPP;  dan b) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya. yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 2. Apabila tidak memenuhi syarat, dokumen bukti-bukti pendukung dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran. 3. Apabila memenuhi syarat, PPK  menerbitkan SPP-GUP. 4. SPP-GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PP SPM.   c. Pejabat Penanda Tangan SPM (PP SPM) 1. Menerima SPP-GUP beserta bukti pendukung dari PPK. 2. PPSPM melakukan pengujian SPP-GUP dan bukti pendukung, meliputi: a) kelengkapan dokumen tagihan; b) kebenaran perhitungan tagihan; c) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; d) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 
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e) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; f) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara;  g) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. dan h) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 3. Apabila SPP-GUP dan bukti pendukung tidak memenuhi syarat, PPSPM mengembalikan SPP-GUP. 4. Apabila SPP-GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM-GUP.  oooOooo 



PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN UP/TUP RUPIAH MURNI

UNIT KERJA PPK BENDAHARA 
PENGELUARAN

1 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) - RM

a. 

- Dokumen POK dan 
Rencana kebutuhan 

dana
- 

- Rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran.

- Rincian rencana penggunaan UP.

- Batas waktu pertanggungjawaban 
penggunaan UP.

b

-

-

- menguji rencana pelaksanaan kegiatan 
dengan rencana kerja awal (DIPA/POK).

- menguji ketersediaan pagu.

OUTPUT DOKUMEN

Melakukan pengujian usulan permohonan 
permintaan UP dengan  dokumen pendukung:

No. 
URUT

KEGIATAN
UNIT / PEJABAT WAKTU YG 

DIBUTUHKAN

UNIT KERJA

Mengidentifikasi kegiatan sesuai DIPA, 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan 
kebutuhan dananya.
Mengajukan usulan permohonan permintaan 
UP kepada PPK, disertai dokumen:

WAKIL REKTOR II selaku PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN (PPK)

Menerima usulan permohonan permintaan UP 
dengan dokumen pendukung.

Mulai

menyusun rencana pelaksanaan 
keg. dan kebutuhan dana

permintaan 
UPRencana pelaks. keg 

& penggunaan UP

permintaan 
UPRencana pelaks. keg & 

penggunaan UP

Pengujian

Ya

tidak
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UNIT KERJA PPK BENDAHARA 
PENGELUARAN

OUTPUT DOKUMENNo. 
URUT

KEGIATAN
UNIT / PEJABAT WAKTU YG 

DIBUTUHKAN

-

-

c. 

-

-

- kelengkapan perintah pembayaran UP yang 
diterbitkan oleh PPK.

- Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran 
antara UP yang diminta dengan DIPA/POK.

-

- Apabila memenuhi ketentuan Bendahara 
Pengeluaran melakukan pemberian UP dengan 
besaran sesuai pagu kegiatan yang dikelola unit 
kerja.

Apabila tidak memenuhi ketentuan, PPK 
mengembalikan usulan permintaan UP dan 
dokumen pendukungnya kepada unit kerja yang 
mengajukan UP.

Apabila memenuhi ketentuan, PPK menerbitkan 
dan menandatangani Surat Perintah Bayar 
(SPBy) disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk diproses lebih lanjut.

BENDAHARA PENGELUARAN

Menerima SPBy, usulan permohonan 
permintaan UP dan dokumen pendukung.

Melakukan pengujian SPBy, usulan permohonan 
permintaan UP dan dokumen pendukung:

Apabila tidak memenuhi ketentuan, Bendahara 
Pengeluaran mengembalikan SPBy dan 
dokumen pendukungnya kepada PPK.

Dok. 
pendukung

permintaan 
UPRencana

pelaks. keg & 
SPBy

SPBy

Penguji
an

Ya

tidak

pemberian UP
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PENGELOLAAN KAS - ARUS KAS KELUAR -  SOP PEMBAYARAN GUP/GU-TUP RUPIAH MURNI

BENDAHARA 
PENGELUARAN

PPK PP SPM

2 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (UP) - RM

a. 

-

b.

-

- Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan 
PPK beserta fatur pajak dan SPP;  dan 

- Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau 
dokumen pendukung lainnya. yang 
diperlukan yang telah disahkan PPK

-

-

-

c. 

-

No. 
URUT

KEGIATAN
UNIT / PEJABAT WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTPUT 

DOKUMEN

BENDAHARA PENGELUARAN

Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti-
bukti pengeluran kepada PPK.

WAKIL REKTOR II selaku PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN (PPK)

Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK 
melakukan pengujian, meliputi:

Apabila tidak memenuhi syarat, dokumen bukti-
bukti pendukung dikembalikan kepada 
Bendahara Pengeluaran.

Apabila memenuhi syarat, PPK  menerbitkan SPP-
GUP.

SPP-GUP beserta bukti pendukung disampaikan 
kepada PP SPM

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM (PP SPM)

Menerima SPP-GUP beserta bukti pendukung 
dari PPK

Mulai

Dok.

SPP-GUP

Bukti-Bukti 
Bukti-Bukti 

Bukti-Bukti 

Bukti-Bukti 

Pengujian

Ya

tidak

Dok.

SPP-GUP
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BENDAHARA 
PENGELUARAN

PPK PP SPM
No. 

URUT
KEGIATAN

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMEN

-

- kelengkapan dokumen tagihan

- kebenaran perhitungan tagihan

- kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pembayaran atas beban APBN

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum 
dalam perjanjian/kontrak dengan barang/ 
jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ 
jasa

- kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 
barang/jasa sebagaimana yang tercantum 
pada dokumen serah terima barang/jasa 
dengan dokumen perjanjian/kontrak

- ketepatan jangka waktu penyelesaian 
pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada 
dokumen serah terima barang/jasa dengan 
dokumen perjanjian/ kontrak mengenai hak 
tagih kepada negara

- ketepatan jangka waktu penyelesaian 
pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada 
dokumen serah terima barang/jasa dengan 
dokumen perjanjian/kontrak

- ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP 
dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran 
Satker.

-

-

Apabila SPP-GUP dan bukti pendukung tidak 
memenuhi syarat, PPSPM mengembalikan SPP-
GUP.

Apabila SPP-GUP dan bukti pendukung 
memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM-
GUP.

PPSPM melakukan pengujian SPP-GUP dan bukti 
pendukung, meliputi:

Penguji
an

Ya

SPM-GUP

SPM-GUP

tidak
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BENDAHARA 
PENGELUARAN

PPK PP SPM
No. 

URUT
KEGIATAN

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMEN
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(A4)   : Pedoman SOP INVESTASI JANGKA PENDEK 

(A4a) : Investasi Jangka Pendek 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)  

INVESTASI JANGKA PENDEK IDLE CASH 

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan keuangan kas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. 

III. DEFINISI 1. CASH adalah  2. Idle cash adalah  3. Investasi jangka pendek adalah   
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengelolaan uang yang idle di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban kas yang bersumber dari PNBP BLU. 
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-A4)  
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VI. PENJELASAN  

A. MEKANISME INVESTASI JANGKA PENDEK 1. BENDAHARA PENERIMAAN a. Merekap seluruh pendapatan BLU yang bersumber dari PNBP terutama dari SPP atas dasar laporan penerimaan dan rekening koran dari Bank; b. Menyusun rencana perkiraan uang yang diperlukan setiap bulannya untuk 6 (enam) bulan ke depan; c. Membuat dan menyampaikan laporan prakiraan uang yang idle untuk jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan; d. Menyusun dan menyampaikan laporan saldo akhir setiap akhir tahun kepada KPA cq PPK; e. Menyimpan uang  yang idle di bank dalam bentuk deposito bulanan. 2. WAKIL REKTOR II (PPK Universitas) a. Menerima laporan tentang uang yang idle setiap awal semester dan saldo akhir setiap akhir tahun dari Bendahara Penerimaan; b. Melakukan konsultasi dengan KPA tentang tidak lanjut atas laporan tentang uang yang idle setiap awal semester dan saldo akhir setiap akhir tahun; c. Memerintahkan Ka BUKK untuk melakukan investasi jangka pendek yang aman dan 
low risk terhadap uang yang idle , atas saran dan rekomendasi KPA. 3. KEPALA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN (Ka BUKK) a. Menerima perintah dari PPK untuk melaksanakan investasi jangka pendek yang aman dan low risk terhadap uang yang idle. b. Atas perintah PPK tersebut, Ka BUKK memutuskan untuk menyimpan uang yang idle di bank dalam bentuk deposito bulanan; c. Membuat perhitungan kembali dan alokasi atas uang yang idle untuk di depositokan di bank umum pemerintah; d. Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menyimpan uang yang idle di bank dalam bentuk deposito bulanan.  oooOooo 



PENGELOLAAN KAS - SOP INVESTASI JANGKA PENDEK

1 MEKANISME INVESTASI JANGKA PENDEK

a. Laporan

-

-

-

-

-

b. Disposisi

-

No. 
URUT

KEGIATAN WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKIL REKTOR II (PPK 
Universitas)

KEPALA BUKK

BENDAHARA PENERIMAAN

Merekap seluruh pendapatan BLU yang 
bersumber dari PNBP terutama dari SPP 
atas dasar laporan penerimaan dan 
rekening koran dari Bank;

Menyusun rencana perkiraan uang yang 
diperlukan (cash forecasting ) setiap 
bulannya untuk 6 (enam) bulan ke depan;

Membuat dan menyampaikan laporan 
prakiraan uang yang idle untuk jangka 
waktu 6 (enam) bulan ke depan;

Menyusun dan menyampaikan laporan 
saldo akhir setiap akhir tahun kepada KPA 
cq PPK;

BANK UMUM 
PEMERINTAH

BENDAHARA 
PENERIMAAN

Menyimpan uang  yang idle di bank umum 
pemerintah dalam bentuk deposito 
bulanan, atas perintah Ka BUKK.

WAKIL REKTOR II (PPK Universitas)

Menerima laporan tentang uang yang idle 
setiap awal semester dan saldo akhir setiap 
akhir tahun dari Bendahara Penerimaan;

Merekap pendapatan 
BLU dari PNBP dan 

membuat cash 

laporan prakiraan 
uang yang idle dan 
saldo akhir

Mulai

Menyusun dan 
menyampaikan laporan 

prakiraan uang yang 
idle dan saldo akhir

laporan prakiraan 
uang yang idle dan 

saldo akhir

konsultasi dengan 
KPA tentang tidak 

lanjut 

Merekap pendapatan 
BLU dari PNBP dan 

membuat cash 

laporan prakiraan 
uang yang idle dan 

saldo akhir

Mulai

Menyusun dan 
menyampaikan laporan 
prakiraan uang yang idle 

dan saldo akhir

laporan prakiraan 
uang yang idle dan 

saldo akhir

konsultasi dengan 
KPA tentang tidak 

lanjut 
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No. 
URUT

KEGIATAN WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKIL REKTOR II (PPK 
Universitas)

KEPALA BUKK BANK UMUM 
PEMERINTAH

BENDAHARA 
PENERIMAAN

-

-

c.
Disposisi

-

-

-

-

d Jasa LK

-

BANK UMUM PEMERINTAH

Menerima sejumlah uang untuk 
didepositokan.

Menerima perintah dari PPK untuk 
melaksanakan investasi jangka pendek 
yang aman dan low risk terhadap uang 
yang idle.
Atas perintah PPK tersebut, Ka BUKK 
memutuskan untuk menyimpan uang yang 
idle di bank dalam bentuk deposito 
bulanan;

Membuat perhitungan kembali dan alokasi 
atas uang yang idle untuk di depositokan di 
bank umum pemerintah;

KEPALA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN 
KEUANGAN (Ka BUKK)

Memerintahkan Bendahara Penerimaan 
untuk menyimpan uang yang idle di bank 
dalam bentuk deposito bulanan.d. 
Memerintahkan Bendahara Penerimaan 
untuk menyimpan uang yang idle di bank 
dalam bentuk deposito bulanan.

Melakukan konsultasi dengan KPA tentang 
tidak lanjut atas laporan tentang uang yang 
idle setiap awal semester dan saldo akhir 
setiap akhir tahun;

Memerintahkan Ka BUKK untuk melakukan 
investasi jangka pendek yang aman dan 
low risk terhadap uang yang idle , atas 
saran dan rekomendasi KPA.

Membuat perhitungan 
kembali dan alokasi atas 
uang yang idle untuk di 

depositokan

Memerintahkan Ka 
BUKK untuk 
melakukan investasi 
jangka pendek

laporan prakiraan 
uang yang idle dan 

saldo akhir

Memerintahkan 
Bendahara 
Penerimaan untuk 
melakukan investasi 

Perintah untuk 
melakukan 

investasi jangka 

Sejumlah  uang 
yang idle dan 

saldo akhir

Sejumlah  uang 
yang idle dan saldo 

akhir

Membuat alokasi dana 
yang idle untuk di 

depositokan pada bank 
umum pemerintah

Membuka Rekening 
deposito atas nama 

KPA

Membuat perhitungan 
kembali dan alokasi 
atas uang yang idle 

untuk di depositokan

Memerintahkan Ka 
BUKK untuk 

melakukan investasi 
jangka pendek

laporan prakiraan 
uang yang idle dan 

saldo akhir

Memerintahkan 
Bendahara Penerimaan 

untuk melakukan 
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No. 
URUT

KEGIATAN WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

WAKIL REKTOR II (PPK 
Universitas)

KEPALA BUKK BANK UMUM 
PEMERINTAH

BENDAHARA 
PENERIMAAN

-

-

Membuka rekening deposito bulanan atas 
nama KPA
Memberikan keuntungan atas sejumlah 
deposito bulanan.

Sejumlah  
keuntungan atas 

deposito

Sejumlah  
keuntungan atas 

deposito

Mencartat dalam
BKU, dan membuat 

laporan

Laporan atas 
deposito

End
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(A5)   : Pedoman SOP Pengesahan Pendapatan dan  

Belanja PNBP 

(A5a) : Pengesahan Pendapatan dan Belanja PNBP 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)  

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PNBP BLU (SP3B) 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan and Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU). 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  

III. DEFINISI 1. Pendapatan BLU adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU adalah mekanisme mencatatkan pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung kepada Kuasa BUN (on budget).   
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IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-A5) 

 

VI. PENJELASAN   
A. MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PNBP  a. PEJABAT PENANDATANGAN SPM 1. Menerima rekap laporan penerimaan dan Rekening Koran Penerimaan BLU pada Bendahara Penerimaan. 2. Menerima rekap cek seluruh pengeluaran  dari Bendahara Pengeluaran. 3. Menerima NPM dari Operator NPM dan menandatangani Nota Perintah Membayar (NPM), serta menerbitkan Rekap Penerbitan NPM Harian. 4. berdasarkan rekap laporan penerimaan dan Rekening Koran Penerimaan BLU, dan Rekap penerbitan NPM, PP SPM menerbitkan konsep Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) beserta dokumen pendukung. Dokumen pendukung antara lain berupa: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang memuat pernyataan tanggung jawab Pemimpin BLU atas data pendapatan dan belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang tertera pada SP3B BLU. SPTJ ditandatangani oleh Kuasa PA/Pemimpin BLU. b) ADK yang dihasilkan dari aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan. 5. menyampaikan konsep SP3B BLU beserta dokumen pendukung ke Bagian Keuangan. 6. menerima SP2B BLU dari KPPN,  menatausahakan/mendokumentasikan SP2B BLU.  b. BAGIAN KEUANGAN 1. menerima konsep SP3B BLU beserta dokumen pendukung dari PP SPM. 2. melakukan verifikasi dan penelitian atas konsep SP3B BLU dan kelengkapan dokumen pendukung SP3B BLU, sebagai berikut: a) memeriksa kelengkapan lampiran (SPTJ + ADK); 
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b) memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DIPA BLU; c) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; d) mencocokkan tanda tangan pada SP3B BLU dengan specimen tanda tangan; e) memeriksa jumlah belanja BLU tidak melebihi ambang batas fleksibilitas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DIPA BLU; dan f) mencocokkan tanda tangan Kuasa PA/Pemimpin BLU pada SPTJ dengan specimen tanda tangan. 3. Apabila masih belum sesuai dan lengkap, maka konsep Sp3B BLU tersebut dikembalikan kepada PP SPM untuk dilakukan perbaikan. 4. Apabila telah sesuai dan lengkap, maka konsep Sp3B BLU tersebut dikembalikan kepada PP SPM untuk ditandatangani. 5. menyampaikan SP3B BLU dan lampirannya (dokumen pendukung) ke KPPN.  c. KPPN 1. menerima dan meneliti kelengkapan SP3B BLU dengan lampirannya (dokumen pendukung). 2. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU), dan menyampaikannya ke petugas satker yang telah ditunjuk.  B. KETENTUAN MENGENAI RALAT SP3B BLU 1. Dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pada SP3B BLU, yaitu: a. Kesalahan administrasi (termasuk kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja, dan akun); dan/atau b. Kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja BLU. 2. Diajukan ke KPPN, dilampiri: a. Fotocopy SP3B BLU yang akan diralat;  b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Kuasa PA/Pemimpin BLU (format diatur dalam Lampiran Perdirjen); c. ADK Ralat SP3B BLU (dari aplikasi yang telah disediakan DJPBN); d. Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Kuasa PA/Pemimpin BLU (format diatur dalam lampiran Perdirjen).   oooOooo 



PENGELOLAAN KAS - PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU (SP3B)

3 PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

a SP3B BLU

-

-

-

-

-

-

-

Menyampaikan SP3B BLU beserta 
dokumen pendukungnya ke Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
melalui petugas khusus yang ditunjuk 
Untirta. 
Menerima SP2B BLU dari KPPN.

Mencatat dan menatausahakan SP2B BLU.

Menerima rekap laporan penerimaan dan 
Rekening Koran Penerimaan BLU pada 
Bendahara Penerimaan.

KPPNPPSPM

Menerima rekap cek seluruh pengeluaran  
dari Bendahara Pengeluaran.

Menerima NPM dari Operator NPM dan 
menandatangani Nota Perintah Membayar 
(NPM), serta menerbitkan Rekap 
Penerbitan NPM Harian.
Menerbitkan dan meandatangani Surat 
Perintah Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja BLU (SP3B BLU) beserta dokumen 
pendukungnya.

No. 
URUT

KEGIATAN WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM)

Menerbitkan SP3B 
BLU dan data 

pendukungnya

START

Bukti-bukti 
pendapatan dan 

belanja

SP3B BLU dan 
data 

pendukungnya
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KPPNPPSPM
No. 

URUT
KEGIATAN WAKTU YG 

DIBUTUHKAN
OUTTPUT 

DOKUMEN

b
SP2B BLU

-

-

-

-

-

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA (KPPN)

Menerima SP3B BLU dan dokumen 
pendukungnya dari Satker Untirta.

Melakukan pemeriksaan dan pengujian 
keabsahan SP3B BLU beserta dokumen 
pendukungnya.
Mengembalikan SP3B BLU dan dokumen 
pendukungnya, apabila terdapat kesalahan 
dan/atau belum lengkap.

Menerbitkan dan menandatangani SP2B 
BLU, apabila SP3B BLU dan dokumen 
pendukungnya sudah benar dan lengkap.

SP2B BLU disampaikan kepada PPSPM 
melalui petugas yang ditunjuk Untirta.

Menguji SP3B 
BLU  dan data 

dukungnya

END

SP3B BLU dan 
data 

SP2B BLU SP2B BLU 

Mencatat dan 
menatausahakan 

SP2B BLU
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PIUTANG 

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan piutang di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

III. DEFINISI Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang Layanan adalah Piutang TGR/TP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya tuntutan kepada pejabat/pegawai selain Bendahara, dan/atau Bendahara atas kelalaian yang bersangkutan dalam mengelola aset BLU, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah 
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengelolaan piutang dari mahasiswa aktif (mahasiswa baru dan mahasiswa lama), dan piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) meliputi: a. pencatatan/penatausahaan piutang, b. tata cara penagihan piutang, dan 
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c. pelaporan/pertanggungjawaban piutang.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-B1 dan SOP-B2)  

VI. PENJELASAN  

A. PIUTANG USAHA 1. REKTOR/KPA a. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang mahasiswa aktif (mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang menetapkan kewajiban pembayaran SPP. b. SK diterbitkan dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing disampaikan kepada: 1) Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas dan Pasca Sarjana. 2) Pusdainfo. 3) Bendahara Penerimaan. 4) Bank yang ditunjuk. 5) Pertinggal/arsip.  c. Menerima konsep Data Piutang (Definitif) dari Bendahara Penerimaan dan menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang Data Piutang (Definitif).  SK Data Piutang (Definitif) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli disampaikan kepada Bendahara Penerimaan dan copian sebagai pertinggal. d. Rektor menerima konsep Surat Keputusan (SK) tentang Penghentian Mahasiswa (DO) dan menetapkan SK tentang Penghentian Mahasiswa (DO). 2. BENDAHARA PENERIMAAN  a. Menerima SK Rektor tentang mahasiswa aktif (mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang menetapkan kewajiban pembayaran SPP. b. Berdasarkan SK dimaksud, Bendahara melakukan rekonsiliasi data penerimaan setoran SPP dibandingkan dengan data mahasiswa aktif. c. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, dihasilkan data mahasiswa aktif yang belum melakukan pembayaran SPP. d. Atas dasar data mahasiswa aktif yang belum melakukan pembayaran SPP tersebut, Bendahara menyusun Data Piutang Sementara. e. Data Piutang Sementara beserta data mahasiswa aktif yang belum melakukan pembayaran SPP dibuat dalam 5 (lima) rangkap, disampaikan kepada Unit 
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Registrasi Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana dan Jurusan untuk dilakukan konfirmasi. f. Berdasarkan hasil konfirmasi dari Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana dan Jurusan, Bendahara Penerimaan menyusun konsep Data Piutang (Definitif). Konsep Data Piutang (Definitf) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli disampaikan kepada Rektor, dan copian sebagai pertinggal/arsip. g. Berdasarkan SK Rektor mengenai Data Piutang (Definitif) yang diterima dari Rektor, Bendahara menyusun konsep Surat Penagihan (SPn) Piutang Layanan dan menyampaikan SPn Piutang Layanan kepada Rektor/KPA c.q Kepala BUKK. h. Menerima SPn Piutang  Layanan dari Kepala BUKK. i. Mengawasi pembayaran dan penyetoran Piutang Layanan berdasarkan Rekening Koran dari Bank yang ditunjuk. j. Dalam hal terdapat SPn Piutang Layanan yang belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, Bendahara Penerimaan melaporkan kepada BUKK. k. Secara berkala melaporkan perkembangan pembayaran/penyetoran Piutang Layanan kepada BUKK berdasarkan Rekening Koran dari Bank yang ditunjuk. 3. UNIT REGISTRASI MAHASISWA, FAKULTAS, PASCASARJANA dan JURUSAN.   a. Menerima SK Rektor tentang mahasiswa aktif (mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang menetapkan kewajiban pembayaran SPP dari Rektor. b. Menerima Data Mahasiswa Aktif yang belum melakukan pembayaran SPP dan Data Piutang Sementara dari Bendahara Penerimaan. c. Melakukan rekonsiliasi/konfirmasi antara dokumen Data Mahasiswa Aktif yang belum melakukan pembayaran SPP dan Data Piutang Sementara dari Bendahara Penerimaan dengan data mahasiswa aktif berdasarkan SK Rektor pada Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana dan Jurusan. d. Hasil konfrimasi Data Piutang Sementara dimaksud disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. 4. BIRO UMUM KEPEGAWAIAN dan KEUANGAN (BUKK) a. Kepala BUKK menerima dan menandatangani SPn Piutang. SPn Piutang dibuat dalam 6 (enam) rangkap. Kemudian disampaikan kepada Pihak Terutang (mahasiswa) melalui jasa pengiriman tercepat dengan tembusan kepada Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana dan Jurusan, Bendahara Penerimaan. b. Berdasarkan Laporan SPn Piutang Layanan yang belum dilakukan pembayaran/ pelunasan dari Bendahara, Kepala BUKK menyusun konsep surat keputusan penghentian mahasiswa (DO). Konsep surat dibuat dalam 2 (dua) rangkap, selanjutnya menyampaikan kepada Rektor.  
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B. PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI DAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 1. REKTOR/KPA a. Rektor selaku KPA menetapkan Surat Keputusan (SK) mengenai: 1) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Pejabat/Pegawai selain Bendahara, dan/atau 2) Tuntutan Perbendaharaan (TP) khusus kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. b. SK TGR/TP dimaksud diterbitkan dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan (BUKK) dan 1 (satu) rangkap sebagai pertinggal/arsip.  c. Berdasarkan konsep Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang TGR/TP dari BUKK, Rektor menerima dan menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang Penghapusan Piutang TGR/TP. 2. BIRO UMUM KEPEGAWAIAN dan KEUANGAN (BUKK) a. Menerima Surat Keputusan (SK) tentang Piutang TGR/TP dari Rektor. b. Berdasarkan SK dimaksud, Kepala BUKK menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Piutang TGR/TP dalam 4 (empat) rangkap. Selanjutnya menyampaikan SPn Piutang TGR/TP kepada: 1) Pejabat/Pegawai/Bendahara yang bersangkutan. 2) Bendahara Penerimaan. 3) Rektor. 4) Pertinggal/arsip. c. Berdasarkan Laporan SPn Piutang TGR/TP yang belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, Kepala BUKK menerbitkan Surat Peringatan (SP). d. SP dibuat dalam 4 (empat) rangkap, Kepala  BUKK menyampaikan SP masing-masing kepada: 1) Pejabat/Pegawai/Bendahara yang bersangkutan. 2) Bendahara Penerimaan. 3) Rektor.   4) Pertinggal/arsip. e. Dalam hal sampai dengan SP ketiga, Pejabat/Pegawai/Bendahara yang bersangkutan belum melakukan pembayaran/pelunasan TGR/TP, Kepala BUKK menyerahkan urusan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang  Negara (PUPN) - DJKN. 1) Dalam rangka memaksimalkan penagihan piutang TGR/TP dimaksud, Untirta menyerahkan pengurusan penagihan selanjutnya kepada PUPN. 
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2) Pengurusan penagihan TGR/TP piutang dimaksud dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal. 3) Pengurusan piutang TGR/TP dimaksud dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. f. Menerima Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN terkait dengan Piutang TGR/TP yang tidak dapat ditagihkan. g. Atas dasar PSBDT dari PUPN dimaksud, Kepala Biro menyusun konsep surat penghapusan Piutang TGR/TP beserta PSBDT. Selanjutnya menyampaikan kepada Rektor untuk mendapat penetapan. 3. BENDAHARA PENERIMAAN a. Menerima SPn piutang  TGR/TP dari Kepala BUKK. b. Mengawasi pembayaran dan penyetoran Piutang TGR/TP berdasarkan Rekening Koran dari Bank yang ditunjuk. c. Dalam hal terdapat SPn Piutang TGR/TP yang belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, Bendahara Penerimaan melaporkan kepada BUKK. d. Melaporkan perkembangan pembayaran/ penyetoran Piutang TGR/TP kepada BUKK berdasarkan Rekening Koran Bank yang ditunjuk. 4. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) a. Menerima SP piutang yang tidak dapat ditagih dari BUKK. b. Melakukan upaya-upaya penagihan kepada penanggung utang. c. Menindaklanjuti hasil upaya-upaya penagihan, meliputi: 1) Menyetorkan ke Kas Negara terhadap piutang TGR/TP yang berhasil ditagih. 2) Menerbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan menyampaikan ke Rektor. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Piutang TGR/TP setelah SK Penghapusan Piutang TGR/TP ditetapkan Rektor diatur sebagai berikut: a. Terhadap piutang TGR/TP yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Rektor selaku KPA/Pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang TGR/TP dimaksud dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. b. Surat keputusan penghapusan tersebut merupakan penghapusan piutang TGR/TP dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara.  c. Penghapusan piutang TGR/TP dimaksud dilengkapi: 1) daftar nominatif para penanggung utang; 2) Besaran piutang yang dihapuskan; dan 
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3) Surat pernyataan PSBDT dari PUPN. d. Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang TGR/TP dimaksud ditetapkan oleh: 1) Pemimpin BLU untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang. 2) Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang. 3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan dimaksud diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan. 4) Penghapusan secara bersyarat untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000 dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang negara. e. Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang TGR/TP dimaksud dilaporkan kepada: 1) Dewas dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga. 2) Menteri Keuangan c.q Ditjen Kekayaan Negara dan Ditjen Perbendaharaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SK penghapusan diterbitkan.  oooOooo 



PENGELOLAAN PIUTANG - PIUTANG LAYANAN 

REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

B 1 PENGELOLAAN PIUTANG LAYANAN

a. 

- 

- 

- 

b.

OUTTPUT 
DOKUMEN

BENDAHARA PENERIMAAN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

REKTOR

Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor 
tentang mahasiswa aktif (mahasiswa baru 
dan mahasiswa lama) yang menetapkan 
kewajiban pembayaran SPP. 

SK disampaikan kepada:
1. Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas dan 
Pasca Sarjana.
2. Pusdainfo.
3. Bendahara Penerimaan.
4. Bank yang ditunjuk.
Menerima konsep Data Piutang (Definitif) dari 
Bendahara Penerimaan dan menetapkan 
Surat Keputusan (SK) tentang Data Piutang 
(Definitif). SK Data Piutang (Definitif) 
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Rektor menerima dan menetapkan              
Surat Keputusan tentang Penghentian 
Mahasiswa (DO).

Mulai

SK Rektor
SK Rektor

SK Rektor
SK Rektor

Konsep Data Piutang 
Definitif

SK Data Piutang 
(Definitif)

Konsep SK 
penghentian 

SK penghentian 
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

-

-

-

-

-

-

-

Menerima SK Rektor tentang mahasiswa aktif 
(mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang 
menetapkan kewajiban pembayaran SPP.

Melakukan rekonsiliasi data penerimaan 
setoran SPP dibandingkan dengan  data 
mahasiswa aktif berdasarkan SK Rektor 
dimaksud.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, 
dihasilkan data mahasiswa aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP. 
Atas dasar data mahasiswa aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP tersebut, 
Bendahara menyusun Data Piutang 
Sementara.
Menyampaikan Data Piutang Sementara 
beserta  data mahasiswa aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP kepada Unit 
Registrasi Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana 
dan Jurusan untuk dilakukan konfirmasi.

Berdasarkan konfirmasi dari Unit Registrasi 
Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana dan 
Jurusan, disusun konsep Data Piutang 
(Definitif). 
Konsep Data Piutang (Definitf) disampaikan 
kepada Rektor.

Data

SK Rektor

Rekonsiliasi

Data Mahasiswa 
Aktif

Data Piutang 
Sementara

Data Piutang 
Sementara

Data Piutang hasil 

Konsep Data
Piutang Definitif
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

-

-

-

Upaya-upaya Penagihan

-

-

c. 

-

-

UNIT REGISTRASI MAHASISWA  

Menerima SK Rektor tentang mahasiswa aktif 
(mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang 
menetapkan kewajiban pembayaran SPP.

Menerima Data Mahasiswa Aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP dan Data 
Piutang Sementara dari Bendahara 
Penerimaan.

Melaporkan perkembangan pembayaran/ 
penyetoran Piutang Layanan kepada BUKK 
berdasarkan Rekening Koran dari Bank yang 
ditunjuk.

Berdasarkan SK Rektor mengenai Data 
Piutang (Definitif) tersebut, Bendahara 
menyusun konsep Surat Penagihan (SPn) 
Piutang Layanan dan menyampaikan SPn 
Piutang Layanan kepada KPA c.q Kepala BUKK.

Menerima SPn Piutang  Layanan dari Kepala 
BUKK.

Mengawasi pembayaran dan penyetoran 
Piutang Layanan berdasarkan Rekening Koran 
dari Bank yang ditunjuk.

Dalam hal terdapat SPn Piutang Layanan yang 
belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, 
Bendahara Penerimaan melaporkan kepada 
BUKK. 

SK Rektor

Data

Data Piutang 
Sementara

SK Data Piutang 
(Definitif)

Konsep Surat 
Penagihan (SPn) 

SPn  Piutang

Pengawasan 
Pembayaran dan 

Penyetoran 

Lap. Perkemb.
Pembayaran 

Laporan SPn 
Piutang macet
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

-

-

d. 

-

-

Kepala BUKK menerima dan menandatangani 
SPn Piutang kemudian disampaikan kepada 
Pihak Terutang (mahasiswa) melalui jasa 
pengiriman tercepat dengan tembusan 
kepada Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas, 
Pasca Sarjana dan Jurusan, Bendahara 
Penerimaan.

Berdasarkan Laporan SPn Piutang Layanan 
yang belum dilakukan pembayaran/ 
pelunasan dari Bendahara (piutang macet), 
Kepala BUKK menyusun konsep surat 
keputusan penghentian mahasiswa (DO). 
Selanjutnya menyampaikan kepada Rektor.

Melakukan rekonsiliasi/ konfirmasi antara 
dokumen Data Mahasiswa Aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP dan Data 
Piutang Sementara dari Bendahara 
Penerimaan dengan data mahasiswa aktif 
berdasarkan SK Rektor pada Unit Registrasi 
Mahasiswa. 
Hasil konfrimasi Data Piutang Sementara 
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

BIRO UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 
(BUKK)  

Konfirmasi

Yatidak

Sementara

Data Piutang hasil 
konfirmasi

Konsep SPn 

SPn Piutang
SPn Piutang

SPn Piutang

Lap. 
Perkemb.Laporan SPn 

Piutang macet

Konsep SK 
penghentian 

mahasiswa (DO)
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

"SOP Pengelolaan Keuangan BLU Untirta 2014"  75



PENGELOLAAN PIUTANG - TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

B 2 PENGELOLAAN PIUTANG TGR/TP

a. 

- 

a. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada 
Pejabat/Pegawai selain Bendahara, 
dan/atau

b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) khusus 
kepada Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Pengeluaran. 

- 

- 

b. 

- 

- 

REKTOR/KPA

Rektor selaku KPA menetapkan Surat 
Keputusan (SK) mengenai :

SK TGR/TP disampaikan kepada Kepala BUKK 
dan sebagai pertinggal.
Rektor menerima dan menetapkan Surat 
Keputusan tentang Penghapusan Piutang 
TGR/TP.

Menerima Surat Keputusan tentang  Piutang 
TGR/TP.

Berdasarkan SK, Kepala BUKK menerbitkan 
Surat Penagihan (SPn) Piutang TGR/TP.

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

BIRO UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 
(BUKK)  

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

Mula

SK TGR
SK TP

SK TGRSK TP

SPn Piutang 

Konsep Surat
Penghapusan 

Piutang TGR/TP

Surat Penghapusan 
Piutang TGR/TP
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REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

- 

- 

- 

- 

c.

-

Menerima Piutang Negara Sementara Belum 
Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN terkait 
dengan Piutang TGR/TP yang tidak dapat 
ditagihkan.
Atas dasar PSBDT dari PUPN dimaksud, Kepala 
Biro menyusun konsep surat penghapusan 
Piutang TGR/TP beserta PSBDT. Selanjutnya 
menyampaikan kepada Rektor.

BENDAHARA PENERIMAAN

Menerima SPn piutang  TGR/TP .

Dalam hal sampai dengan SP ketiga, 
Pejabat/Pegawai/Bendahara yang 
bersangkutan belum melakukan 
pembayaran/pelunasan TGR/TP, Kepala BUKK 
menyerahkan urusan penagihan kepada 
Panitia Urusan Piutang  Negara (PUPN) - DJKN.

SPn Piutang TGR/TP disampaikan kepada:
1. Pejabat/Pegawai/Bendahara yang 
bersangkutan.
2. Bendahara Penerimaan.
3. Rektor.
Berdasarkan Laporan SPn Piutang TGR/TP 
yang belum dilakukan pembayaran/ 
pelunasan, Kepala BUKK menerbitkan Surat 
Peringatan (SP). 
Kepala  BUKK menyampaikan SP kepada:
1. Pejabat/Pegawai/Bendahara yang 
bersangkutan.
2. Bendahara Penerimaan.
3. Rektor.
4. Pertinggal/arsip.  

Laporan  
Perkembangan 

SPn Piutang 

SPn Piutang 
TGR/TP

SPn Piutang 
SPn Piutang 

Laporan SPn Piutang 
TGR/TP belum dibayar

Surat 
Peringatan (SP)Surat 

Peringatan (SP)Surat 
Peringatan (SP) 

ke-3 

PSBDT

Konsep Surat
Penghapusan Piutang 

TGR/TP

Surat 
Peringatan (SP) 

ke-3
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REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

-

-

-

d.

-

-

-

- Menyetorkan ke Kas Negara terhadap 
piutang TGR/TP yang berhasil ditagih.

- Menerbitkan Piutang Negara Sementara 
Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan 
menyampaikan ke Rektor.

Mengawasi pembayaran dan penyetoran 
Piutang TGR/TP berdasarkan Rekening Koran 
dari Bank yang ditunjuk.
Dalam hal terdapat SPn Piutang TGR/TP yang 
belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, 
Bendahara Penerimaan melaporkan kepada 
BUKK. 
Melaporkan perkembangan pembayaran/ 
penyetoran Piutang TGR/TP kepada BUKK 
berdasarkan Rekening Koran Bank yang 
ditunjuk.

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)

Menerima SP piutang yang tidak dapat 
ditagih dari BUKK.

Melakukan upaya-upaya penagihan kepada 
penanggung utang.

Menindaklanjuti hasil upaya-upaya 
penagihan:

Pengawasan

Laporan  
Perkembangan Laporan SPn 
Piutang TGR/TP 
belum dibayar

Surat Peringatan 
(SP) ke-3

Setor ke 
Kas Negara

Upaya-upaya 
Penagihan

PSBDT
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REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT
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PENGELOLAAN PIUTANG - PIUTANG LAYANAN 

REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

B 1 PENGELOLAAN PIUTANG LAYANAN

a. 

- 

- 

- 

b.

OUTTPUT 
DOKUMEN

BENDAHARA PENERIMAAN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

REKTOR

Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor 
tentang mahasiswa aktif (mahasiswa baru 
dan mahasiswa lama) yang menetapkan 
kewajiban pembayaran SPP. 

SK disampaikan kepada:
1. Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas dan 
Pasca Sarjana.
2. Pusdainfo.
3. Bendahara Penerimaan.
4. Bank yang ditunjuk.
Menerima konsep Data Piutang (Definitif) dari 
Bendahara Penerimaan dan menetapkan 
Surat Keputusan (SK) tentang Data Piutang 
(Definitif). SK Data Piutang (Definitif) 
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Rektor menerima dan menetapkan              
Surat Keputusan tentang Penghentian 
Mahasiswa (DO).

Mulai

SK Rektor
SK Rektor

SK Rektor
SK Rektor

Konsep Data Piutang 
Definitif

SK Data Piutang 
(Definitif)

Konsep SK 
penghentian 

SK penghentian 
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

-

-

-

-

-

-

-

Menerima SK Rektor tentang mahasiswa aktif 
(mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang 
menetapkan kewajiban pembayaran SPP.

Melakukan rekonsiliasi data penerimaan 
setoran SPP dibandingkan dengan  data 
mahasiswa aktif berdasarkan SK Rektor 
dimaksud.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, 
dihasilkan data mahasiswa aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP. 
Atas dasar data mahasiswa aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP tersebut, 
Bendahara menyusun Data Piutang 
Sementara.
Menyampaikan Data Piutang Sementara 
beserta  data mahasiswa aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP kepada Unit 
Registrasi Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana 
dan Jurusan untuk dilakukan konfirmasi.

Berdasarkan konfirmasi dari Unit Registrasi 
Mahasiswa, Fakultas, Pasca Sarjana dan 
Jurusan, disusun konsep Data Piutang 
(Definitif). 
Konsep Data Piutang (Definitf) disampaikan 
kepada Rektor.

Data

SK Rektor

Rekonsiliasi

Data Mahasiswa 
Aktif

Data Piutang 
Sementara

Data Piutang 
Sementara

Data Piutang hasil 

Konsep Data
Piutang Definitif
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

-

-

-

Upaya-upaya Penagihan

-

-

c. 

-

-

UNIT REGISTRASI MAHASISWA  

Menerima SK Rektor tentang mahasiswa aktif 
(mahasiswa baru dan mahasiswa lama) yang 
menetapkan kewajiban pembayaran SPP.

Menerima Data Mahasiswa Aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP dan Data 
Piutang Sementara dari Bendahara 
Penerimaan.

Melaporkan perkembangan pembayaran/ 
penyetoran Piutang Layanan kepada BUKK 
berdasarkan Rekening Koran dari Bank yang 
ditunjuk.

Berdasarkan SK Rektor mengenai Data 
Piutang (Definitif) tersebut, Bendahara 
menyusun konsep Surat Penagihan (SPn) 
Piutang Layanan dan menyampaikan SPn 
Piutang Layanan kepada KPA c.q Kepala BUKK.

Menerima SPn Piutang  Layanan dari Kepala 
BUKK.

Mengawasi pembayaran dan penyetoran 
Piutang Layanan berdasarkan Rekening Koran 
dari Bank yang ditunjuk.

Dalam hal terdapat SPn Piutang Layanan yang 
belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, 
Bendahara Penerimaan melaporkan kepada 
BUKK. 

SK Rektor

Data

Data Piutang 
Sementara

SK Data Piutang 
(Definitif)

Konsep Surat 
Penagihan (SPn) 

SPn  Piutang

Pengawasan 
Pembayaran dan 

Penyetoran 

Lap. Perkemb.
Pembayaran 

Laporan SPn 
Piutang macet
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

-

-

d. 

-

-

Kepala BUKK menerima dan menandatangani 
SPn Piutang kemudian disampaikan kepada 
Pihak Terutang (mahasiswa) melalui jasa 
pengiriman tercepat dengan tembusan 
kepada Unit Registrasi Mahasiswa, Fakultas, 
Pasca Sarjana dan Jurusan, Bendahara 
Penerimaan.

Berdasarkan Laporan SPn Piutang Layanan 
yang belum dilakukan pembayaran/ 
pelunasan dari Bendahara (piutang macet), 
Kepala BUKK menyusun konsep surat 
keputusan penghentian mahasiswa (DO). 
Selanjutnya menyampaikan kepada Rektor.

Melakukan rekonsiliasi/ konfirmasi antara 
dokumen Data Mahasiswa Aktif yang belum 
melakukan pembayaran SPP dan Data 
Piutang Sementara dari Bendahara 
Penerimaan dengan data mahasiswa aktif 
berdasarkan SK Rektor pada Unit Registrasi 
Mahasiswa. 
Hasil konfrimasi Data Piutang Sementara 
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

BIRO UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 
(BUKK)  

Konfirmasi

Yatidak

Sementara

Data Piutang hasil 
konfirmasi

Konsep SPn 

SPn Piutang
SPn Piutang

SPn Piutang

Lap. 
Perkemb.Laporan SPn 

Piutang macet

Konsep SK 
penghentian 

mahasiswa (DO)
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REKTOR BENDAHARA 
PENERIMAAN

UNIT REGISTRASI 
MAHASISWA

BIRO UMUM 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

"SOP Pengelolaan Keuangan BLU Untirta 2014"  75



PENGELOLAAN PIUTANG - TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

B 2 PENGELOLAAN PIUTANG TGR/TP

a. 

- 

a. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada 
Pejabat/Pegawai selain Bendahara, 
dan/atau

b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) khusus 
kepada Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Pengeluaran. 

- 

- 

b. 

- 

- 

REKTOR/KPA

Rektor selaku KPA menetapkan Surat 
Keputusan (SK) mengenai :

SK TGR/TP disampaikan kepada Kepala BUKK 
dan sebagai pertinggal.
Rektor menerima dan menetapkan Surat 
Keputusan tentang Penghapusan Piutang 
TGR/TP.

Menerima Surat Keputusan tentang  Piutang 
TGR/TP.

Berdasarkan SK, Kepala BUKK menerbitkan 
Surat Penagihan (SPn) Piutang TGR/TP.

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

BIRO UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 
(BUKK)  

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

Mula

SK TGR
SK TP

SK TGRSK TP

SPn Piutang 

Konsep Surat
Penghapusan 

Piutang TGR/TP

Surat Penghapusan 
Piutang TGR/TP
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REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

- 

- 

- 

- 

c.

-

Menerima Piutang Negara Sementara Belum 
Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN terkait 
dengan Piutang TGR/TP yang tidak dapat 
ditagihkan.
Atas dasar PSBDT dari PUPN dimaksud, Kepala 
Biro menyusun konsep surat penghapusan 
Piutang TGR/TP beserta PSBDT. Selanjutnya 
menyampaikan kepada Rektor.

BENDAHARA PENERIMAAN

Menerima SPn piutang  TGR/TP .

Dalam hal sampai dengan SP ketiga, 
Pejabat/Pegawai/Bendahara yang 
bersangkutan belum melakukan 
pembayaran/pelunasan TGR/TP, Kepala BUKK 
menyerahkan urusan penagihan kepada 
Panitia Urusan Piutang  Negara (PUPN) - DJKN.

SPn Piutang TGR/TP disampaikan kepada:
1. Pejabat/Pegawai/Bendahara yang 
bersangkutan.
2. Bendahara Penerimaan.
3. Rektor.
Berdasarkan Laporan SPn Piutang TGR/TP 
yang belum dilakukan pembayaran/ 
pelunasan, Kepala BUKK menerbitkan Surat 
Peringatan (SP). 
Kepala  BUKK menyampaikan SP kepada:
1. Pejabat/Pegawai/Bendahara yang 
bersangkutan.
2. Bendahara Penerimaan.
3. Rektor.
4. Pertinggal/arsip.  

Laporan  
Perkembangan 

SPn Piutang 

SPn Piutang 
TGR/TP

SPn Piutang 
SPn Piutang 

Laporan SPn Piutang 
TGR/TP belum dibayar

Surat 
Peringatan (SP)Surat 

Peringatan (SP)Surat 
Peringatan (SP) 

ke-3 

PSBDT

Konsep Surat
Penghapusan Piutang 

TGR/TP

Surat 
Peringatan (SP) 

ke-3
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REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

-

-

-

d.

-

-

-

- Menyetorkan ke Kas Negara terhadap 
piutang TGR/TP yang berhasil ditagih.

- Menerbitkan Piutang Negara Sementara 
Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan 
menyampaikan ke Rektor.

Mengawasi pembayaran dan penyetoran 
Piutang TGR/TP berdasarkan Rekening Koran 
dari Bank yang ditunjuk.
Dalam hal terdapat SPn Piutang TGR/TP yang 
belum dilakukan pembayaran/ pelunasan, 
Bendahara Penerimaan melaporkan kepada 
BUKK. 
Melaporkan perkembangan pembayaran/ 
penyetoran Piutang TGR/TP kepada BUKK 
berdasarkan Rekening Koran Bank yang 
ditunjuk.

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)

Menerima SP piutang yang tidak dapat 
ditagih dari BUKK.

Melakukan upaya-upaya penagihan kepada 
penanggung utang.

Menindaklanjuti hasil upaya-upaya 
penagihan:

Pengawasan

Laporan  
Perkembangan Laporan SPn 
Piutang TGR/TP 
belum dibayar

Surat Peringatan 
(SP) ke-3

Setor ke 
Kas Negara

Upaya-upaya 
Penagihan

PSBDT
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REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)

BENDAHARA 
PENERIMAAN

PANITIA URUSAN 
PIUTANG NEGARA 

(PUPN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN OUTPUT DOK

No. 
URUT KEGIATAN

UNIT / PEJABAT
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN UTANG 

  
I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  

II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan utang di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  
III. DEFINISI Pinjaman BLU adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLU menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLU tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengelolaan pinjaman jangka pendek.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-C)  

VI. PENJELASAN  a. Bendahara Penerimaan 1. Bendahara Penerimaan melaporkan kekurangan dana PNBP untuk membiayai kegiatan yang bersumber dana PNBP dalam 1 (satu) semester kepada Rektor, disertai 
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data pendukung. Laporan dan dokumen pendukung dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli disampaikan kepada Rektor, sedangkan copiannya sebagai per tinggal. 2. Menerima SK tentang perikatan pembiayaan/pinjaman jangka pendek dari Rektor, selanjutnya melakukan pengawasan terhadap realisasi pencairan pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dimaksud berdasarkan Rekening Koran. 3. Melakukan pencocokan antara laporan dari Bank mengenai realisasi penerimaan pembiayaan/pinjaman dengan SK tentang perikatan pembiayaan/pinjaman jangka pendek dari Rektor. - Apabila tidak sesuai, melaporkannya ke Rektor. - Apabila telah sesuai, mencatat penerimaan pembiayaan/ pinjaman dimaksud dan menyampaikan ke Operator SAKPA. 4. Menyampaikan laporan penerimaan pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dari pihak lain beserta Rekening Koran secara berkala kepada Rektor dan Kepala BUKK.  b. Rektor/KPA  1. Berdasarkan laporan dan bukti pendukung mengenai kekurangan dana dari Bendahara Pengeluaran, Rektor memerintahkan Kepala Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan (BUKK) untuk mencari dana pinjaman jangka pendek. 2. Menerima dan meneliti/mengkaji usulan perikatan pembiayaan/pinjaman jangka pendek dengan pihak lain yang disampaikan Kepala BUKK. - Apabila tidak memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan/ pinjaman jangka pendek  dan/atau kriteria tertentu sesuai kewenangannya, maka Rektor mengembalikan usulan perikatan dimaksud kepada Kepala BUKK untuk dilakukan perbaikan atau mencari alternatif sumber pembiayaan/pinjaman lainnya. - Apabila telah memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan/ pinjaman jangka pendek  dan/atau kriteria tertentu sesuai kewenangannya, maka Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang perikatan pembiayaan/ pinjaman jangka pendek.  - SK dibuatkan dalam 3 (tiga) rangkap, selanjutnya menyampaikan SK tentang perikatan pembiayaan/pinjaman jangka pendek dimaksud kepada Kepala BUKK dan Bendahara Penerimaan. 3. Kewenangan pemberian persetujuan atas pinjaman jangka pendek diatur sebagai berikut: a. Pemimpin BLU untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN(RM) dan hibah terikat. b. Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN(RM) dan hibah terikat. 
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c. Pemimpin BLU atas persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga bagi BLU yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN(RM) dan hibah terikat. d. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dimaksud adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada kementerian/lembaga yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman jangka pendek.  4. Rektor/KPA melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek berdasarkan laporan dari Bendahara Penerimaan.   c. Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan (BUKK) 1. Berdasarkan disposisi dari Rektor, Kepala BUKK mencari sumber pembiayaan/ pinjaman jangka pendek kepada pihak lain.  a) Pihak lain dimaksud dapat berupa badan usaha dalam negeri baik lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, badan usaha lainnya atau BLU. b) Pembiayaan/pinjaman dimaksud dilakukan dengan ketentuan: 1) merupakan pinjaman yang bersifat jangka pendek. 2) dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran. 3) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional.  4) pengeluaran yang bersumber dari pinjaman dimaksud memberikan manfaat jangka pendek. 5) aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek dimaksud. c) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan penjaman jangka pendek adalah: 1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan dana pembiayaan/pinjaman telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran BLU tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari PNBP tidak/atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud. 2) Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. 3) Saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud. 4) Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN (RM) dan hibah terikat.  2. Setelah melakukan kajian terhadap kebutuhan dana dan pihak sebagai sumber pembiayaan/pinjaman, Kepala BUKK mengajukan usul perikatan pembiayaan/ 
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pinjaman jangka pendek dengan pihak lain kepada Rektor untuk mendapat penetapan. Konsep usul perikatan pembiayaan/pinjaman jangka pendek dengan pihak lain dimaksud dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli disampaikan kepada Rektor, sedangkan copiannya sebagai per tinggal. 3. Berdasarkan SK perikatan pembiayaan/pinjaman jangka pendek dengan pihak lain yang disampaikan Rektor, Kepala BUKK melaksanakan perikatan pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dengan pihak lain. Pelaksanaan perikatan pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dengan pihak lain dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman, minimal memuat: a) pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman. b) jumlah pinjaman. c) peruntukan pinjaman. d) persyaratan pinjaman. e) tata cara pencairan pinjaman, dan f) tata cara pembayaran pinjaman.  oooOooo 



PENGELOLAAN - UTANG 

BENDAHARA 
PENERIMAAN

REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OPERATOR SAKPA

C 1 PENGELOLAAN UTANG

a.

-

-

-

-

- Apabila tidak sesuai, melaporkannya ke 
Rektor.

- Apabila telah sesuai, mencatat 
penerimaan pembiayaan/ pinjaman 
dimaksud dan menyampaikan ke Operator 
SAKPA. 

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

Melakukan pencocokan antara laporan dari 
Bank mengenai realisasi penerimaan 
pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dari 
pihak lain dengan SK tentang perikatan 
pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dari 
Rektor.

No. 
URUT

KEGIATAN

BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan melaporkan 
kekurangan dana PNBP untuk membiayai 
rencana pengeluaran dalam 1 (satu) semester 
kepada Rektor, disertai data pendukung. 

Menerima SK tentang perikatan pembiayaan/ 
pinjaman jangka pendek dari Rektor.

Menerima laporan dari Bank mengenai 
realisasi penerimaan pembiayaan/ pinjaman 
jangka pendek dari pihak lain beserta 
Rekening Koran.

Mulait

Bukti/ Data
Lap.

kekurangan

SK Perikatan 
Pembiayaan/ 

Lap. Realisasi 
Penerimaan 

Pembiayaan/ 

teliti

Ya
tidak

Lap. 
Pertanggung-Lap. 

Pertanggung-
jawaban 

Lap. 
Pertanggung-

jawaban 
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BENDAHARA 
PENERIMAAN

REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OPERATOR SAKPA

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

-

b.

-

-

-

-

- Apabila tidak memenuhi ketentuan yang 
mengatur  mengenai pembiayaan/ 
pinjaman jangka pendek  dan/atau kriteria 
tertentu sesuai kewenangannya, maka 
Rektor mengembalikan usulan perikatan 
dimaksud kepada Kepala BUKK.

Menyampaikan laporan penerimaan 
pembiayaan/ pinjaman jangka pendek dari 
pihak lain beserta Rekening Koran kepada 
Rektor dan Kepala BUKK.

REKTOR

Menerima laporan kekurangan dana PNBP  
yang disertai data pendukung. 

Berdasarkan laporan kekurangan dana PNBP  
dimaksud, mendisposisikan/ memerintahkan 
Kepala BUKK untuk mencari dana pinjaman 
jangka pendek.

Meneliti dan mengkaji usulan perikatan 
pembiayaan/ pinjaman jangka pendek 
dengan pihak lain yang disampaikan Kepala 
BUKK. 

Menerima usulan perikatan pembiayaan/ 
pinjaman jangka pendek dengan pihak lain 
dari BUKK. 

teliti

Ya
tidak

Bukti/ Data
Lap.

kekurangan

Disposisi/ 
perintah

Konsep/ Usul 
perikatan 

pembiayaan

jawaban jawaban 
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BENDAHARA 
PENERIMAAN

REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OPERATOR SAKPA

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

- Apabila telah memenuhi ketentuan yang 
mengatur  mengenai pembiayaan/ 
pinjaman jangka pendek  dan/atau kriteria 
tertentu sesuai kewenangannya, maka 
Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) 
tentang perikatan pembiayaan/ pinjaman 
jangka pendek.

-

c.

-

-

-

- Atas dasar Surat Keputusan (SK) tentang 
perikatan pembiayaan/ pinjaman jangka 
pendek dimaksud, Kepala BUKK 
melaksanakan perikatan pembiayaan/ 
pinjaman jangka pendek dengan pihak lain.

Menyampaikan Surat Keputusan (SK) tentang 
perikatan pembiayaan/ pinjaman jangka 
pendek kepada Kepala BUKK dan Bendahara 
Penerimaan. 

BIRO UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 
(BUKK)  

Menerima disposisi/perintah dari Rektor 
untuk mencari dana pinjaman jangka pendek. 

Mencari sumber pembiayaan/pinjaman 
jangka pendek kepada pihak lain. 

Mengajukan usul perikatan pembiayaan/ 
pinjaman jangka pendek dengan pihak lain 
kepada Rektor untuk mendapat penetapan. 

mencari sumber 
pembiayaan

SK Perikatan 
Pembiayaan/ SK Perikatan 

Pembiayaan/ 
Pinjaman

Disposisi/ 
perintah

Konsep/ Usul 
perikatan 

pembiayaan

SK Perikatan 
Pembiayaan/ 

Pinjaman
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BENDAHARA 
PENERIMAAN

REKTOR/KPA
BIRO UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN (BUKK)  

OPERATOR SAKPA

UNIT / PEJABAT

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTTPUT 
DOKUMEN

No. 
URUT

KEGIATAN

Melaksanakan 
Kegiatan 

berdasarkan
Perikatan
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Pedornon Pelahtsnoan

ttandar 0percti Protedur (l0P)

D, PEHGADAAIT BARAilC DAN fA'A

(D) : Pengadaan BaranA dan Jasa

(D1) : Pen$adaan Barangl,/Jasa Lainnya > Rp 2OO it;

(D2) : Pengadaan Jasa Konstruksi > Rp 2OO it;

(DS) : Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp 5O it;

(D4) : Pengadaan Barangl,/Jasa,/lainnya sd Rp 2OO it;

(D5) : Pengadaan Jasa Konsultansi sd Rp 5O jt.

SOP Pengelolooa y,ewngan Badon Loyonon Urnun Untifto 2074
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STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)

PENGADAAN BABANGruASA I.AINNYA

, (NltAl PAKET > RP 2OO JU[A)

METODE PEI..EIANGAN SEDERHANA/IERBAIAS/UIIUM

SOP Pengelotoon Keoongon Bl,don Lote,r',on Urnum Unthtd 20i1



KEMtrNTERIAN PENDIDIKAN DAN Kf, BUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKIA PENGADAAN BANANG DAN JASA LAINNYA

Jalan Raya Jaka.ta Km.4 Phonc (0254) 280330 Fax 281254 Pakupatan-Senng

V. DOKUMEN/R.EKAMAN MUTU/TORM

r. DIPA Universius Sultan ASeng Tirt yas! No. DIPA-{)2}-04.2.6631012013 Targgal 5

Desember 20 I 2;

b. Rcncana Umum Pengrdaan (RUP) Barang rst termrsuk Sw.lelola;

c. Kcrangks Acuan Kcrjt (KAK) arau Tcrm Of Rcfcrlnc. C[OR);
d. SuJar Penclapan Renclna Pelalsanarn Pcngadtan BlranglJ6a;

e. Dokumen Pengadaan/Scleksi/Pcmilihan;

f. Fomulir Kualifikasii

& Dokumcn Pena*arun;

h. Surat Penctapan P.mcnang Pcnycdia Barang/Jase;

i. Surat Penunjukan Pcnycdia Ba6ng[.sr (SPPBJ)i

j. Su6t Perjanji.o (Korml);
k. Surat Pe.intah Mulsi K.rja (SPMK);

l. Bcrit Acrr! Sc.!h Tcrima Pckedaan (BASTP);

rn. lrporan Palakslnsan Pcrgdsan BaEng/Jrss;

VI. INSTRUKSI KERJA

a.

b.

c.

d.

ie.

Pcraruran Presidcn Nomo.54 Tahxn 2010

Tcntang Pengadaan BararyJasa Pcmerintah;

Pcraturan Presidcn Nomor li Tlhun ?0ll
tcntang Perubahsn Pcrtamt Perpres 54

Tlhun 2010 t.nlang Pcngadaan Barang/Jts!

Pcmarintah:

Paraturan Prcsidcn Nomor 70 Tahun 2012

tertang Perubahan Kcdua PcrPres 54 Tahun

2010 tenhog Pcngadatn BaranS/Jasa

Pcmcrintah;

DIPA Untina Nomor DIPA-

021.04.2.661l0l/201I Tan&gal 5 Dcscmb€r

2012;
Kcputusan Mcnteri Pendidikan dan

Kcbudayaan Nomor 739/A.Al/KUr0ll
Tlnggal 30 Januari l0l3 Tentang

Pengangkaran Pejabat Pcrbendaharaan /
Pcn8clola Keuangani

I Pcrka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentan8

Pctunjuk Teknik Pcrprcs 70 Tahun 2012;

g. SK Rcktor TcnlanS Peng.ngkatan Pejabat

Pcmburt Komitmcn di Lingkungan Unlitts;
h. SK Rektor Tcntang PcnBangkal Pcjabal

PenSadaan BaranS/lasa di Lingkungan

Un(irta;
SK Rektor Tentang Pergangkatan Pejabal

Pcncrima Hasil Pckcrjean/Barang

Kurlifikssi PGl.ks.na

a. Kuto Pcngguna ,lrtgptort (KPA)

Unive6itas Sultan Agen8 Tirrayasa;

b. P.jobat P.rnbuar Xornilrd.n (PPn den$an

sya6l - syarat scbdgai bcrikut:
- Mcmilikii cgritas:
. Mcmiliki disiplin tinSSgi;

- Mcmiliki tsnggung jawab dan kualifikisi
icknis sctu manrjrrial untuk meldksanrkan

lugas;

- Mampo mcngambil k.putussn, t niDdak

tcgas dan mcmiliki keteladanan drltm
siksp pdihku scrts tidak p.m.fi terlibat

KKN;
- Man.ndstanganiprktaintcSrilas;
- Tidak menjabat scbagai PPSPM atau

bcndahara;

- Mcmitiki serlifikal Keahlian Pengadaan

Barsng/Jsst:

c. K.pala ULP / Polia ULP / P.iabat
Pengadaon B/J dengan syarat - syaral

sebagai berikut
- Mcmiliki intctritls, disiPlin, dan Bnggung

jawab dalam melaksEnak8n lugas;

- Memahami pekcrjaan yang akao diadakan;

- Memahami jenis pcketjaan tertentu ylng

rnenjadi tugas ULP/Pokja ULP/P.jabat

Pengadaan yang bctsangkutan;

Dessr Hukrm
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POK.IA PENGADAAN BARANG DAN JASA ILIINNYA

Jalan Raya Jakana Km. 4 Phone (0254) 280330 Fax 281254 PakuPalan-Serang

a. Pejabat Pengodaan adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk

melaksanakan Pengadaan bngsung;

f. P.Jobol Penerima Hatit Pekeriaon dddlah p€jabar yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggtmn

(KPA) yaDg bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

g. Sotuii lingo"i Lrlem (SP[ adalah satuan kerja yang melikukan pengawasan melalui

' 
pend".pinga-n, reviu, evaluasi, p€mantauan dan kegiatan pengawasan terhtdap Penyelenggaraan

lugas d.n fungsi organisasil

n. iiaycaia Airanl/Jaa; adalah badan usaha atau omng perseorangan yang menyedialan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa L,innya;

i. iia;d*at XiaAtian Per.gadaor. Barang/lasa; adalah tanda bukti-pengakuan dari pemerinlah atas

kom-oetensidan kemampuan profesi di bidanS Pengtdaan BErang/Jasa;

i. Siakelola.,adalahpengadaa; Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dary'atau

'diu*u.i".nditiot"hUn-iversitasSultanAgengTirtayasas€bagaipenanggungjawabanggai-an;

k Do*umen Pengaddani adalah dokumen yang ditetaPkan oleh Pejabat 
-Pengadaan 

yang memuat'' 
iniormasi aan t_-erentuan ).ang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jesa;

t. ioitra* Pengadaad Birarrg/toso: adalah p€rjanjian tertulis antara Pejabal Pembual Komilmcn

dengan Penycdia Barang/Jasa atau pelaksana swakclola;

^.i"iliogor' 
Uaum: iddah rneiode pemilihan Penycdia Barang'-Pckerjaan Konsttuksi'/Jasa

- ;;;t; untuk scmua pekerjaan yang daPat diikuri oleh semua Penyedia Barang/Pekcrje'n

Konstnrksi/Jasa t innya yang memcnuhi syamt;

n. Pelelaagan Tcrbata; ialai metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Korstruksi dqrgan
''' 

j-rrtut 'n"ny"aiu y"ng ,"rpu melalsanakan diyakini lerbatas d6n unluk pekerjaan yang

kompleks;

o- Piteianson Sedcrhana; adal^h metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan

yans b;ilai paling tinggi Rp 5-000 000.000.00 (lima milv6r rupiah):

". 
b"iiiino" Lontsiag;ialih merode pemilihan Penyedia Pekcrjaan Konstruksi untuk pekcUaan

' vane bemilai Dalins,tinesi Rp. 5.000 000.000,00 (lima milyar ruPiah);

o.'iiii*ii i-uh, 
^iulahietode 

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pekerjaan yang dapat

diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsulunsi )'8ng memenuhi sy'ral:

r- seleksi Sede.han$ aiahh metode pemiliha; Pc;yedia Jasa Konsultansi untuk Jasa KonsulEnsi

vane bemilai paline tinggi Rp. 20O.0OO.OO0'00 (dut ratusjura rupiBh)i

" 
;;;Z;;r;;, iaai"i mcioa"'pcmirihan Penvedia Jasa vang memperlombakan Sagasan o'isinal'

kraetifitas ian inovssi tcftentu yang hargs/biayanya tidak daPat ditettPkan berdasatkao Harga

Satuan;

r. foirci aaaUn *etode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda lertcntu

yung tiaut.".prny"i irarga pasar dan harga/biayanya lidak daPal ditetapkan bcrdasarkan Harga

Satuan;

,. 
-i-iiriiu*oo 

Longsunti adalah mclode Pemilihao Penyedia Barang/Jasa denSan cara menunjuk

langsung I (satu) Penyedia Barang/Jasa;

u. i"igoaior' tongrrag; adalah P-engadaan Barang/Jasa langsung kePada Penyedia Barang/Jasa'

tanoa mel.tur PelelarRan/Seleksi/Penunjukan LangsunBi

*.it'io-ii*ro, adalai usaha produktii milik orang perseorangarr dtn/atau badan usaha yang

memenuhikriteriaUsahaMik'osebagaimanadimaksuddalamundang.undangyangmengalur
mcngcnai Usaha Mikro, Kecildan Menentah

*. iiiii i.iir"", adalah jaminan tenulii yang b€rsifat nudah dicairkan tan lidak bersyarat

(inionditionol), yang dikiluarkan oleh Bani Uirum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi

v""e ii.;;trk".ilti Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/KelomPok Kerja ULP untu menjamin

terp€nuhinya kewajiban Penyedia BaranS/Jasa;
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
POKJA PENGADAAN BARANG D)N JASA LAINNYA

Jalan Raya Jakarta Km.4

- Memiliki Sertifikat Keahlian pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi
yang dipersyaratkan;

- MenandatanganiPaktalntegritas;
d. Ponitio/P.joba, Penerirno Hasil pekctjaan

dengan syaBt - syarat sebagai beriknt:
- Mcmiliti integritas, disiplin dan hngtung

jawab dalam melaksanakan tugasi
- Mcmahami isi konaak;
- Mcmiliki kualifikasi te*nis:
- Menandat ngani Pakta lotegritas;
- Tidak menjabat sebagai ppspM alax

b€ndaha.a.

proledur Pengadaan;

Pibak Terkair

s. Kuasa Pengguna Anggrr"n (KPAI
b. Pejabat Pcmbuar Komitmen (ppK);
c. Pokja ULP;
d. Pa4jtia Penerima Hasil Pekerjaan (ppHp);
c. Penyedia Barang/Jasq
f. Fakultas/Unit/Lembaga;

b.

d.

t

h.

A (POK) Untirta Tahun 20t3;
Rcncana Umum Pengadaan (RUP);
Kc6ngka Acuan Kerja (KAK);
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HpS);
Dokumen Pengadaan;

Dokumen Kualifikasi:
Dokumen Penarvaran;

Dokumen SPK dan SPM

F;;

'OP 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNTVERSITAS ST'LTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (t]LP)

POKJA PENCADAAN BJIRANG DAN 
'ASA 

LAINNYA
Jalan Rryr Jaklna Krn. 4 Phonc (0254) 280330 Fax 2E I 254 Pakup-.F.r.Fg9!!rq _-=-_

VII. ALIR PROSES PELAKSANAAN

ULP

No
rPK KPA PP'IP (ElIil

I

t-
7

RIJP: I
tPo() r t

(POX) drtr RUP

l

! Hl!r

S.ndd {HPS) t
OHS. aPS .l!

Hrt

sodi.i IHPSI

7(y!0r 2

t -l r€-

(0..n) t l

7

I Sp6ifir8i
T.\iis & AoQ:

t
t-

l

t-
o

L oot

l

6

----

f



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKJA PENGADAAN EARANG DAN JASA I./,TNNYA

Jalar Raya Jakatu Km.4 Phona (0254) 280310 Fax 281254 Pakupatan-Serang

ll!3il

(BAJ{P)

Hril

(B^Xn

I

t6

6PPUI

Dot.

Dol-

AAHP

L

a^'l?. sP?Bl.

rt

t9

(aatTP)lt_
lrio"r

:0

lIt1

t8

II. PENUT1JP

Dalam pclaksanaan proses Pengadaan BadnS/Jasa dcngan Mclode Pelelangan

Scderhana/Terbatarumum unluk jcnis Pck.rjaan Pcngadaan Barang/Jasa Lainnya' semua alir

proses diharapkan dapat dijalankan olch scmur pihtk dengan penuh rasa tanggungjawab y'ng

akan bennanfaat para pernangku kebijak.n t.tkait Pclaksanaan Pcngclolaan Pengadaan

Barang/Jasa.

SoP Pengeloloon Keudngon Bdddn Loydnon Umufi Untifto 2014
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STANDAR OPERAS! PROSEDUR (SOP)

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

(NltAr PAKEI > RP 2OO JU[A)

METODE PEMIUHAN LANGSUNG/PE1,EI-ANGAN UMUM
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKIA PENGADAA N JASA KONSULTANSI DAN KONSTRUKSI

Jalan Rayr Jakana Km.4 Phonc (0254) 280310 Fax 281254 Pakupatan-Senng

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SO P)

PENGADAAN JASA KONSTRUKST

NII.AI PAKET > 2OO JUTA METODE PEMILIHAN LANGSUNG/PELELANGAN UMUM

I. TUJUAN

gotdord Operuting Ptoc.dr€ (SOP,, ini b€ttujlan untuk:
"j--**,1" 

""ra- 
p.ngnaeen ir.onglr"s" m'chloi M"tod" Pemilihan Langsung/Pelclengan Umum

..-h'L p.nordMn hsa Konsttuk$ vang mcrup'k'n l'buluh'n ope6sionll dcnS$ nilai Paker diltls

ll,':il11ffi,,;o?* it* i,ri "ipi"ttl 
tiniversitas Sultan Ageng Tinavasa v6ns' diltksantkln

m;hlui Penv.dia BaEnYJrt!.

It. RUANG LINGKUP

Standord Oryrating Ptoc.dur. (SOP) ini 
'n'lionti:;:1";dr'"; ilrg dan Ja-sa tainnya yani rncnggunak"n Teknotogi scdcrhana sampai dcngan

yeng mcnggunakan Taknologi Kompleks;

b. i'ctu=njuk opcrasional Kcgiatan (PoK) Untirr';

Rcnc.na Umum P.ngad.an (RUP):

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

Pcjabat Pembuat KoInitm.n (PPK):

Kclompok Kcrja (Pokja) ULP:

Prnitia Pencrims Hasil Pckcrjaan:

FlkullasnJsi/Lcmbagt lcrkait;

ITI. REFERENSI

a.

b.

Pcmrcs 54 Tahun 20l0 Tcnung Pengadarn Barang dan Jasa Pemerintah;

;#;; i;;roiz'i",t igii,u"r'"n Kcd-ua Pcrpres 54 Tahun 2010 T'ntans Pensadatn

Barang da,l Jssa P.merintth;
i"_,r"*" rrl""i"ri K.uangan No. tgo/pMK.os12o 12 TentanS Tara c.ra PembayaBn Dalam

Rancka Pclaksanlan Anggaran Pendapaun dan Bclanja Nc8ara;

i,"'i.1'Lipp lt". iq r"rt,i-2o12 T"nt-g P"tunluli Tcknis PerPres 70 Tahun 2012:

V. ISTILAH DAN DEFINISI

P.nlodaon Btrrang/Jaso P.m.tinloh yang sel'njutnya disebut dengan Pengedaan BaDng/Jasa

Iffi" 
"*,"'"."'i"i*- 

..-p.,or.r' 'a"I""yl"i" ileh- Kemenrerian/Lembaga/satuan Kerja

Peranekat Dtcrahlnsliltrsr vang p.or..nii iit't"i dari Pcrencanaan k'buluhan sampai

discl&ikannya scluruh kcgiatan untuk mcmPcrolch BarangDasa'

;;;;;;,; iigrr; gPA) adatah piabx vang diietapkan olch Pcnssun! Ansgaran (PA)

untuk menSgunaksn APBN;

iiiii"f iiliiii i"^n-2d CPK) adatdh Pejablr vans bertantgung jawab atas pclakanaan

Pcngadaan Barang/Jasa;

i;;; L;r;"" Fcngndonri adalah unk organisasi di linglungan univ'rcitas 
-sultan 

Ageng

i;;6 r";; bcrfingsi rnelaksanakan Pcniadaan Barang/Jasa vang be'sifat pcrmanen' dapat

bcrdiri seniiri atau mcl€kal pada uoit yang sudah ada;

SOP Pengelolodn Keudngon Bodon Loyonon U,nutn Untidd 2074



c.

8.

mclaksanakan Pengadaan LsngsunS;

t. P.Jobot Pe n e ima H Lsil Pe *erJdd n .d.lah pcjabat yang ditunjuk olch Kuasa Pengguna Anggamn

(KPA) Yang bertugas memeriksa dsn menerima hasil Pekcrjaan:

Sdluan Pengawas Idtern (SPo idalah s6tuan kerja yang melakukan pengawasan mclalui

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSTTAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKJA PENAADAAN LASA TONSCLTANSI DAN KONSTRUKSI,.

Jalan Raya Jakart. Km. 4 Phonc ioisl) ztdrro f"* zst254 Pakupatafl-sqang

Peiobot Pengddaon adalah pejabat yang diunjuk oleh Kuasa Pcngguna Anggaran (KPA) untuk

Srtu6ni
irri."l 

"a"r"n 
merode pcmilihan Pcnycdia Barang yang mcmP'rlombekan bamnS/b€ndt lcnenlu

;;; ,il;;;;ny"i iarg, pasat dan h"tg"/biav-anvaiidat dapat aitctapkan bcrdasarlon Harsa

till.X)*t, 
Langsungt adalah mdode pcmilihan Peny'dia Barang/Jasa dcngan cara ncnunjuk

lanpsunc I ($lu) Penyedia Baran8/Jasa;';:;;rl;:,;;;;;;';;,-"ia"r' ri"i,a""" Barans/rasa lanssuns k'Pada Penvedia Barang/Jasa'

tani mclalui Pelclangan/Sclcksi/?cnunjukrn Langsung;';;tr;;;;;;,-;;;T 
usatra pma,rrrii iiiir oine-p"o-."n8rn d! ersu badan usrha v'ns

;;;nulii'k;;.;i"U.aha Mikro scbagaimana di'n;kud daltm undln8-undanS vans mcnSarut

mcnS.nai Usaha Miko, Kccil d.n McncoSah

Surat laminott: adalah jamtnan ,"nu"!-y"ng bersifat mudah dicairksn dan tidak bcrsyant

(mconditionot , yang dikcluarkan olcn gini Uilum/P"ttsahaan Pcnjati^:nl-*T:"1t-',:j,tl
i"". ii*rar,ilirir"i penycdia Ba nS/Jas. kcpada ppK,/K.lompok Kcrja ULP untu mcnl.mrn

icrfr nuhinya kervajiban Pcnycdia Barang/Jasai

tums dan fungsi organtsast;

, 'ii""i"'ilil""ii*r; adalah bsdan usaha atau omng pers@ranga' yaog menycdiakan

"'gu;iyp.f".j"", Korstruksi/Jasa Konsulttnsi/Jasa l.ainnya;

i s.flililar K.ohtian Pengadaon satoig/Jasa; adalah tania bukti.pcngakuan dari gemerinEh slas

kom-octcnsi dan kcmsmpuu p'ofcsi di bid'ng P'ngaddr Blr'ng/Jasa:

' 
i;;fiil Ja.j; i;#a"",i s".-yl; di;-"-p"t"t1""'nv"1i'"*"nakan' dikerialan d!d!t!u

' ;;iliffi ;il; Li*1qi,r. 91r,;qjs;:fJifJ,f#Tf,T B"j:ltr;:i j:H',Tff;X1,,",
k- Dokuman Pcngaelatn' adalah dokum- 

t"'il*i'ria"illiJriuan yang t arus aitaariolei pam pihak dalam proscs Pengadaan BaranS/Jasa;

t. 
'i)rii iie"at"a siroigunsa; ta"r"f p"'i*l'a1 tcnulis aaian Pojabat Pembuat Komitm'n

'' 
dlngun P.nyJa;" Brrang/J.sa atau Pclrksana swskelols:

n. P.l.tanl.rn l)numi adalah In"roa"'-pt'itit'"n Penycdia Barang/Pckcrjaan Konstruksi/Jss'
*;i;;;';;J 

semua pckcrjaan v",'g'a"p"t diikuri ;hh s'mu! Pcnvcdit Barans/Pckcrj"n

Konstruksiruasa L6innya Sang mcmcnuhi syarat;

. ;;i:;;;;;";,;;; "ii[i 
,"t'a" *'iirihan Penvcdia Bsrans/Pckcrjean Korstruksi dcnsan

jumlah Penyedia yang mampu mcla'Gnakan diyakini lcrbatas dan untuk pekerjaan yang

pcndampingan, reviu' evaluasi, Pcmantauan dan kegiatan pengawas.n lerhadap PenYclenggrraan

kompleks:

o. Peleldrrgan Sederhonot adalah merodc Pcm ilihan Penycdi. BaranS/Jasa Lainnya ufltuk pek'rj'an

! ang bemilai Paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima nilya. ruPiah);

p. Pernilihni Lantsung' idalah mctodc pemilihan Peny.di! Pckc.j6an Konsiruksi untuk Pckcrjlan

)'ang bcmilai Paling tin88r Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar ruPiah);

9- Scleksi Umum; 
^dala

h mctode pcmilihan Penycd ia Jasa Konsultansi lntuk pckerjaan Yang daPar

diikuri oleh s€mua Pcnycd ia Jasa Konsultansi Yang mcmcnuhi syaraq

I Set.ki S.derhand; adalah mctodc pcm ilihan Penyedia Jas! Konsu Itensi untuk Jasa Konsuhansi

)ang bemilai paling ringgi RP. 200 000.000,00 (dua reusjut .uPiah);
bekan gag.san oaisinsl.

s. Solembaral adalah mclodc Pcmilihin Pcnycdia Jasa )rang mcmParlom

kractifitas dan inovasi tcnentu yang huga./tiayanya ridak dapat ditctaPkan badasarkan Harga

SOP Pengeloloon Keudnqon Eodon Ldyonon Ufium Unlklo 2014--ts



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. 
UNITLAYANANPENGADAAN(ULP)

. POXTA PENGADAAN JASA XONSALTANSI DAN KQNS*TRAK,, . ...
Jalan Rsya Jakrrta Km. 4 Phonc (0254) 280330 F.x 28 I 254 P6kuParan-Sc6nB

V. DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM

a. DIPA Universitas Sultan Agcng Ti(ayasa No. DIPA'023'04 2'663101/2013 Tanggal 5

Desernber 2012:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang[asa termasuk S*akclola;

Kcrangka Acu.n Kcrja (K{K) at u Tcrm Of Rcferenc. (TORX

Suaat Pen€tapan Rencana Pclaksanaan Pe[Sadaaa Barang/Jasai

Doktrmen Pengadaadselcksi/Pemilihsn;

Formulir Kualifikasi:

Dokumen Penawaran;

Surat Penetapan Pcmcnrng Pcnycdia Bttangfiasa;

Surar Penunjukan Pcnycdi. Barangfllsa (SPPBJ);

Surat Perjanjian (Kontt!k):

Slrat Prrintah Mulai Kerja (SPMK);

B.rita Acara Serah Tarima P.kcrjarn (BASTP);

Lrporan Pelaksanaan Pcngadaln Ba6ng/Jasa;

VI. INSTRUKSI KERJA

b.

c.

d.

a.

f.
g.

h.

i.
j.
k.

t.

m

Kualilikssi Pel.ksatrsDasar IIuku!|

Peraturan Prcsiden Nomor

Tcnrang Pengadaan Barsng/Jas! P.mcrinteh;

Pcraruran Prcsiden Nomor 35 Tahun 20ll
tcntang P.rub6han Pcnama Pcrprcs 54

Tahtln 2010 tentang Pcngadaan Bsrang/Jasa

Pcmcrinlah;
Pcratursn Prcsiden Nomor ?0 Tthun 2012

tcniang Pcrubahan Kcdua PcrPEs 54 Tlhun

2Ot0 lenlang Pengsdaan B.nnyJasa

Pcm.rinuh;
DIPA Unlina Nomor DIPA'

021.04.2.561 l0l20ll TangS.l 5 Dcscmbcr

2012:

K.putusan Menteri Pcndidikan dan

Kcbudalaan Nomor 719/A.Al/KU/2011
Tanggal 30 Januari 2013 T.ntanS

Pengangkalan Pejabal Pcrb€ndaharaan /
Pengclola Keuangan;

P..k. LKPP No. 14 Tahuo 2012 Tcnlang

Pctunjuk Teknik Petpres 70 Tahun 2012;

SK Rcklor TentanS PcngenSkaton Pcjabat

P.mbueI Komitrnen di LioSkung.n Unrinai

SK Rekror Tentang PcntanSkal Pejabat

P.ngadaan Barany'Jasa di Lingkungan

Untirta;

K Rektor Tentang Pengangkalan Pejabat

54 Tshun 2010

Hasil Pekerjaan/Barang

a- IGl,,sa Penggun., Anggordn

Uoiversitas Su[an AgcoS Tinayasa;

b. Pejobal Pemb4ot Koniorr.rt (PPn dengan

syarat - s)'a.at scbagai hrikut:
- M.miliki inleSrirasi

- M.miliki disiplin tinSgSi;

- Mcmiliki tane!8ung jawab dafl kurlifikesi

tcknis scna manajcaial untuk melsl5lnal(6n

lu8!s:
- Marnpu menSlmbil kcpulusan, bcrriodsk

rcgas dan mcmiliki keteladaMn dslam

sikap pcrilaku scrta ddak pernah rcrliblr

KKN;
- Il.nandalaogani pakta intcgritas;

- Tidak menj6bal sebagai PPSPM etau

bendahar3i

- Memiliki scnifikat Keahlian PcnSada6n

Barang/Jasa:

c. K.pnla IJLP / Po*ia ULP / P.)abat

Pangodaon B/l denq;an syarr _ syatai

sebsgaib.rikul:
- Mcmiliki integrilas, disiPlin, dan rangguhg

jarvab dalam melaksanakan tugas;

- Mcmahami pekcrjaan yang akan diadakan;

- Mcmahami jenis pckerja.r tenentu yang

m.nj.di tu8,as ULP/Pokja ULP/Pejab.t

Pengadaan yang bersangkutan;
dan

(KPA)

soP L Umum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN Kf,,BUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

: poKt t cENc,l,DAAN JA$A NoNSIILTANSI DAN KoNsrRUrsI

. - Jslan Rrya Jakana K!tl. 4 Phonc (0254) 280130 Fax 281251 Prtup'tsa-Serang.- .

prosedur Pengadaan:

- Memiliki Settifik.t Kcrhliar Pcngadaan

Barang/Jasa sesusi dengsn kompeteosi

yang dipersy.rathni
- McnandataoganiPEktrlntegritas:

d. Poditio,/Pejobar Pcncrhna Hasil P.k.rioan

dengan syarat - ryarat scbsgai berikut:

- Memiliki intcg.itas, disiplin dan tanggung

j.wab dalam mcl.ksrork.n lugasi

- Memahami isikontr.h
- Memiliki kualifiklsi l.knis:
- Mcmnd.tangeni Pih! lntcSrilas:

- Tid.k menj.b6l scbtgii PPSPM .t u

bcndahara.

Dokum.I Kcl.ngkrPaDPihrk T.rk lt
a,

b.

c.

d.

c-

f.
e_

h.

DIPA (POK) Untina Tlhun 2

Rencana Umum Pcng.daan (RUP);

Kcrangka Acusn Kc.j. (KAK)i

Rinchn Harga Pcrkirr.n Scndiri (HPS);

Dokumen Pengadaan;

Dokumen Kualifikasil
Dokumen Pen&r^.aran;

0t3;

SPK dan SPMDokume|l

b. P.jabat Pcmbual Komirmcn (PPK);

c. Pokja ULP;

d. Panitia Penc.ima Hasil Pck.rjaan (PPHP)i

c. Pcnyedia Barang/Jasa;

f. Faku ltas/Un it/Lrmbaga;

r. Kussa Pengguna AnSSaran (KPA);

SOP Pengeloloon Kauo,qon Bodon Ldyonon Umum Untido 2014
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UMT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKJ,1 PENGADAAN IASA KONSULI/,NSI DAN KOXSTRAKSI

lalan Raya ,atarta Km. 4 Phonc (0254) 2803lO F.x 28 I 2 54 PakuPatao-Serang

flI. ALIR PROSES PEI,AXSANAAN

E.

(tr..t)PPRP ItobrLPP(?oLir
ULP

t-I

l

(POK) Y.r,t

t]RUP:

7

S6didlHPSl

t

tl

s.ndiri IHPS)

)

7MOt2

3

HPS, Drr.

_l
5

3

T([h.nl

5

Sp.sililr6i
T.lnb & 8ooI

3
O.\

T.li.it a BqLT

l-
l

DorL
-ffir rcm

t8ru!-
lnind 206G;;,Et;;i,--"

T-J
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAI\

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKJA PENGADAAN IASA KONSUL TANSI DAN KONSTR AKSI

akana Km.4 Phone (0254) 2803 l0 Fax 281 254 Pikdpatan-Serang
Jalan RaYa J

, 
^cr.Hrsil

(BAHP)

I

l6 (BAHP)

t'l
L

Do!.

Dok.

(sPPEl)

l8
-eoroeasm

deSPMK

BiHP.SPPB.I d, SPMK

t9

20

Ko,ndl- rirci8 fit Acra

(BAsIP)

Mo}.dP.ik.n

I ai,l

l

IE

VIII. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa -dengan 
Metode 

-Pemilihan
i"rui'"/p.i"i"rg"" Umurn untuk j"nii ettt';'"'i Jasa Konsrruksi' semua,alrr Proses

diharapkan dapat dijalankan oteh ,.'nu" pirruk a"igun penuh rasa tanggung jawab yang akan

;;;;;i;;i il d-gku kebijakan terkait Pelaksa-naan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa'

Hol 6 4
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STANDAR OPERAST PROSEDUR (SOP)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

> Nt!-At PAKET SD RP 2OO JUIA (SELEKS| SEDERHANA)

> NrrAr PAKEI > RP 2OO JutA (SELEKSI UMUttt)

SOP Pengeloldon Keuongcn Bodon Loyonon Umum Untirta 2074
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN. DAN KEBUDAYAA N

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKJA PENGADAAN JASA KONSI]LTANSI DAN KONSTRUKSI
Jal., Raya Jal.ana Km. 4 Phone (0254) 280330 Fax 261254 pakuparan-serang

Stdndard Operating Procedwe (SOP7 ini bertujuan untuk:
Mcngatur tata c.Ia Pcngadaafl Barang/Jasa melalui metode Seleksi Sederhana/Umum untuk
Pcngadaan Jasa Konsultansi )6ng merupakan kcbutuhan opeaasional Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa yang dilaksanakan mclalui Penyedia Barang/Jasa baii Badan Usaha atau perseorangan_

II. RUANG LINGKI'P

I. TUJUAN

Sraidard Operuring Pt@edure lsOP,, ini meliputi:
a. Pongadaan Barang dan Jasa Lainnya yang menggunakln T.knorogi sederhana dan memiliki resiko

kccil;
b. Pctunjuk Operasional Kcgiaran (POK) Untirra;
c. Rehc.na Umum Pengadaar (RUP):
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
e. Pejabat Pembuat Komirncn (PPK):
f Kelompok Kcrja (Pokja) ULP;
g. Panitia Penerima Hasil Pckedaan;
h. Faku haYU niy'Lcmbaga tertait:

III. REFERENSI

STANDARD OPERATING PROCEDARE $OP)
PENCADAAN JASA KONSIJLTANSI

NILAI PAKET S.D 2OO ruTA METOI}E SELEKST SEDERIIANA
DAN NILAI PAKET > 2OO JUTA METODE SELEKSI UMI,M

.. Perprcs 54 Tahun 2010 Tentang PenBadaan Barangdan Jas, pemerinrah;

b. Perprcs ?0 Tahun 2012 Tenlang perubahan K.dua perP[es 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan
Brrang dan Jasa Pcmerintah;

c. Pc6turan Menteri Kcuangan No-l9O/pMK.05120!2 T€ntang Tata Cara pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggamn pendapatan dan Bclanja Negara;

d. Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Tenrang pelunjuk Teknis pcrpres 70 Tahun 2012:

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

e. Pengadaad Barcnt/losa Pen efintah yang sclanjutnya discbut dengan pengadsan Barang/Jasa
adalah. kegiatan untuk mempcroleh Barang/Jasa oleh Kcmeneteian/Lemiaga./Satuao Kerja
Perangkat Daerah/lnstitusi yang prosesnya dimulai dari percncanaan keiutuhan samp-ai

. diselcsaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
b. Kuosa Pengguno Anggaran (KP/4) adalah pejabat yang dierapkan oleh pengguna AnSgamn (pA)

untuk mcnggunakan APBN;
c. Pejabat Pembuat Komilrnen (PPK) adalah pejab.t yang be anggung jawab aras pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa;
d. Unil Lataaan Pengadaani adalah unit organisasi di lingkungan Universitas Sultan Age.g

Iidlylsa ylng berfungsi mclaksanakan pengadaan Barang/1asa-yang bersifat permanen, dapai
berdiri sendiri arau mclekat pada unit yang sud;h ada;

e. Pejabnt Pengddaah adalah pejabal yang ditu njuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk

Boddn U^tirld 2074



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

PORIA PENGADAAN JASA I{ONSULTANSI DAN I{ONSTRUI$I
Jalan Raya Jakarta Km. 4 Phone (0254) 280310 Fax 281254 Pakubatan-Sarang

f. Pejaba, Peneirna Hotil Pekerjaaa adalah yjabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)ysng bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

E Satuan Pebgawos Inlerd (SPI) adalah satuan kerja yang rnelakukan pengawasan melalui

pendampingan, reviu, evaluasi, pemanlauan dan kegialan pcngawasan terhadap penyelenggaman

tugas dan fungsi organisasi;

h. Penledia Bordng/Josa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan

Barang/Pekerjsan Konstruksi/Jasa Konsultansi.[asa Lainnyq

i. Seraili*at l{eahlian Pengadaan Earong/Jatd; adalah tanda buktipengakuan dari pemerinl.h atas

kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

j. Swakelolai adalnh Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direflcanakan, dikerjakan dadatau

diawasi s€ndiri ol€h Uniyersitas Sultan Ageng Tinayasa sebagai penanggungjawab anggaran;

k. Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang diietapkan oleh Pcjabat Pengadasn yang memual

infomasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Baraog/Ja$:
l- Kontrak P.nEadaan Bdtung/Jdsa; adalah perjanjian renulis antara Pcjsbat Pembuat Komitmen

dengao Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola;

m. Pelelangan Umum; adalah metodc pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh scmua Penyedia Barang/Pckcrjaan

Konstruksi/JasaLainnyayanginemenuhisyaraq,.
n. Peleldngdn T.rbalat; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan

jumlah Penyedia yang rhampu melaksanakan diyakini te.batas dan untuk Pekerjaan yang

kompleks;

o. Pelelangan Sederhazo; adalah metode pemilihan Penyedia Baranyjssa Lainnya untuk pekcdaan

y-ang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);

p. Penrilihan Lnngsuag; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ontuk pekerjaan

yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

9. Seleki Umum,. adalah rnetode pemilihan Pen):edia Jasa Konsultansi untuk pek€rjaan yang dapal

diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsuhansi yang memenuhi syarat;

r- Selaki Scdcrharro; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untlk Jasa Konsultansi

yang b€mil.i paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjula rupiah):

s. SqErnbara; adalsh mctodc pemilihan Pen)cdia Jasa yang mempcrlombakan gagasan orisinal,
kraetifitas dan inovasi tertcntu yang hargay'bia)anya tidak dapat ditetapkan berdasarkan llarga

Satuan;

r. Konteq adale:h metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda terlcntu

yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biayanya tidak dapat diletapkan berdasarkan Harga

Saluan;

u. Penunjukai Lantsungr 
^dalah 

metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk

langsung I (s;lu) Pen)-edia Barang/Jasa:

v- Pangaddan Ldngsungi adalah Pengadaan BarangJasa lanSsung kepada Penygdia Barang/Jasa,

tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung;

v. Usaho Mi*ro; adalah usaha produktif milik orang perceotangan dan/atau badan usaha yang

meoenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-r.rndang yang metgatur

mengenai Usaha Mikro, Kecildan Menengah

x. Surut Jaminad; adalah jaminan tenulis yanS bersifat mudah dicai.krn dan tidak bersyarat

(uncohditionaD, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asur.osi
yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK4(elompok Kerja ULP untu menjamin

terpenrhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa;

SoP Pengelolaon Netdngdn Bdddn Laydnon Umum Unlifto 2074i7;7
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKJA PENGADAAN TASA IONSALTANSI DAN KONSTRUNI
Jalan Raya Jakarta Km. 4 Phone (0254) 280310 Fax 281254 Pakupat n-SeEng

V. DOKUMEN/REXAMAN MUTU/TORM

a. DIPA Universitas Suhan Ageng Tirtayasa No. DIPA-023.04.2.661 l0l/2011 TangSal 5

Desember 2012;

b. Rcncana Umum Pengadaan (RUP) Baraq asa termasuk Swakelola;

c. Kerangka Acuan Keda (KAK) atau Term OfReferenct C[OR);
d. Surat Penelapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Baaang/Jasa;

e. Dokumen Pengadaan/Seleksi/Pemilihan;

f. FormulirKualifikasi;

& Dokumen Penawaaan;

h- Surat Penetapan Pemcnang Penyedia Baiang/Jasa;

i. Surat Penunjukan Pcnyedia Barang/J.sr (SPPBJ);

j. Suiat Pe.janjian (Kontnk);
k. sumt Perintah Mulai Kerja (SPMK);

l. Berita AcaIa Serah Terima Pekerjaan (BASTP):

m. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

VI. INSTRUKS! KERJA

a. Kudsd Pengguno Angguan (KPA)

Universitas Sultan Ageng Tinayasa;

b. Pejobat Pembutr Kon it en (PPK) dengan

syarat - syarat sebagai berikut:

- Mcmiliki integritas;

- Mcmiliki disiplin tingggi;
- Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi

teknis scrta manajerial untuk melaksanakan

lugas;

- Mampu mengambil keputusan, benindak

tegas dan memiliki keleladanan dalam

sikap perilaku sena tidak pernah rerlibat

KKN;
- Menandal,anganipaktaintegritas;
- Tidak menjabat sebagai PPSPM arau

bcndahara;

- Memiliki senifikat Keahlian Pen-sadaan

BaranYJasa;

c. Ikpola ULP / Pokjn ULP / Pejabat

Pengadaan B/J den$an syaral - syarat

sebagaiberikut:

- Mcmiliki integritas, disiplin, dan tang8unB
jawab dalam melaksanakan lugas;

- Mernahami pekerjaan yang akan diadakan;

- Memahami jenis pekerjaan tenentu yang

menjadi tugas ULP/Pokja UlPfPejabat

Pengadaan yang bersangkutan;

Kualifikrsi PelakJrnaDasrr IIukum

a. PeratuBn Prcsiden Nomor 54 Tahun 2010

Tcntaog Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah;

b. Pcraturan Presidcn Nornor 35 Tahun 20ll
lentang Perubahan Pertama Perpres 54

Tahun 2010 tentang Pengadaao Barang/Jas.

Pcmerintah;
c. Pemturan Prcsiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Pcrubahan Kcdua Perprcs 54 Tahun

2010 tentang Peogadaan Earang/Jasa

Pcmcrintah:

d. DIPA Untirta Nomor DIPA-

021.04.2.66710112011 Tsnggal 5 Desember

20t2;
e. Keputusan Mente.i Pendidikan dan

Kebudayaao Nomor 719IA.A3/KU/2013
Tanggal 30 Januari 2013 Tentang

Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan /
Peogelola Keuangan;

i Perla LKPP No. 14 Tahun 2012 Tcntang

Petunjuk Teknik Perpres 70 Tahun 2012;

8. SK Rekror Tentang Pengangkatan Pejabat

Pembuat Komitmen di Lingkungan Untirta;
h. SK Rektor Tentang Pengangkat Pejabal

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Untina:
i. SK Rektor Tentang Pengangkatan Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan/Barang

2014
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

- POKJA PENEADAAN 

'A8/ 
KONS'JLTANSI DAN I{ONSTTAKSI

JElan Rrya J8kana Km. 4 Phonc (0254) 2E0330 Fdx 281254 Pskupatan-Serang

prosedur Pengadaan;

- Memiliki Sertifiklt Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa s€suai dengan kompetcnsi

y.n8 d ipe.sy.ratkan;
- MenandatangariPaktalntegritas;

d. Pdnilio/Pejabot Pcnerlmo H.Ltil Pekciaoi
dengan syarat - syarat slbagai berikut:

- Mcmiliki integritrs, disiplin dao tanggung

jawab dalam molaksanakan tu8&s;

- Memahami isikonraki
- Mcmiliki ku.lifiklsi iekni6i

- Mcnandatangani Pslt lnrcgrilas;
- Tidrt menjrbCt scbagai PPSPM rtlu

bendahara.

Pih.k Tcrkait Dokumco Kcloogkrpan

a. Kuasa Pengguni Anggann (KPA);

b. Pcjabat Pembuat Komitmcn (PPK);

c. Pokja ULP;
d. Panitia Pcncrima Hssil Pckcrjlan (PPHP);

c. Pcnyedia Barang/Jasa;

f. FakultaVUniy'Lcmbags;

!. DIPA (POK) Undrra Tlhun 2013;

b. Renclna Umum Pcn8adaan (RUP);

c. Kc.angka Acuan Kcrja (KAK);

d. Rincian Harg. Pcrkitaan Sendiri (HPS);

c. Dokumen Pengadaan;

I Dokumen Kualifikasir
g. M(umcn Penawarani

h. Dokumen Kontrak, SPK dan SPMK;

SOP Pengeloloon Neuongdn Aoddn Loyonon Udurn Untittd 2Or4
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UNITLAYANAN PENGADAAN (ULP)
POKJA PENGADA,4N TASA KONSWTANST DAN KONSTRUXSI:.

Jala, Raya Jalarta Km. 4 Phonc (0254) 2E03 30 Fax 2EI254
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KEMENTER]AN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POTTTA.PENGA DAA N JASA I/f.NS ULTANSI DAi KONSTRUT$T
Jslan Raya Jakarta Km. 4 Phone (025a) 280130 Fax-2E 1254 Pakupatan-Se.arg
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PONJA PENGADAA:N JASA TO|VSUL?4FTy DAN iTONSTRAKy .- ,

Jalan R.ya ,ataita Km. 4 Phorc (D54) 2E0310 Fax 2El2j4 pskuparao-ScElg

IE

11II. PENUTUP

Dalam pelaksanasn proscs Pengadaan Bar.nyJasa dcn8en Metode Sclcksi Sederhana/Umum
untuk jenis Pckcrj.ln Jssa Konsultaasi, scmus alir pros6 diharrpkan d.pal dijal.nkrn olch
semria pihak dcngan pcnuh ras! tSrggung jawab yrng akan bermarfaat para pcmangku
kcbijakan terkah Pclaksanaan Pengelolaan pengadaan BarrnyJasa.

SOP Pengeloldon Keuongdn Bddon Loyondn Umum Untitto 2014--E

F--'
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STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)

PENGADAAN,BARANGruASA, KONSTRUKSIruASA TAINNYA

NIIAI PAKET SD RP 2OO JUTA

METODE PENGADAAN LANGSUNG

sOP Pengeloldon Keudngan Bddon Ldyonatn Umum Untitto 2074



STAN DARD O PE RATI NG PRO C E D U RE (SO P)
"prxCn 

n oL unn"NG/JAsA KoNSrRUK.'JASA LAINNYA- -
xriii iixin- i-o ionnnA METoDE PENGADAAN LANGSLNG

t. TUJUAN

lff##,Li.sffiffiiJ,,#S$#tl:,"J,1"".T1*t#t-,,"tILHHffi
i-riiil."r*" r"rg aihksanakan melslui Pcnycdia BannS/Jasa'

IL RUANG LINGKT'P

stundard Operuting Proc.dwe (sOP, ini meliouti:

!. P.n8ldaan Barang d"n r* r-"inny" vt"ii[ln'ggunakan Tekoologi scdc]htnt dan mcmiliki r'siko

kccil:
r. i"iunirt op"o"io*lKcgi'6n (POK) Untirrr:

" Rcnina Umum Pcngadaan (RUP);

d. Kulsa Penggura Anggaran (KPA)I

c. Pcjabat Pcmbuat Komitmcn (PPK);

f. Pci.b6t P€nEadaan:

p. Pciabat Pencrima H,sil Pckcrjarn:

i. Faiuhas/Uniy'Lcmbaga terkait:

III. REFERENSI

r- Pcmrcs 54 Tahun 2OlO Tcnung P'ngtdatn Btr'ng d'n Jts! Pcmcrinlah; _ _ -
;. ;#:;;;;;i6ii i"""ig p"---fr*- x'Ji" i.'p'cs 54 rahun 20ro r'n'ns Pcopd""n

Btaanq dan ,asa Pcmcnniah;

" ffi;i,:#-;;;-'[.;;"s;" No'190/?MK 05/2012 Tentans rata cara Pembavsran Daltm
- 

iii"tu i.rur."n""n Anggarrn Pendapetan dan B'lanjr Ncglrai

, iili?:l*'pt Nt'; i"irTzorz t"nt"'ng eetunjuk rcinis Pirprcs ?0 rahun 2012:

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

n. P.ngoddan Barong/lta P"n'rin'ah ysn8 selanjutnya discbut dcntan Pengadaan Barang/Jasa

sdalah kegiatan untuk mcmPcroleh ffi";];; fu .Kcmcnctciian/Lembag'satuan 
Kcri'

Pcr.ngkat Daerah/lnstitusi yang ;r#il;rnil'i 911--ft"n""n""n 
kebutuhan sampai

di""l"iit"nnyu s"lr.h kcgiaun untul memoeroleh Blrang/Jasa:

b. xuosa Pe,rgguno Aogca,an (xt'y i^;;rft"[" i"'i a[""pt"n oleh Pcnggunt An88!ran (PA)

unluk mcnggunakrn APBNi

". 
"iliro"ii7ii'ii^iinca tppxl edatah peiabar yang benanggung jawab atas pclakslnatn

Pcngadaan BaranYjlsa;

A.'iritGrr"'" Frrgodoo,i ldalah unit organisasi di linSkungan Univ€citas Sultan Agcng

Tinavasa yans bcrfirngsi mclaksanakl; ;ffiil; Barang/iasalang beaifat pcrmmcn' dapat

bcrdiri scniiri-atau melikat pada unit yang sudah ada;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TTRTAYASA

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKTA PENCADAAN BARANG DAN JASA LIIINNYA

lalan RaYa Jakarts Km.4 Phonc (0254)280310 Fax 281254 PaliuPatan-Srrang

SOP Pengeloloon Eodan Ufi



e. Pejabot Pengodaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk

melaksanakan P€ngadaan Langsung;

f- Pejobol Penerimd Hasil Pekeiaan adalah gqabat yang dilunjuk oleh Kuasa Peo8guna Anggar'n

(KPA) yang bertugas memerika dan menerima hasil pekerjaan;

g. iotuii lirg""* tnte , (sPD adalah satuan kerja yang melakukan pengawasan mclalui
" 

pendampingan, reviu, evaluasi, penantauan dan kegiatan pengawasan lerhadap Penyelenggaman

tugas dan fungsi organisasi;

h. Piaydia BirooglJoso; adal.h badan ussha alau oraflg Perseorangan yang menyediakan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;

i. serti/ilal Ne;htiw Pengadaan Banag/laa; adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas

kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jas';

j. Swaielola; adalah Peogadaan Batang/Jasa dimana Pekcrjaannya direncaoakan' dikedakan da'y'atau

di.wasi sendirioleh Universitas Sultan Ageng Tirtayas, scbagai penanSgungjawab anggaran;

k. Doku en Pengadaan; adalah dokumen ya[8 ditetaPkan oleh Pcjabal Pengadaan yang m€muat

informasi dan ketentuan yang h..us ditaati oleh pata Pihak dal.m proses Peogadaan Barang/Jasa;

l. Ib .a* Pengaddort laraag/Jasa; adalah pcrjanjian tettulis antam Pcjabat Pembuat Komitmen

dengan Penyedia BaEng/Jasa atau pclaksana swakclola:

m. Pelilangan' Umum; idalah mctode pemilih.n Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

tainny; untuk setnua p€kerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekcrjaan

. Konstruksi/Jasa Ltinnya yang mcmenuhi syaraq

i. Pelelongan fefiotns, adalah metode Pcmilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan

jumlah Penyedia yang mamPu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang

kompleks;
o. Peteiangon Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk Peke,jaan

yang bernilai paling tingg,i Rp. 5.000.000 000,00 (lima milyar rupiah);

p. b.iitiaon lingsing; adalah melode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi unluk peketjaan

yang bemitai palinS tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lirn:a milya. ruPiah)i

q. Se!,*si UmuE, adalah metode pemilihan Penycdia Jasa Konsullansi unluk Pekerjaan )'ang dapat

diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syaral:

r. Selehti Sederhona; adalah mctode pemilihan Pcnyedia Jasa Konsultansi unluk Jasa Ko$sultansi

yang bemilsi paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);

t. 
'SoyenO*o; 

adalah mitode P€milihan Penyedia Jasa yang memperlombakao gagasan o.isinal,

kraetifitas dan inovasi tertentu y.ng harga/biayanya tidak dapat dit€taPkan berdasarkan Harga

Satuan;

t. /(onres; adalah melode pemilihan Penyedia Barang yang memPerlombakan barang/benda tenentu

yang tidak mempunyai harga pasa, dan harga/biayanya tidak daPat ditetapkan berdasarkan Harga

Satuan;

u. Penuajukan Laagsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk

langsung I (satu) Penyedia Barang/Jasa; 
-

v. Peig"di"" Longsungl adalah Pengadaan Earang/Jasa langsung kePada Penyedia Barang/Jasa'

tanpa rnelalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan [3ngsung;

\tr- tlsaha Mik.o; adalah usaha produktif milik orang perceorangsn dan/at6u badan usaha yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undanfundanS yang mengatut

mengenai Usaha Mikro, Kecildan Menengah

x. Suril Jamiaaa; adalah jaminan tertulis yan8 bersifat mudah dicairkan dan tidak be6yarat

(rorcoDditionol), yangdikeluarkal oleh Bank Umum/P€rusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi

yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kePada PPK/KelomPok Kerja ULP untu metjsmin

terpenuhinya kervajiban Penyedi6 Barang/Jasa;

KEiVIENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKTA PENGADAAN BARANG DAN JASA L/IINNYA

Jalan Raya Jakarta Km.4 Phone (0254) 28Oll0 Fax 281254 PakuPatan-Serang
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKTA PENGADAAN BARANC DAN.JAS/A I^/IINNTA. .

Jalan Raya Jakarla Km. 4 Phone{0254) 280110 Fax 281254 Pakuparan-Serang

V. DOKUMEN/REKAMANMUTU/FORM

a. DIPA Universitas Sultan /A.geng Tirtayasa No. DIPA-021.04.2.663 l0112013 Tanggal 5

Desember 2012;

b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa termasuk swakelola;

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR);

d. Surat Penetapan Renena Pelaksalaan Pengadaan BaranS/Jasa;

e. Dokumen Pengadaary'Seleksi/Pemilihan;

f. FormulirKualifikasi;
g. Dokumefl Penawrran;

h. Surat Pcnetapan Pcmanang Penyedia Badng/Jasa;

i. Sura! Penunjukan PeDycdia Barargrasa (SPPBJ);

j. Surat Perintah Kcrja (SFK);

k. S!.at Pcrintah Mulai Kcda (SPMKI

l. Surat PesaMn (SP):

m. Berita Acara Serah Tcrima Barang/Pekerjaan (BAST):

n. Laporan Pelakslnaan Pengadaan BaranyJas.;

VI. INSTRUKSI KERJA

Dasar Hukum Kualink si Pel.ksr[a

I a- Peraturan Presiden Nomo. 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahi

lb. Peraturan Presiden Nomo. 35 Tahun 20ll
ientang Perubahan Pertama Perpres 54

Tahun 2010 rentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintahi

c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Pcrubahan Kcdua Perprrs 54 Tsfiun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

d. DIPA Untina Nomor DIPA-
023.04.2.663I0l/2011 Tanggal 5 Desember

2012:
e. Kcputusrn Mentcri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 7i9lA.Al/KU120ll
Tanggal l0 Januari 2013 Tentang

Pengangkalan Pejabat Perbendaharaan /
Pengelola Keu6ngan;

f- Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang

Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012;

g- SK Rektor Tentang Pengangkatan Pejrbat
Pcmbuat Komirmen di Lingkungal| Untirtl

h. SK Rektor Tentang Pengangkat Pejabar

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Unti(a:

a. Kaasa Pengtuna Anggd.an (KPA)

Universilas Sultan Ageng Tinayasa;

b. Pejobal Penbual Kornilrned (PPtr) deng n

syarat - syarat sebagai berikut:
- Memiliki inregritas;

- Memiliki disiplin tingggir
- Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi

teknis sena manajcrial untuk mclaksrnakan

tuBas;

- Mampu mengambil keputusan, berrindak

tegas dan memiliki keteladanan dalam

sikap peailaku serta tidak pemah terlibat
KKN:

- Menandatangani pakt integritas;

- Tidak menjabat sebagai PPSPM atau

bendahara:

- Memiliki se(ifikat Keahlian Pengadaan

Barang/J asa;

c. Kepola ULP / Pokja ALP / Pejobdt

Pentodaan B/J denB n syarat - syrrat
sebagai berikut:

- Memiliki inregritas, disiplin, dan tanggung
jawab dalam melakanakan tugas;

- Memahami pekerjaan yang akan diadakan;

- Memahami jenis pekerjaan lertentu yang

menisdi ruA.s ULP/Pelri. ULP/PeiabaL

lq SOP Pengeloloan Keudn Ldyonan Ufiufi 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKIA PENGADAAN BARANG,DAN JASA LAINNYA.'
Jalan Raya Jakana I(m. 4 Phone (0254) 2803i0 Fax 281254 Pat<upatan-Serang

Penerima Hasi I Pekerjaar/Barang Pengadaan yang beIsangkutan;

- Memahami isi dokumen, metode d8n

prosedur Pengadaan;

- Memiliki Sertifikar Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi
yang d ipersy.ratkan;

- MenandatanganiPaktslntegritas:
d. Panitio/Pejobal Penerima Hosil Pelerjaaa

dengan syaral - sya8t sebagai berikut:
- Memiliki integritas, disiplin dan tanggung

jawab dalam melakanakan tugas;

- Memaharniisikontrrk;
- Memilikikualifikasiteknis;
- Menandatangani Paha Integritas;
- Tidak menjabat sebagai PPSPM atau

bendahara.

Pihak Terkait DokumeD Kelelgkaprr

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
b. Pejabat Pernboat Komitmen (PPK);

c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP):

e. Penyedia Barang/Jasa;

f. Fakultasruni/Lembaga;

a. DIPA (POK) Untirrs Tahun 2013i
b. Rencana Umum Peogadaan (RUP);

c. Keran8ka Acuan Kerja (KAK);
d. Spesifikasi Barang/Pekerjaan berik$t Harga

Perkiraan Sendiri (HPS);

e- Dokumen Pengedaan:

f. Dokumen Kualifikasi;
g. Dokum€n Penawa6n;

h. Dokumen SPK,/SPMK,/SP:

SOP Pengeloldon Keuongon Boddn Loyohon l)mum Untirta 2074
tii!
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VIII. PENUTUP

SOP Pengelolddn Keudngdn Bodon Lownon Umud Untirto 2074

!t

I

aI

Dalam pelaksanaan proses Pcngadaan Barang/Jasa dengan Metbde PenBadaan Langsung

rnetipuli' jeni. Pengaaaan Barang, Jasa Konitruksi dan Jasa Lainnya' semua alir proses

lii"l"pr""" a"p" d-galan oleh se-mua pihak dengan penuh rasa. tanggung jawab yang akan

U"rmult"ut p.r. p"r-gku kcbiiakan re;kait Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa'

_ia



STANDAR OPERAST PROSEDUR (SOP)

PINGADAAN JASA KONSULTANSI

NITAI PAKET SD RP 50 JUTA

SOP Pengelolaon Keuongon Bdddn Ldydndn Ufium Untirtd 2074
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNTVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

POKTA PENGADAAN JASA KONS ULTANSI DAN IrcNSTRAKSI

(0254) 280330 Fax 281i54 P;kiiiatan-s!rang

L TUJUAN

ffi :ffiJmffig$r:flId:'s;:i:#t,f il:#ir"i""i:"in;

Il. RUANG LINGKUP

standard Operoling Procedwe (SOP) ini meliDuti:

a. Pengadaan Barangdun J* U"innyu y"n!'Iinggunakan Teknologi Sederhana dan memilikiresiko

Jalan Raya Jakarta l(m. 4 Phone

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

NILAI PAKET S.D 50 JUTA METODE PENGADAAN LANGSUNG

Pengadaan Barang/Ja-sa;

d- unit Layarton Penqadoqni adalah unit organisasi di lingkungan Uriversitas Sultao Ageng

Tirtayasa Yang b€rfungsi elaksnakan Pengadaan Bamng/Jasa yang bersifat permanen, daPat

r. ["J,lliiut o*,"rio*l Ke8iaran (PoK) unrinar

c- Rencina Umum Pengadaan (RUP);

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

e. Pejabal Pcmb'rat Komitmen (PPK);

f. Peiabal Pengadaan:

g. Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan;

h. Faku ltasru n i/trmbagt rerkall;

IIL REFERENSI

a. PerDtcs 54 Tahun 20lO TentanS Pengadaan Barangdan Jasa Pemctintahl

;. ;#,I;;il;i6izr"",is p"-'i'i""-iJ"" i"pres 54 r'hun 2010 renuog Pengadaan

Baranq dan Jass Pcrl€rinlah;

" ;ffi;ffi;;;;'icuanpn No llonr'rK'05lz012 Teniang Tata cara Pembavar'n Dalam

- 
n"nntu p"t"t t"n-n Anggamn Pendapatan dan Belanja N€gara;

a iilffirip lr"lu iriuTibiz r"nt'ng e'runjuk reknis P€rpres 70 Tahun 2012:

Iv. ISTILAII DAN DEFINISI

a- Pangdda(rn Barflng/Jasn Pen4rit oh yang selanjutnya. disebut dengan 
,Pengadaan 

BaranS/Jasa

adalah kegialan untuk mempcloleh hu'ing/1"* ieh Kemeneterian/Lembaga/Satuan Kerja

Pcranskat Daerah/lnslirrsi y"ng p'ol;-tny; dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

air"-f ."oit"nnv" t"fr.f, kegiatan rintuk memperoleh Barang/Jasa;

h. Ituasa Pengtuna Anccarun (xp.q aiaial' ij"u"iyung aii"rupt"n oleh Penggun' Anggaran (PA)

untuk menggunakan APBN;

., iiir't r'izlio,*, No,rrit,nen (ppx.) adalah pejabat yang b€rfanggung jawab atas pelaksanaan

m

berdiri sendti atau mel€kat unit g sudah ada;

SOP Pengeloloon Keuongon Bddon Layonon Umu,n Untitto 2U4



KEMDNTERIAN PEND IDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

PONA PENGAD/1AN JASA KONSAL TANSI DAN XONSTRUKSI

akarta Km. 4 Phonc (0254) 2803 30 Eax 281254 PakuPatan-Sera ng
Jalan Raya J

Pejobol Pengadoon adalah pejabat Yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk

f. Peiobal Peteri'no
kan Pengadaan

Ilosil Pekerioon
Langsungi

sdalah pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaranmelaksana

(KPA) Yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan;
rnelakukan Pengawasan melalui

g. Saluon Pengawas Inlern (sPt) adalah satuao kerja Yang

pendamPingan. .rev
iu, evaluasi, Pemanta! an dan kegiatan Pengawtsan

terhadaP Penyelenggaraan

^ 

t;f;":;lt 
,*"I;,il:f'''lou'"n ** usaha atau orans Pe'seo'ansan vang menvediakan

",;":i";*f 
:i;l:?.Uj#ffi }:,,'fl l'l'iT"T',llll'0"*,,,*,,"kuanda'ipemerinraharas

,:#ffi *ll"l""rur*r*iiffi ,'..Ei"ffiff;{"ffi ;"-y1:$}"'iu*unou"'"'

' i["*",i*iii,i 
"r"n 

ui'i'""ir's sutrun lg"i; ii'dvu- "Tf,t 1""iilffi:iiffit ]:f;T;.*,
" ?:l#f,, ::":tr1tr:.11;i,Ii"1fr :;;,},j:lriiiliiirrs;""ii*i:t :r"rv*:::r"
t Kodtrak PenPodadrt BarunB/ldsa; aA

' i]]^"lr"p"ir&ii" sarans/Jts; at"u pelak*na swakelola;

m. petitangan lJt,um., d^tah ."#"";tii;;; 
-ilye.dia 

Ba6ng/Pek€rjean. Konstfl'ksTJasa

Lainnya untuk semus PekerJaan y""g 
ti"p'i"aiin" 

ileh semua Penyedia BaranyPekerjlan

lJrt'rrrtrll:ur" t-'innya yang memcnohi <v'rat:

n. Petettngan Tefiat.Ls. adlrlah to"o""*'iiliij" Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi denBan

jumlah PenJ-edia yang mampu rnt'Jrt*""f'" aiyittini r"tU"rts dan unluk pekerjaan yang

^ :llr,l*" s",tuhona.. adarahmerode pemirihan penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan

" '"""" *?riilir"ir"g tinggi Rp 5 ooo o0o 000'00 (lima milvar ruprah'r 
- -

, i#'fr *,i 
j#,#J.J;#ill 

TilT:Jffi xH;rntiffi i-1;ruks 

un'lu k pekcrjaan

o sri*ri u-un,..adalah detode p"tlrii"" i:tl'vt)i" l*i Qll]:l:' untuk pckeriaan vans daPat

' iiiiuti'oi"tt 
""tu" 

penFdia Jasa Konsulta$siyang memenuhr sya'"ti. 
.. ....'.

r scleksi s.derhat a;adalah metode ptrnifiili i"iy"ai" f"- (onsultansi untuk lasa Konsultansi

' i,n?#"1;;;;u;; ;insgi Rp 200 obo 000'00 (dua ratus juta rupia'r); . . '
s. sotirrboro; adalah melode p"'irin"n"itffii" r"v y'ang memperlombakan gagasan orisinal'

kraetifiras dan inovasi reftenru y""g';;.;;;;"y";; tidati dapar-diteupkan berdasarkas HarSa

, il,)ll, 
"0","n 

merode p€milihan penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda lertentu

' ff;11;il;il;; ["'e" p"'^' a"iidJ;v'uivuiia"t iup"t ait'tapksn berdasarkan Harsa

Saluan:

r- Penuniu*ttrt Lottgsung: adalahmctode Pcmilihan Peny€dia Barang/Jasa dengen cara menunjuk

" l:;;Tl):#Tl:#;;;li':1,31fr1Yiffi;"" Barang/Jasa rangsung kepada Penvedia Barans/rasa'

uno'"."l"lri Petlangan/SeleksiPenunjukan Langsung; 
r

s usoha Mi*rc.- adatah usaha or.orttii.liirlr'"tu 
j.o.oong"n dar/atau badan usaha yang

* 
;'e;;"ff;1;te;usar'u rtaii' J;;"i;;;' dima'ksud dalam undans-undang vans mensatur

il:'":ffi ;iA,, lx;i,iul']x*****t**+d:i{r,}}iH;
ieif nuhinya ke'vajiban Penyedia Barang/Jasa;

SoP Pengelolddn Keuo,gdn Bodon Umum
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DIPA Universito Sultan Ageng Tirtayass No' D!PA-023'04'2 6631012011 Tanggrl 5

a_

b.

c.

d.

a.

t
e.

h.

i.
j.
k.

t.

m

Dcsimbcr 2012;

i]i"""?Lir. p*g"daan (RUP) Barang/Jasa tcrmasuk swskclola;

ii.,"."rJ"r"^ f"f, (KAK) atau Term of Rcfcrcnc'c (IOR);

i-"r"i i"i""p* n""Lna Pelaksanaan Pengadaan Blrang/J8sa;

Dokumcn Pcngadetn^cleksi/Pemilihan;

Formulir Kualilikasi;
Dokumcn Penaw.n r:

ir,ar Pcnctaoan Pemcnang Penyedi! Banng/Jsst;

iurar Penunjukan Penyedi. B'ranglasa (SPPBJ);

Surst Pcrintah Kerja (SPK);

Surar Pcrintah MulaiKc.jt (SPMK);

Bcrin Acao Scrah Tctim. Pckcrj.an (BASTP);

tlporan Pclaksanad Pcngadaln Baraog/Jast;

\/I. INSTRUKSI KERJA

Ku!lifikasi Pelaksana
Dasar Iiukum

Tentanq Pcngadaan Baranyjasa Pem'rintah;

b. Pcraturin Pisidcn Nomor 15 Tahon 20ll

t ntanr Pcrubahan Pcnama PcrPres 54

Tehun-2o10 lcntang PGngadaan BaranS/Jasa

Pcmarintah;

c. Pcratuan P(csiden Nomor 70 Tahun 2012

rcntanc Pcrubahan K.dua PcrPres 54 Tahun

20lO rcntang PcnBadaan Barang/J5sa

Pemcrintsh:

d. DIPA Unlina Nomor DIPA-

021.04.2.66310I /20I I Tanggal 5 Descmber

20l2i
e- KcDutusan Menleri Pendidikan dan

KcLudayaan Nomor ?19/A'A3/KU/2013

Tanggai 30 Januari 20ll Tenlang

Pcnli=ngkatan Pejabal Perbendaharaan /

Pcnqclola Kcuangan;

f. Perkl LKPP No 14 Tahun 2012 Tentang

Pcruniuk Teknik Perp.es 70 Tahun 2012;

p. SK {ckor TcntanS Pcng,ngkatan Pejabal

Pcmbual Komilmcn di Lingkun8an Unlina;

h. SK Rckto. Tcntang Pengangkat Pejabal

Panpd.rn Baran8[asa di Lingkungan

Untiru;
i. SK Rcktor Tcnrang Pcngangkaran Pejabat

54 Tahun 2010a, Peraturan Prcsiden Nomor
univcBitas Sulran A8eng Tinatasa;

b. P.lobor Pembuat Komitmen (PPK) dengan

syiot - sYarat sebagai berikut:

- Mcmiliki intcgritrs;
- Mcmiliki disiplin tingggir

- Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi

tcknis scna minajerial untuk melakanaktn

bil kcpurusan, bcnindlk

iliki keteladanan dalam

KKN;
Mcnandalangani Pakla int€grilas:

Tidak mcojabat sebagai PPSPM a(au

bcndahara:

Mcmiliki sertifikat Keahlian Pengadaan

Baranc/rasa:

IbDo,; alLP / Pokil ULP / P2iobat

Piagodaon B/J dengan syarat - sy'rat

s.barsibcrikut:
Mc;iliki intes,ritas, disiplin dan tangguog

irwrb dalam mcl.ksanaksn lugas:
'Mcmahami pckcrjaan yang aksn ditdrk'n:

Mcmahami ienis pekerjaan terientu yong

mcnjadi tuias ULP/Pokja UlP/Pcjabrl

sikrp pcrilaku se(a ridak pcmah tcrlibot

i. Kuao Pcngguna AnpEarah (KPA)

tuSas:

M.mpu mcngam

tcgas dan mem

V. DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORJVI

r#,
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. Memahami isi dokumcn, metodc dan
proscdur Pengadaan;

- Mcmiliki Srrtilikat Kcihlian Penaedasn
Bsr.ng/Jasa Scsusi dcngan kompatensi
ysng dip.rsyaratkrn;

- Mcnandataogui Plku lnteiyitas;
d. Pan ia/Pcj.bot Pancrirru Hail Pelcloaa

dcngan sy.nt - q/lirat sabrgli bcrikut:
- Mcmiliki inrcg t s, disiplin dan targSurig

jaw$ dalam mclatsaneken tugas;
- M.mahrmi isi kortr.t;
- Mcmiliki kullirikrsi rcknis;
- M.nandshrgrni P.kt lnregriras:
- Tidak mcnjab.t scblgai PPSPM arsu

bcodaha.a.

Pih.kTcrk lt Dokum.D Kelengk pan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):a

b. Pejabat Pcmbuat Komitrncn (PPK):
c. Pcjabat Pcngodaan Barang/J.sa;

d. Pejrb.t Peoerima Hasil Pck.rjarn (PPHP);

e. Penyedia BaranyJasq
f, FakultaYunit/t mbaga:

a. DIPA (POK) Untin! Tlhun 2013i
b. Rcncanr Umum Pcngadran (RUP):

c. Kc.rngk! Acuan Kcrj! (KAK):
d. Spcsifikasi Baraag/Pckcqiean berikur Harge

Pcrkiraan S.ndi,i (HPS)i
e. Dokumcn Pcngadran;

f. Dokurncn Kualifikesi:
g. Dokumcn Pcnrwaru;
h. Dokuhcn SPK,/SPMK./SP;

SOP Pengelohdd Keuonqon Eodon loydnon l,fium Unthto 2074
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VIII. PENUTUP

Dalarn pelaksanaan Proses Pengadaan BaranS/Jasa dengan Metode Peogadaai Langs ng ulluk

j*i; P;G";; Jasa' Konsultan-si' scmua alii proscs diharaPkan dapat dijalankan oleh rcrtua

'oit"f 
d"n"-un Denuh rasa tanggun8 jatrab yang akan bermanfaat para pemangku kebijak3n

ierkair Peli'ksanaan Pengclolaan Pengadaan Barang/J6sa'

SOP Pengelolddn Keudogon Eodon Loyondn Umum Untifto 2074
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(E)   :    Pedoman SOP Pengelolaan BARANG INVENTARIS 

(E1) :    Perolehan Aset Tetap 

(E2) :    Pengelolaan Barang Milik Negara 

(E3) :    Pengelolaan Barang Persediaan 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PEROLEHAN ASET TETAP 

  
I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  

II. TUJUAN Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengadaan persediaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif dan efisien.  
III. DEFINISI 1. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  Perolehan lainnya yang sah meliputi: a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

119 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;  c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau  d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.  2. Aset tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 3. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengadaan persediaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi: 1. Barang Miliki Negara (BMN) pakai habis. 2. Barang Miliki Negara (BMN) tidak pakai habis yang diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-E1)  

VI. PENJELASAN   a. Unit Kerja  1. Mengajukan usulan permohonan pengadaan barang persedian kepada PPK. 2. Menerima barang persediaan sesuai pesanan dari Pramu gudang. 3. Menatausahakan penggunaan barang persediaan dan melaporkan ke Sub Bagian Barang Milik Negara (BMN).  b. Wakil Rektor II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. Melakukan verifikasi terhadap usulan pengadaan barang persediaan dari unit kerja dan mengecek ketersediaan dananya..  Verifikasi yang dilakukan antara lain meliputi: a) meneliti usulan permohonan pengadaan dengan rencana pengadaan atau pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam POK/RBA masing-masing unit kerja. b) meneliti ketersediaan dana dan rencana penarikan dana. 



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

120 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

2. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai, maka usulan tersebut ditolak dan/atau permohonan dikembalikan untuk diperbaiki kemudian diajukan kembali. 3. Apabila hasil verifikasi sesuai, maka surat usulan permohonan pengadaan barang persediaan didisposisikkan kepada pejabat pengadaan barang/jasa (ULP) untuk diproses lebih lanjut.  c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 1. melakukan proses pengadaan barang persediaan, dan memilih atau menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia barang persediaan, sesuai dengan tata cara pengadaan barang dan jasa. 2. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak ketiga/penyedia sesuai hasil proses pengadaan barang persediaan.  d. Pihak Ketiga (Vendor) 1. melaksanakan pengadaan barang persediaan sesuai dengan SPK. 2. menyerahkan barang persediaankepada pejabat penerima barang/jasa sesuai jadwal waktu yang tercantum dalam SPK.  e. Pejabat Penerima Barang/Jasa 1. melakukan pemeriksaan terhadap barang persediaan yang diterima dari pihak ketiga, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 2. membuat berita acara serah terima (BAST) barang persediaan. 3. menyerahkan barang persediaan kepada pramu gudang untuk diproses lebih lanjut.  f. Pramu Gudang 1. mencatat/menata usahakan barang persediaan sesuai jenisnya. 2. mendistribusikan barang persedian tersebut kepada unit kerja terkait. 3. menerima laporan penggunaan barang persediaan dari unit kerja. 4. bersama Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga melakukan pengecekan barang persediaan secara berkala 5. merekap dan menyusun  laporan barang persediaan. 6. menyampaikan laporan barang persediaan beserta ADK ke Bagian Umum c.q Operator BMN.  oooOooo 



PENGELOLAAN INVENTARIS - PEROLEHAN ASET TETAP

TU PPK PENERIMA BRG PRAMU GUDANG

1 PEROLEHAN ASET TETAP

a. Usulan

-

-

- 

-

b. Disposisi

-

-

-

-

c. BAST

d
Laporan

-

WR II SELAKU PPK 
UNIV

Menerima sejumlah aset tetap.

Menerima aset tetap untuk digunakan 
keperluaan sehari-hari 
perkantoran/pendidikan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Menerima usulan kebutuhan aset tetap.

 Melakukan verifikasi terhadap usulan 
pengadaan aset tetap dan dokumen 
pendukungnya.

Menolak, apabila usulan tersebut dan 
dokumen pendukungnya terdapat 
kesalahan dan belum lengkap.
Meneruskan usulan pengadaan aset tetap 
kepada Unit Layanan Pengadaan 
barang/jasa, apabila usulan tersebut dan 
dokumen pendukungnya sudah benar dan 
lengkap.

PEJABAT PENERIMA BARANG/JASA

Melakukan pemeriksaan terhadap aset 
tetap yang diterima dari pihak penyedia, 
baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya 
sesuai SPK.
Membuat berita acara serah terima (BAST) 
aset tetap.

PRAMU GUDANG

Menyerahkan aset tetap kepada pramu 
gudang.

WAKTU yang 
Dibutuhkan

OUTPUT 
DOKUMEN

BAGIAN TATA USAHA

Inventarisasi kebutuhan aset tetap

Mengajukan usulan kebutuhan aset tetap 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PIHAK KETIGA 
(REKANAN)

OPR. SIMAK 
BMN

Mengajukan usulan penggunaan sejumlah 
aset tetap kepada pramu gudang.

No. 
Urut KEGIATAN

UNIT KERJA
ULP

Mulai

Inventarisasi 
kebutuhan 

Usulan 
pengadaan 
aset tetap

Verifikasi
terhadap 

Usulan 
pengadaan 
aset tetap

Usulan 
pengadaan 
aset tetap

Usulan 
pengadaan 
aset tetap

Verifikasi
terhadap 

Usulan 
pengadaan 
aset tetap

Usulan 
pengadaan 
aset tetap
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TU PPK PENERIMA BRG PRAMU GUDANG WR II SELAKU PPK 
UNIV

WAKTU yang 
Dibutuhkan

OUTPUT 
DOKUMEN

PIHAK KETIGA 
(REKANAN)

OPR. SIMAK 
BMN

No. 
Urut KEGIATAN

UNIT KERJA
ULP

-

-

-

-

-

- 

-

e

- 

-

-

-

f. SPK

-

-

-

g. aset tetap

-

WAKIL REKTOR II (PPK UNIVERSITAS) 

Menerima usulan kebutuhan aset tetap.

 Melakukan verifikasi terhadap usulan 
pengadaan aset tetap dan dokumen 
pendukungnya.
Menolak, apabila usulan tersebut dan 
dokumen pendukungnya terdapat 
kesalahan dan belum lengkap.

Meneruskan usulan pengadaan aset tetap 
kepada Unit Layanan Pengadaan 
barang/jasa, apabila usulan tersebut dan 
dokumen pendukungnya sudah benar dan 
lengkap.

Menerima SPK untuk melaksanakan 
pengadaan aset tetap.

Merekap dan menyusun  laporan keadaan 
aset tetap serta melaporkannya kepada 
Kabag TU.
Menyampaikan ADK aset tetap ke Operator 
SIMAK BMN.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULP) 

Menerima usulan kebutuhan aset tetap.

Melakukan proses pengadaan aset tetap, 
dan memilih atau menunjuk penyedia aset 
tetap, sesuai ketentuan dan tata cara 
pengadaan barang /jasa

Menerbitkan surat perintah kerja 
(SPK)/kontrak kepada penyedia aset tetap 
sesuai hasil proses pengadaan aset tetap

PENYEDIA BARANG/JASA  (VENDOR)

Mencatat/menata usahakan aset tetap 
sesuai jenisnya.
Menerima surat permintaan pemakaian aset 
tetap dari Bagian TU.
Mendistribusikan barang persedian sesuai 
perintaan Bagian TU.
Mencatat setiap permintaan pemakaian 
aset tetap dari TU.
Melakukan pengecekan (stock opname) 
aset tetap secara berkala.

Melakukan proses 
pemilihan/penunjukan 

penyedia aset tetap

SPK SPK

Melaksanakan
pengadaan 
aset tetap

Verifikasi
aset tetap

BAST

Mencatat/menata 
usahakan, 

mendisdtribusikan 
aset tetap

Aset tetap
Aset tetap

aset tetap aset tetap

Aset 
tetap

Aset tetap

Aset tetap
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TU PPK PENERIMA BRG PRAMU GUDANG WR II SELAKU PPK 
UNIV

WAKTU yang 
Dibutuhkan

OUTPUT 
DOKUMEN

PIHAK KETIGA 
(REKANAN)

OPR. SIMAK 
BMN

No. 
Urut KEGIATAN

UNIT KERJA
ULP

-

-

h. Laporan BMN
-

aset tetap

Melaksanakan pengadaan aset tetap sesuai 
dengan SPK.
menyerahkan aset tetap kepada pejabat 
penerima barang/jasa sesuai jadwal waktu 
yang tercantum dalam SPK.

OPERATOR SIMAK BMN
Menerima ADK aset tetap sebagai bahan 
masukan laporan keuangan dan BMN.

SERVER

ADK 
laporan 

aset Laporan      
aset tetap

Laporan   
aset tetap

Aset tetap

Mencatat/menata 
usahakan,  dan 
membuat DIR

Menyusun dan 
mencetak laporan

aset tetap
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BARANG MILIK 

NEGARA (BMN) 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan dan penertiban Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  

III. DEFINISI 1. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  Perolehan lainnya yang sah meliputi: 



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

125 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;  c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau  d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.  2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi inventarisasi, pencatatan, penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Termasuk dalam BMN dalam SOP ini adalah Aset Tetap dan Aset Lainnya.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-E2)  

VI. PENJELASAN   a. Subbag. Barang Milik Negara (BMN)  1) Menerima Laporan BMN dan Neraca dari Operator SIMAK BMN. 2) Menatausahakan dan menginventarisasi BMN (Aset Tetap) berdasarkan Laporan BMN dan Neraca secara berkala per semester, dengan hasil inventarisasi sebagai berikut: a) Apabila BMN tidak rusak berat atau hilang, dilakukan kegiatan-kegiatan penatausahaan, inventarisasi, dan administrasi, meliputi sebagai berikut: 
 Mendistribusikan BMN berdasarkan permintaan dan kebutuhan Unit Kerja. 
 Melakukan inventarisasi BMN di setiap ruangan dan memastikan setiap BMN dalam setiap ruangan telah dibuatkan Label BMN.  
 Melakukan inventarisasi BMN di setiap ruangan dan memastikan setiap BMN telah dicatat dalam Daftar Barang Ruangan (DBR). 
 Melakukan inventarisasi dan memastikan setiap ruangan telah ditempelkan/ dipasangkan Daftar Barang Ruangan (DBR). 
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 Melakukan inventarisasi dan memastikan setiap BMN di luar ruangan yaitu Tanah, Gedung - Bangunan, dan alat angkutan bermotor telah dicatat dalam Buku/Kartu Identitas Barang (KIB). 
 Melakukan inventarisasi BMN di luar ruangan (selain Tanah, Gedung - Bangunan, dan alat angkutan bermotor) dan memastikan setiap BMN di luar ruangan dimaksud telah dicatat dalam Buku/Daftar Barang Lainnya (DBL). 
 Melakukan pengecekan ulang (opname fisik) kondisi tiap BMN yang berada di setiap ruangan per Unit Kerja dan memastikan setiap Penanggung jawab Ruangan bertanggung jawab atas BMN di dalam kuasa/ruangan masing-masing.  b) Apabila berdasarkan hasil inventarisasi,  terdapat BMN yang rusak berat atau hilang, selanjutnya dilaksanakan proses dilakukan kegiatan-kegiatan TGR dan/atau penghapusan. c) Terhadap BMN yang dalam kondisi rusak berat, tidak dapat digunakan lagi atau memerlukan biaya yang sangat besar untuk perbaikannya sehingga tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan, Subbag. BMN membuat konsep surat usulan penghapusan BMN (rusak berat). Terkait dengan BMN yang hilang karena kelalaian pegawai, proses TGR dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai TGR. d) Konsep surat usulan penghapusan BMN disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB)/ Rektor untuk mendapat persetujuan.  e) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan dari KPKNL, Subbag. BMN memastikan BMN dimaksud dihapuskan dan dikeluarkan dari pembukuan/Laporan BMN.    b. Kuasa Pengguna Barang (KPB) 1) Meneliti konsep surat usulan penghapusan BMN,  berdasarkan ketentuan dan kriteria penghapusan BMN. Apabila telah sesuai, maka KPB/Rektor menandatangani surat usulan penghapusan BMN. Apabila tidak sesuai, surat usulan dikembalikan untuk diperbaiki. 2) Surat usulan penghapusan BMN disampaikan kepada KPKNL, sedangkan proses TGR diselesaikan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai TGR.   c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Menerbitkan SK Penghapusan BMN.   oooOooo 



PENGELOLAAN INVENTARIS - PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN UMUM
SUBBAG. BARANG MILIK 

NEGARA (BMN)

2 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

a.

-

-

-

-

-

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMENKEGIATAN

Apabila berdasarkan hasil inventarisasi,  terdapat 
BMN rusak berat atau hilang, dilakukan proses 
penghapusan BMN dan/atau TGR.

Terhadap BMN yang dalam kondisi rusak berat, 
Subbag. BMN membuat konsep surat usulan 
penghapusan BMN, sedangkan terkait dengan BMN 
yang hilang karena kelalaian pegawai, proses TGR 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur 
mengenai TGR.

No. 
URUT

KUASA PENGGUNA 
BARANG (KPB) KPKNL

Apabila berdasarkan hasil inventarisasi, BMN tidak 
rusak berat atau hilang, dilakukan kegiatan-kegiatan 
penatausahaan, inventarisasi, dan administrasi.

SUBBAG. BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Menerima Laporan BMN dan Neraca dari Operator 
SIMAK BMN. 

Menatausahakan dan menginventarisasi/ opname 
fisik BMN berdasarkan Laporan BMN dan Neraca 
secara berkala per semester.

Mulait

Laporan  BMN         

Penatausahaan -
inventarisasi 

BMN

Neraca

Rusak 
Berat/ 
Hilang Ya

tidak

Kegiatan-kegiatan 
Penatausahaan -
inventarisasi  dan 

adm. BMN

Surat Usulan 
Penghapusan-TGR

"SOP Pengelolaan Keuangan BLU Untirta 2014"  127



BAGIAN UMUM
SUBBAG. BARANG MILIK 

NEGARA (BMN)

WAKTU YG 
DIBUTUHKAN

OUTPUT 
DOKUMENKEGIATAN

No. 
URUT

KUASA PENGGUNA 
BARANG (KPB) KPKNL

-

b. 

-

-

Meneliti konsep surat usulan penghapusan BMN,  
berdasarkan ketentuan dan kriteria penghapusan 
BMN. Apabila telah sesuai, maka KPB/Rektor 
menandatangani surat usulan  penghapusan BMN. 
Apabila tidak sesuai, surat usulan dikembalikan untuk 
diperbaiki.
Surat usulan penghapusan BMN disampaikan kepada 
KPKNL.

Konsep surat usulan penghapusan BMN disampaikan 
kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB)/ Rektor untuk 
mendapat persetujuan. 

KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)

sesuai
tidak

Surat Usulan 
PenghapusanSurat Usulan 

Penghapusan
Surat Usulan 
Penghapusan

Ya

Surat Usulan 
Penghapusan-TGR

Surat Keputusan 
PenghapusanSurat Keputusan 

Penghapusan

Surat Keputusan 
Penghapusan
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PERSEDIAAN 

  
I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  

II. TUJUAN Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengadaan persediaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif dan efisien.  
III. DEFINISI 1. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  Perolehan lainnya yang sah meliputi: a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  
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b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;  c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau  d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.  2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. 3. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengadaan persediaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi: 1. Barang Miliki Negara (BMN) pakai habis. 2. Barang Miliki Negara (BMN) tidak pakai habis yang diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-E3)  

VI. PENJELASAN   a. Unit Kerja  1. Mengajukan usulan permohonan pengadaan barang persedian kepada PPK. 2. Menerima barang persediaan sesuai pesanan dari Pramu gudang. 3. Menatausahakan penggunaan barang persediaan dan melaporkan ke Sub Bagian Barang Milik Negara (BMN).  b. Wakil Rektor II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. Melakukan verifikasi terhadap usulan pengadaan barang persediaan dari unit kerja dan mengecek ketersediaan dananya..  Verifikasi yang dilakukan antara lain meliputi: a) meneliti usulan permohonan pengadaan dengan rencana pengadaan atau pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam POK/RBA masing-masing unit kerja. 
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b) meneliti ketersediaan dana dan rencana penarikan dana. 2. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai, maka usulan tersebut ditolak dan/atau permohonan dikembalikan untuk diperbaiki kemudian diajukan kembali. 3. Apabila hasil verifikasi sesuai, maka surat usulan permohonan pengadaan barang persediaan didisposisikkan kepada pejabat pengadaan barang/jasa (ULP) untuk diproses lebih lanjut.  c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 1. melakukan proses pengadaan barang persediaan, dan memilih atau menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia barang persediaan, sesuai dengan tata cara pengadaan barang dan jasa. 2. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak ketiga/penyedia sesuai hasil proses pengadaan barang persediaan.  d. Pihak Ketiga (Vendor) 1. melaksanakan pengadaan barang persediaan sesuai dengan SPK. 2. menyerahkan barang persediaankepada pejabat penerima barang/jasa sesuai jadwal waktu yang tercantum dalam SPK.  e. Pejabat Penerima Barang/Jasa 1. melakukan pemeriksaan terhadap barang persediaan yang diterima dari pihak ketiga, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 2. membuat berita acara serah terima (BAST) barang persediaan. 3. menyerahkan barang persediaan kepada pramu gudang untuk diproses lebih lanjut.  f. Pramu Gudang 1. mencatat/menata usahakan barang persediaan sesuai jenisnya. 2. mendistribusikan barang persedian tersebut kepada unit kerja terkait. 3. menerima laporan penggunaan barang persediaan dari unit kerja. 4. bersama Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga melakukan pengecekan barang persediaan secara berkala 5. merekap dan menyusun  laporan barang persediaan. 6. menyampaikan laporan barang persediaan beserta ADK ke Bagian Umum c.q Operator BMN. oooOooo 



PENGELOLAAN INVENTARIS - PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

TU PPK PENERIMA BRG PRAMU Gudang

3 PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

a. Usulan

-

-

- 

-

b. Disposisi

-

-

-

-

c. BAST

Inventarisasi kebutuhan barang persediaan

Meneruskan usulan pengadaan barang 
persediaan kepada Unit Layanan Pengadaan 
barang/jasa, apabila usulan tersebut dan 
dokumen pendukungnya sudah benar dan 
lengkap.

PEJABAT PENERIMA BARANG/JASA

Mengajukan usulan penggunaan sejumlah 
barang persediaan kepada pramu gudang.

Menerima barang persediaan untuk 
digunakan keperluaan sehari-hari 
perkantoran/pendidikan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

OUTPUT 
DOKUMEN

WAKTU yang 
Dibutuhkan

KEGIATAN UNIT KERJA ULP PIHAK KETIGA 
(REKANAN)

OPR. SIMAK 
BMN

Menerima usulan kebutuhan barang 
persediaan.

Melakukan pemeriksaan terhadap barang 
persediaan yang diterima dari pihak 
penyedia, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya sesuai SPK.

No. 
Urut

BAGIAN TATA USAHA

Mengajukan usulan kebutuhan barang 
persediaan kepada Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK).

 Melakukan verifikasi terhadap usulan 
pengadaan barang persediaan dan dokumen 
pendukungnya.

Menolak, apabila usulan tersebut dan 
dokumen pendukungnya terdapat kesalahan 
dan belum lengkap.

Mulai

Inventarisasi 
kebutuhan 

barang 
persediaan

Usulan 
pengadaan 

barang 
persediaan

Usulan 
pengadaan 

barang 

Verifikasi
terhadap 

Usulan 
pengadaan 

barang 
persediaan

Usulan 
pengadaan 

barang 
persediaan
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TU PPK PENERIMA BRG PRAMU Gudang
OUTPUT 

DOKUMEN
WAKTU yang 
Dibutuhkan

KEGIATAN UNIT KERJA ULP PIHAK KETIGA 
(REKANAN)

OPR. SIMAK 
BMN

No. 
Urut

d
Laporan

-

-

-

-

-

-

- 

-

e. SPK

-

-

-

f.
Barang 
Persediaan

-

PENYEDIA BARANG/JASA  (VENDOR)

Menerima SPK untuk melaksanakan 
pengadaan barang persediaan.

Membuat berita acara serah terima (BAST) 
barang persediaan.

Menyerahkan barang persediaan kepada 
pramu gudang.

PRAMU GUDANG

Menerima sejumlah barang persediaan.

Mencatat/menata usahakan barang 
persediaan sesuai jenisnya.
Menerima surat permintaan pemakaian 
barang persediaan dari Bagian TU.
Mendistribusikan barang persedian sesuai 
perintaan Bagian TU.

Menerbitkan surat perintah kerja 
(SPK)/kontrak kepada penyedia barang 
persediaan sesuai hasil proses pengadaan 
barang persediaan

Melakukan proses pengadaan barang 
persediaan, dan memilih atau menunjuk 
penyedia barang persediaan, sesuai 
ketentuan dan tata cara pengadaan barang 
/jasa

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULP) 

Menerima usulan kebutuhan barang 
persediaan.

Mencatat setiap permintaan pemakaian 
barang persediaan dari TU.
Melakukan pengecekan (stock opname ) 
barang persediaan secara berkala.
Merekap dan menyusun  laporan keadaan 
barang persediaan serta melaporkannya 
kepada Kabag TU.
Menyampaikan ADK barang persediaan ke 
Operator SIMAK BMN.

Melakukan proses 
pemilihan/penunj

ukan penyedia 
barang persediaan

SPK

SPK

Melaksanakan
pengadaan 

barang 
persediaan

Verifikas
i barang 

BAST

Mencatat/menat
a usahakan, 

Barang 
persediaan

Barang 
persediaan

Barang 
persediaan

Barang 
persediaa
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TU PPK PENERIMA BRG PRAMU Gudang
OUTPUT 

DOKUMEN
WAKTU yang 
Dibutuhkan

KEGIATAN UNIT KERJA ULP PIHAK KETIGA 
(REKANAN)

OPR. SIMAK 
BMN

No. 
Urut

-

-

g. Laporan BMN
-

Barang persediaan

Melaksanakan pengadaan barang persediaan 
sesuai dengan SPK.
menyerahkan barang persediaan kepada 
pejabat penerima barang/jasa sesuai jadwal 
waktu yang tercantum dalam SPK.

OPERATOR SIMAK BMN
Menerima ADK barang persediaan sebagai 
bahan masukan laporan keuangan dan BMN.

Barang 
persediaan

a usahakan, 
mendisdtribusika

n barang 

SERVER

ADK 
laporan 
barang 

Laporan 
barang 

Laporan 
barang 

End
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(F)     : Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

(F1)   : Pedoman SOP Pelaporan Keuangan 

(F1a) : SOP Penyusunan Laporan Keuangan  

(F2)   :   Pedoman SOP Pelaporan BMN 

(F2a) : SOP Penyusunan Laporan BMN 

(F3)   :   Pedoman Grand Design SISTEM AKUNTANSI 

(F3a) : Grand Design SISTEM AKUNTANSI 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)  

PELAPORAN KEUANGAN 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  

III. DEFINISI Pelaporan keuangan merupakan kegiatan pencatatan dan pertanggungjawaban pagu dan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA dan dokumen transaksi/realisasi lain.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mekanisme pelaporan keuangan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, realisasi 



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

136 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

maupun pagu anggaran, baik yang bersumber dana PNBP BLU maupun yang bersumber dana Rupiah Murni.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-F1)  

VI. PENJELASAN   a. Bendahara Pengeluaran  Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran beserta bukti pendukung ke Bagian Keuangan c.q Operator SAKPA.  Setiap minggu pertama awal bulan berikutnya, Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran berupa LPJ Bendahara beserta bukti-bukti pendukung ke Bagian Keuangan c.q Operator SAKPA.  b. Pejabat Penanda Tangan SPM (PP SPM) PP SPM menyampaikan tembusan/copi dokumen anggaran dan realisasi anggaran ke Bagian Keuangan c.q Operator SAKPA, yaitu: Dokumen Anggaran:  DIPA/Revisi DIPA, Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Dokumen anggaran dimaksud disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap terdapat perubahan/revisi.  Dokumen Realisasi Anggaran: 1. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu realisasi anggaran yang bersumber dana Rupiah Murni (RM). 2. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU) yaitu realisasi anggaran yang bersumber dana PNBP BLU.  c. Pengelola Barang Setiap minggu pertama awal bulan berikutnya, Pengelola Barang menyampaikan dokumen ke Bagian Keuangan c.q Operator SAKPA, yaitu: 1. Laporan Persediaan beserta  ADK, dan bukti-bukti pendukung lainnya. 2. Laporan Barang Milik Negara (BMN) beserta ADK SIMAK BMN, dan bukti-bukti pendukung lainnya.   
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 d. Bagian Pelaporan 1. Menerima dokumen LPJ Bendahara, DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan beserta ADK & Laporan BMN beserta ADK, dan dokumen sumber lainnya. 2. Menyampaikan LPJ Bendahara, DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan beserta ADK & Laporan BMN beserta ADK, dan dokumen sumber lainnya kepada Operator SAKPA untuk diinput ke dalam Aplikasi SAKPA. 3. Operator SAKPA menginput DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan beserta ADK & Laporan BMN beserta ADK, dan dokumen sumber lainnya ke dalam Aplikasi SAKPA. 4. Operator SAKPA mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan menyampaikan kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi. 5. Verifikator meneliti dan memverifikasi RTH dengan dokumen LPJ Bendahara, DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan & Laporan BMN, dan dokumen sumber lainnya. 6. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara RTH dengan dokumen LPJ Bendahara, DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan & Laporan BMN, dan dokumen sumber lainnya, RTH dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. 7. Apabila telah sesuai, RTH disampaikan kepada Operator SAKPA untuk dilakukan pencetakan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, dan Laporan pendukung lainnya). 8. Laporan Keuangan (LRA, Neraca, dan Laporan pendukung lainnya) disampaikan kepada Validator untuk disahkan. 9. Melakukan rekonsiliasi data SAKPA dengan data pada KPPN secara bulanan. Setiap awal bulan berikutnya (paling lambat pada 5 hari kerja minggu pertama), Bagian pelaporan menyampaikan data (ADK) SAKPA ke KPPN untuk dilakukan renkonsiliasi. Data yang direkonsiliasi meliputi: a) data anggaran pendapatan dan belanja,   b) data realisasi pendapatan dan belanja, dan c) neraca.  10. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan LRA dan Neraca, dan data keuangan hasil rekonsiliasi. 11. Menyampaikan laporan keuangan kepada KPA untuk ditandatangani, berupa: a) Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu: 1) LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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2) disampaikan secara bulanan dan triwulanan berupa LRA dan ADK, sedangkan laporan keuangan SAP secara lengkap (Neraca, LRA beserta ADK, dan CaLK) disampaikan per semester. b) Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu:  1) Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 2) Disampaikan secara lengkap per semester.   e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1. Menandatangani Laporan Keuangan SAP dan SAK. 2. Menyampaikan Laporan Keuangan ke: a) Unit Eselon I K/L, berupa:  1) Laporan Keuangan sesuai SAP untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Tingkat Eselon I, meliputi: LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta ADK, dan 2) Laporan Keuangan sesuai SAK sebagai lampiran pada Laporan Keuangan Tingkat Eselon I.  b) Kementerian Keuangan cq. Direktorat PK. BLU berupa Laporan Keuangan sesuai SAK.   oooOooo 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)  

PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 
  

I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
II. TUJUAN Dalam rangka pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  

III. DEFINISI 1. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  Perolehan lainnya yang sah meliputi: 
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a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;  c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau  d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.  2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  
IV. RUANG LINGKUP SOP ini mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, meliputi pencatatan, penatausahaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tetap Lainnya.  
V. BAGAN ALUR PROSEDUR (Lihat Lampiran SOP-F2)  

VI. PENJELASAN   
A. Proses dilakukan secara bulanan dan semesteran.  a. Pejabat Penanda Tangan SPM (PP SPM)  PP SPM menyampaikan dokumen berupa: a) Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal ke Bagian Umum c.q Operator BMN. b) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU) ke Bagian Umum c.q Operator BMN.  b. Pramu Gudang/ Unit Kerja Per semester (per tanggal 30 Juni dan 31 Desember), Pramu gudang/Unit Kerja menyampaikan Laporan Barang Persediaan beserta ADK ke Bagian Umum c.q Operator BMN.    
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c. Bagian Umum  1. Menerima dan mendokumentasikan setiap hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga (BMN) beserta bukti pendukung yang diterima ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), kemudian disampaikan kepada Operator BMN. 2. Operator SIMAK BMN menerima dokumen berupa SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan beserta ADK, Kontrak/BAST dan dokumen pendukung lainnya. 3. Oparator SIMAK BMN melakukan input dokumen sumber ke dalam Aplikasi SIMAK BMN  a) Untuk transaksi saldo awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi. b) Untuk transaksi perolehan/pengembangan/penghapusan, dokumen sumber yang diperlukan meliputi Kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta dokumen pendukung BMN, Bukti Kepemilikan BMN, SPM & SP2D (belanja modal), SP3B BLU & SP2B BLU (belanja modal), Faktur Pembelian, Kuitansi, Surat Keputusan Penghapusan, dan dokumen lain yang sah.  c) Untuk transaksi persediaan, dokumen sumber yang diperlukan adalah Laporan Persediaan beserta ADK, dan dokumen persediaan lain yang sah. 4. Operator SIMAK BMN mencetak Register Transaksi Harian (RTH) BMN dan menyampaikan kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi.  Penyampaian RTH disertai dengan dokumen sumber sebagaimana pada butir 3 huruf a, huruf b, dan huruf c. 5. Verifikator meneliti dan memverifikasi RTH BMN dengan dokumen SPM & SP2D (belanja modal), SP3B BLU & SP2B BLU (belanja modal), Kontrak/BAST beserta dokumen pendukung, Laporan Persediaan, dan dokumen sumber lainnya (dokumen sumber sebagaimana pada butir 3 huruf a, huruf b, dan huruf c). 6. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara RTH BMN dengan dokumen SPM & SP2D (belanja modal), SP3B BLU & SP2B BLU (belanja modal), BAST beserta dokumen pendukung, Laporan Persediaan, dan dokumen sumber lainnya, RTH dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. 7. Apabila telah sesuai, RTH disampaikan kepada Operator SIMAK BMN untuk dilakukan pencetakan Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel), dan Neraca. 8. Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel), dan Neraca kemudian disampaikan kepada Validator untuk disahkan. 9. Selanjutnya Validator menyampaikan ADK BMN ke Unit Akuntansi Keuangan dan melakukan rekonsiliasi internal antara data BMN dengan data keuangan pada Subbag Pelaporan sebagai Unit Akuntansi Keuangan. a) Penyampaian data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA. 
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ADK BMN yang telah direkonsiliasi dengan data keuangan menjadi dasar bagi Validator dalam menyusun Laporan BMN. b) Penyampaian ADK ke Unit Akuntansi Keuangan untuk bulan Juni dan Desember dilengkapi dengan Catatan Ringkas BMN yang antara lain memuat: 1) masih adanya barang-barang yang masih bermasalah seperti tidak dapat dimasukkannya item BMN tertentu ke dalam aplikasi karena tabel barangnya belum mampu menampung nama barang tersebut – meskipun sudah didekatkan dengan nama barang lain yang sudah ada dalam tabel.  2) barang-barang yang belum jelas status kepemilikannya seperti penerimaan hibah yang belum ada BAST-nya. 3) Penambahan nilai aset yang mencapai jumlah melebihi nilai kapitalisasi atas BMN pihak lain. Catatan Ringkas BMN dimaksud akan melengkapi Catatan atas Laporan Keuangan pada Unit Akuntansi Keuangan. 10. Menyusun Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dan Neraca berdasarkan hasil rekonsiliasi internal, dan menyusun Catatan Ringkas BMN.  Catatan Ringkas BMN disusun antara lain memuat butir 9 huruf b di atas. 11. Menyampaikan Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dan Neraca beserta ADK yang telah direkonsiliasi dan Catatan Ringkas BMN kepada Operator SAKPA untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan. 12. Melakukan rekonsiliasi data BMN pada SABMN dengan data BMN pada KPKNL per semestar. 13. Menyampaikan Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel), Neraca, beserta ADK dan Catatan atas Laporan Barang (CaLB) kepada KPB untuk mendapat penetapan. 14. Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib. d. Kuasa Pengguna Barang (KPB) 1. Menandatangani Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel), Neraca, dan Catatan Ringkas BMN. 2. Menyampaikan Laporan BMN (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel), Neraca, dan Catatan Ringkas BMN beserta ADK BMN ke UAPPB Wilayah/UAPPB Eselon I pada K/L, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester.  
B. Proses dilakukan pada Akhir Periode Akuntansi 

 Menginstruksikan kepada setiap Penanggung jawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing. 
 Mencatat perubahan kondisi barang yang telah disahkan oleh Penanggung jawab Ruangan ke dalam SIMAK BMN. 
 Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB). 



                          
                             

                           Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

                          
 

146 SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Untirta 2014  
 

 Meminta pengesahan Penanggung jawab UAKPB atas LKB.  
 Membuat Laporan Barang Tahunan berdasarkan saldo Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, dan Daftar Barang-Barang Bersejarah. 
 Meminta pengesahan Penanggung jawab UAKPB atas Laporan Barang (Tahunan). 
 Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-W atau ke UAPPB-Eselon I selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. 
 Mengarsipkan Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang-Barang Bersejarah, Salinan LKB, dan Salinan Laporan Barang secara tertib. 
 Melakukan proses back up data dan tutup tahun.  

C. Laporan Pengelolaan BMN Laporan yang dihasilkan dari pengelolaan BMN antara lain meliputi: 
 Label BMN 
 Buku Barang Intrakomptabel. 
 Buku Barang Ekstrakomptabel. 
 Buku Barang-Barang Bersejarah. 
 Laporan Persediaan. 
 Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan. 
 Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah. 
 Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung. 
 Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor. 
 Daftar Barang Lainnya (DBL). 
 Daftar Barang Ruangan (DBR). 
 Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran. 
 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan.  oooOooo 



PENGELOLAAN LAPORAN - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

OPERATOR SAKPA VERIFIKATOR VALIDATOR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PELAPORAN KEUANGAN

a. 

-

b.

-

- DIPA/Revisi DIPA, Rencana Bisnis Anggaran 
(RBA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan 
(POK).

- Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja BLU (SP3B BLU) dan Surat 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 
(SP2B BLU).

c. 

-

- Laporan Persediaan beserta  ADK, dan bukti-
bukti pendukung lainnya.

- Laporan Barang Milik Negara (BMN) beserta 
ADK SIMAK BMN, dan bukti-bukti 
pendukung lainnya.

d. 

- Menerima dokumen LPJ Bendahara, 
DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, 
SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan 
beserta ADK & Laporan BMN beserta ADK, 
dan dokumen sumber lainnya. 

- Menyampaikan LPJ Bendahara, DIPA/Revisi 
DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & 
SP2B BLU, Laporan Persediaan beserta ADK 
& Laporan BMN beserta ADK, dan dokumen 
sumber lainnya kepada Operator SAKPA 
untuk diinput ke dalam Aplikasi SAKPA. 

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUH 

KAN

OUTPUT 
DOKUMENKUASA PENGGUNA 

ANGGARAN (KPA)
BENDAHARA 

PENGELUARAN
PP SPM

PENGELOLA 
BARANG

BAGIAN KEUANGAN/PELAPORAN
KPPN

BENDAHARA PENGELUARAN

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran beserta bukti-
bukti pendukung ke Bagian Keuangan c.q 
Operator SAKPA.

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM (PP SPM)

PP SPM menyampaikan tembusan/copi 
dokumen ke Bagian Keuangan c.q Operator 
SAKPA berupa: 

1 2

No. 
URUT

KEGIATAN

BAGIAN PELAPORAN

PENGELOLA BARANG

Pengelola Barang menyampaikan dokumen ke 
Bagian Keuangan c.q Operator SAKPA, yaitu:

Mulai

Bukti-bukti 
pendukung

DIPA/Revisi 
DIPA, RBA/POK

SPM & SP2D
SP3B BLU &         

SP2B BLU

Dok.
PendukungLap. 

Persediaan
Lap. BMN

LPJ Bendahara, 
dll

ADK

ADK

LPJ
Bendahara
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OPERATOR SAKPA VERIFIKATOR VALIDATOR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUH 

KAN

OUTPUT 
DOKUMENKUASA PENGGUNA 

ANGGARAN (KPA)
BENDAHARA 

PENGELUARAN
PP SPM

PENGELOLA 
BARANG

BAGIAN KEUANGAN/PELAPORAN
KPPN

1 2

No. 
URUT

KEGIATAN

- Operator SAKPA menginput DIPA/Revisi 
DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, SP3B BLU & 
SP2B BLU, Laporan Persediaan beserta ADK 
& Laporan BMN beserta ADK, dan dokumen 
sumber lainnya ke dalam Aplikasi SAKPA.

- Operator SAKPA mencetak Register 
Transaksi Harian (RTH) dan menyampaikan 
kepada Verifikator untuk dilakukan 
verifikasi.- Verifikator meneliti dan memverifikasi RTH 
dengan dokumen LPJ Bendahara, 
DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, 
SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan 
& Laporan BMN, dan dokumen sumber 
lainnya.- Apabila terdapat ketidaksesuaian antara 
RTH dengan dokumen LPJ Bendahara, 
DIPA/Revisi DIPA & RBA/POK, SPM & SP2D, 
SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan Persediaan 
& Laporan BMN, dan dokumen sumber 
lainnya, RTH dikembalikan untuk dilakukan 
perbaikan.- Apabila telah sesuai, RTH disampaikan 
kepada Operator SAKPA untuk dilakukan 
pencetakan Laporan Keuangan (LRA, 
Neraca, dan Laporan pendukung lainnya).

- Laporan Keuangan (LRA, Neraca, dan 
Laporan pendukung lainnya)  disampaikan 
kepada Validator untuk disahkan.

- Melakukan rekonsiliasi data SAKPA dengan 
data pada KPPN secara bulanan.

- Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 
berdasarkan LRA dan Neraca, dan data 
keuangan hasil rekonsiliasi.

- Menyampaikan LRA, Neraca, dan Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada KPA 
untuk ditandatangani.

e.

- Laporan Realisasi 
Anggaran, 

Menandatangani dan menyampaikan laporan 
keuangan beserta ADK ke Unit Eselon I K/L dan 
Kementerian Keuangan cq. Direktorat PK. BLU.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Penguji
an

Ya

tidak

Input Data

RTH

Lap 

RTH

Cetak LRA dan 
Neraca

LRA dan 
Neraca

Lap 
LRA dan 
Neraca

Catatan atas 
Laporan 
Keuangan 

ADK

Rekonsiliasi
ADK
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OPERATOR SAKPA VERIFIKATOR VALIDATOR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIT / PEJABAT WAKTU YG 
DIBUTUH 

KAN

OUTPUT 
DOKUMENKUASA PENGGUNA 

ANGGARAN (KPA)
BENDAHARA 

PENGELUARAN
PP SPM

PENGELOLA 
BARANG

BAGIAN KEUANGAN/PELAPORAN
KPPN

1 2

No. 
URUT

KEGIATAN

Kementerian Keuangan cq. Direktorat PK. BLU.
LRA dan 

CaLK
ADK
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PENGELOLAAN LAPORAN - PENYUSUNAN LAPORAN BMN

OPERATOR BMN VERIFIKATOR VALIDATOR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

a.

-

- Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal ke 
Bagian Umum c.q Operator BMN.

- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja BLU (SP3B BLU) dan Surat Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU) ke Bagian 
Umum c.q Operator BMN.

b. 
1 hari Draf laporan 

BMN
-

d. 1 minggu Laporan BMN

-

-

-

-

Menerima dan mendokumentasikan setiap hibah 
langsung berupa barang/jasa/surat berharga (BMN) 
beserta bukti pendukung yang diterima ke dalam 
Berita Acara Serah Terima (BAST), kemudian 
disampaikan kepada Operator BMN.

BAGIAN UMUM / Subag BMN

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM (PP SPM)

PP SPM menyampaikan tembusan/copi dokumen 
berupa : 

PRAMU GUDANG/ UNIT KERJA

Pramu gudang/Unit Kerja menyampaikan Laporan 
Barang Pvcersediaan beserta ADK ke Bagian Umum 
c.q Operator BMN.

Operator SIMAK BMN menerima dokumen berupa 
SPM & SP2D, SP3B BLU & SP2B BLU, Laporan 
Persediaan beserta ADK, Kontrak/BAST dan 
dokumen pendukung lainnya.

WAKTU YG 
DIBUTUH KAN

OUTPUT 
DOKUMENPP-SPM

PRAMU GUDANG 
/UNIT KERJA

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN (KPA)

Oparator SIMAK BMN melakukan input data SPM & 
SP2D (belanja modal), SP3B BLU & SP2B BLU (belanja 
modal), Kontrak/BAST beserta dokumen pendukung, 
Laporan Persediaan beserta ADK, dan dokumen 
sumber lainnya ke dalam Aplikasi SIMAK BMN. 

Operator SIMAK BMN mencetak Register Transaksi 
Harian (RTH) BMN dan menyampaikan kepada 
Verifikator untuk dilakukan verifikasi (beserta 
dokumen pendukung).

KPKNL

1 2

BAGIAN UMUM SUBAG PELAPORAN 
/OPERATOR SAKPA

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

Laporan          
Persediaan

Input data

Mulait

SPM & SP2D

SP3B BLU &         
SP2B BLU

Bukti
Pendukung

BAST

SPM & SP2D
SP3B BLU &         

SP2B BLULaporan          
Persediaan

RTH

ADK

ADK
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OPERATOR BMN VERIFIKATOR VALIDATOR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WAKTU YG 
DIBUTUH KAN

OUTPUT 
DOKUMENPP-SPM

PRAMU GUDANG 
/UNIT KERJA

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN (KPA)

KPKNL

1 2

BAGIAN UMUM SUBAG PELAPORAN 
/OPERATOR SAKPA

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e.

Melakukan rekonsiliasi data BMN pada SABMN 
dengan data BMN pada KPKNL per semestar.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara RTH BMN 
dengan dokumen SPM & SP2D (belanja modal), SP3B 
BLU & SP2B BLU (belanja modal), BAST beserta 
dokumen pendukung, Laporan Persediaan, dan 
dokumen sumber lainnya, RTH dikembalikan untuk 
dilakukan perbaikan.

Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel), dan Neraca kemudian 
disampaikan kepada Validator untuk disahkan.

Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.

KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)

Apabila telah sesuai, RTH disampaikan kepada 
Operator SIMAK BMN untuk dilakukan pencetakan 
Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel), dan Neraca.

Menyampaikan Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel), Neraca, beserta ADK dan Catatan 
Ringkas BMN kepada KPB untuk mendapat 
penetapan.

Menyampaikan ADK BMN dan melakukan rekonsiliasi 
internal antara data BMN dengan data keuangan 
pada Subbag Pelaporan secara bulanan. 

Menyampaikan Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel) dan Neraca beserta ADK yang telah 
direkonsiliasi, dan Catatan Ringkas BMN kepada 
Operator SAKPA untuk dikonsolidasikan  ke dalam 
Laporan Keuangan.

Menyusun Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel) dan Neraca berdasarkan hasil 
rekonsiliasi internal, dan menyusun Catatan Ringkas 
BMN.

Verifikator meneliti dan memverifikasi RTH BMN 
dengan dokumen SPM & SP2D (belanja modal), SP3B 
BLU & SP2B BLU (belanja modal), Kontrak/BAST 
beserta dokumen pendukung, Laporan Persediaan, 
dan dokumen sumber lainnya.

Penguji
an

Ya

tidak

SPM & SP2DSP3B BLU &         
SP2B BLU

Laporan          
Persediaan

RTH

RTH

Lap. Intra dan 
Ekstra

Neraca

Lap. Intra dan 
Ekstra

Neraca

SPM & 
SP2DSP3B BLU &         
SP2B BLULaporan          

Persediaan

Catatan 
Ringkas 

Lap. BMN
Catatan 

Ringkas BMN

Rekonsiliasi

Lap. BMN
Catatan 

Ringkas BMN

Rekonsiliasi

ADK ADK

ADK

ADK

ADK

ADK
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OPERATOR BMN VERIFIKATOR VALIDATOR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WAKTU YG 
DIBUTUH KAN

OUTPUT 
DOKUMENPP-SPM

PRAMU GUDANG 
/UNIT KERJA

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN (KPA)

KPKNL

1 2

BAGIAN UMUM SUBAG PELAPORAN 
/OPERATOR SAKPA

No. 
URUT

KEGIATAN

UNIT / PEJABAT

- Neraca, LK dan 
CaLK

- Menyampaikan Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel), Neraca, dan Catatan Ringkas BMN 
beserta ADK BMN ke UAPPB Wilayah/ UAPPB Eselon I 
pada K/L.

Menandatangani Laporan BMN (Intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel), Neraca, dan Catatan Ringkas BMN. Lap. BMN

Catatan 
Ringkas BMN

ADK

Ditjen DIKTI
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PENGELOLAAN LAPORAN - GRAND DESIGN SISTEM AKUNTANSI PK-BLU UNTIRTA

  

GRAND DESAIN SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAYASA 

RKA KL

Aplikasi 
Konversi Keg.
dan BAS BLU

RBA

DIPA Realisasi 
Belanja Non

BLU

Realisasi 
Pendapatan 

Non BLU

Pengembalian 
Belanja Non

BLU

SSBP

Kuitansi 
Belanja

SSPB

Realisasi 
Pendapatan 

BLU

Realisasi 
Belanja BLU

Aplikasi
SPM 

SPP dan SPM 
SP3B dan
SP2D BLU

Aplikasi
SAKPA 

Kuitansi 
Penerimaan

Kuitansi 
Belanja

Aplikasi
NPP dan 

NPM

NPP dan 
NPM

Aplikasi
SAK BLU 

LK SAP

LK SAK
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